PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TAHUN 2025 i 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK  INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu
menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang
Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun
2025 i 2029;

1. Undang -Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421) ;
2. Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025 -2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);



Menetapkan
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Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang
Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 20257 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19  );

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana  Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114 );

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Informasi  Geospasial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2 023 Nomor 924);

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun
2024 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk
Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 395);

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun
202 4 tentang Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 4 Nomor
855);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG
RENCANA STRATEGIS BA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
TAHUN 2025 i 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun
2025 i 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Badan
Tahun 2025 i 2029 adalah dokumen perencanaan
Badan Informasi Geospasial untuk periode 5 (lima)
tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029
yang merupakan penjabaran  dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025/ 2029.

Badan Informasi Geospasial  yang selanjutnya disebut
Badan adalah lembag a pemerintah nonkementerian
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
informasi geospasial

Pasal 2

Renstra Badan Tahun 2025 i 2029 disusun dalam bentuk:

a.
b.

dokumen; dan
data dan informasi.



Pasal 3

(1) Dokumen Renstra Badan  Tahun 20251 2029
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
memuat:

a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;

b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan
kerangka kelembagaan; dan

c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

(2) Dokumen Renstra Badan Tahun 2025 i 2029
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4
Data dan informasi Renstra Badan Tahun 2025i 2029
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra
Badan Tahun 2025 i 2029 dan dituangkan dalam Sistem
Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran -Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Pasal 5
Peraturan  Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Oktober 2025

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL TAHUN 2025 i 2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2025 2029

BAB |
PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Selama lebih dari setengah abad Badan Informasi Geospasial (BIG)
telah berperan aktif dalam penyelenggaraan informasi geospasial di
Indonesia. Merujuk pada  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial 0 Pasal 16, dinyatakan
bahwa penyelenggaraan informasi geospasial dilakukan melalui
kegiatan a) pengumpulan data geospasial, b) pengolahan data
geospasial dan informasi geospasial, ¢) penyimpanan dan pemeliharaan

data geospasial dan informasi geospasial, d) penyebarlu asan data
geospasial dan informasi geospasial, serta €) penggunaan informasi
geospasial. Dalam hal ini Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi
pembangunan infrastruktur informasi geospasial untuk memperlancar
penyelenggaraan informasi geospasial. Infrastrukt ur informasi
geospasial sebagaimana dimaksud terdiri atas kebijakan,
kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan oleh penyelenggara
informasi geospasial, dengan BIG sebagai penyelenggara utama di
In donesia. Fasilitasi pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan oleh
BIG, yang dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya.

Informasi Geospasial terdiri atas Informasi Geospasial dasar (IG D) dan
Informasi Geospasial Tematik (IGT). IGD terdiri atas Sistem Referensi
Geospasial Indonesia (SRGI) dan peta dasar 1. Terkait dengan SRGI,
dalam upaya untuk menjaga konsistensi penyediaan referensi spasial

di Indonesia, BIG menyelenggarakan sistem ref erensi geospasial sesuai
dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2021
tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI). SRGl terdiri atas
SRGI horizontal dan SRGI vertikal, dimana SRGI horizontal meliputi
Stasiun Ina -CORS dan Titik P antau Geodinamika. Sedangkan SRGI
vertikal meliputi Stasiun Pasang Surut, Inageoid, dan Jaring Kontrol

gaya berat nasional.

1 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
dan Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
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Gambar 1. 1. Sebaran dan luas coverage Ina-CORS hingga 2024.

Hingga akhir tahun 2024 BIG telah membangun 474 stasiun Ina -
CORS, namun relatif belum merata distribusinya untuk seluruh
wilayah Indonesia (berdasarkan Gambar 1.1, sebaran/kerapatan
stasiun Ina -CORS masih relatif lebih tinggi di kawasan barat
Indonesia). Dengan asumsi bahwa satu stasiun dapat melayani
penentuan posisi untuk radius 50 km , maka luas coverage Ina-CORS
hingga tahun 2024 adalah 759.314 km 2 atau 81,62% dari target
930.255 km 2 luas wilayah urban dan rural Indonesia. Ina-CORS dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah, akademisi, dan swasta melalui
beberapa jenis layanan, antara lain layanan data RINEX ( Receiver
Independent Exchange Format ), layanan koreksi RTK ONTRIP (Real Time
Kinematic o Networked Transport of RTCM via Internet Protocol ), dan
pengolahan data Global Navigation Satellite System (GNSS) secara
daring ( online).

Sementara itu SRGI vertikal terdiri atas stasiun pasang surut,
InaGEOID, serta Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional. Hingga 2024,
jumlah stasiun pasang surut (stasiun pasut) yang telah dibangun
sebanyak 290 stasiun dengan sebaran sebagaimana dapat dilihat pada
Gambar 1.2. Di samping untuk referensi pemetaan, stasiun pasut
digunakan untuk mitigasi peringatan din I tsunami ( tsunami early
warning system ) serta banjir rob di Indonesia. Stasiun pasut adalah
salah satu contoh penggunaan barang milik negara (BMN) yang juga
sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat 2. Tidak hanya
digunakan untuk mendeteksi bencana da n kenavigasian, bahkan lebih
jauh lagi keberadaannya sangat esensial baik dari sektor ekonomi serta

sosial masyarakat yang ada di sekitarnya seperti untuk nelayan (dalam
menentukan waktu terbaik untuk berlayar atau bersandar di dermaga)

dan petani garam (u ntuk pengolahan garam secara lebih optimal).

2 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14930/Stasiun -Pasang-Surut -BMN -yang -Andal -
dalam -Mengumpulkan -
Informasi -Geospasial -di-Wilayah -Lautan.html
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Gambar 1.2 . Sebaran stasiun pasang surut hingga tahun 2024.

Model geoid Indonesia sebagai sistem referensi geospasial mempunyai
peran yang sangat penting di bidang survei dan pemetaan. Urgensi
ketersediaan model geoid Indonesia di antaranya pada bidang
infrastruktur  (penentuan komponen tinggi pada pembangunan
infrastruktur seperti pembangunan dermaga, bendungan, bangunan
lepas pantai, dan berbagai kategori infrastruktur yang memerlukan
data dan informasi tinggi yang akurat). Selain itu dalam mitigasi
bencana seperti banjir dan rob, model geoid Indonesia dapat digunakan
untuk menentukan wilayah yang aman untuk daerah pengungsian
berdasarkan karakteristik topografi atau ketinggiannya. Distribusi
ti ngkat ketelitian model geoid di Indonesia dapat dilihat lebih jelas pada
Gambar 1.3.

KETELITIAN MODEL GEOID INDONESIA

Keterangan

Tingkat ketelitian Disusun oleh

B0

oo dem Sumber:
4 21-29em SK Kepala Nomor 110.1 Tahun 2024 Tentang Strategi
0 260 520 1.040 1,560 ~ Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Seluruh BADAN IFORMASH
e — [[_] Betum Tersecka Titk Kontrol Validasi  yijayah Indonesia Tahun 2024-2029 ceamasint
meters

Gambar 1.3. Distribusi tingkat ketelitian model geoid di Indonesia.
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Selanjutnya terkait peta dasar, dapat disampaikan bahwa peta dasar

atau Peta Rupabumi Indonesia terdiri atas 8 (delapan) unsur 3 yang
mengintegrasikan informasi wilayah darat, laut dan pantai 4. Hal ini

diperkuat kembali dalam Peraturan BIG Nomor 18 tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial, khususnya pada
Pasal 2 da n Pasal 3.

Hingga 2024, peta dasar skala kecil (mencakup skala 1:250.000,
1:500.000, dan 1:1.000.000) serta skala menengah (skala 1:25.000 dan
1:50.000) untuk seluruh wilayah darat Indonesia telah tersedia.

Sedangkan untuk skala besar (skala 1:5.000 dan  1:1.000) tersedia
kurang dari 3% 5. Ketersediaan peta dasar pada masing -masing

kategori skala tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4.

a) Indeks Ketersediaan Peta Dasar Skala Kecil

terangan
[ ]1:250000
1 500000

[ 111 000 000]

c) Indeks Ketersediaan Peta Dasar Skala Besar

TS e

Gambar 1.4. Ketersediaan peta dasar di wilayah darat hingga
tahun 2024 pada: a) Skala kecil, b) Skala menengah, dan C)
Skala besar.

3

5

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
0 Pasal 6 ayat (1), kedelapan unsur tersebut adalah garis pantai, hipsografi, perairan, nama
rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, serta penutup
lahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi
Geospasial , diringkas dari Pasal 6 ayat (2) dan (3)

BIG. (2024). Laporan Kinerja BIG Tahun 2024.
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Sementara itu ketersediaan peta dasar di wilayah laut dan pantai
hingga saat ini juga masih sangat terbatas. Untuk peta das ar di wilayah
laut dan pantai pada skala besar, cakupan ketersediaannya masih
sekitar kurang dari 3% - dengan cakupan wilayah laut dan pantai di
Indonesia yang harus dipetakan pada skala besar seluas 396.000 km2.
Wilayah tersebut mencakup area kedalaman O -200 meter atau
maksimal 4 mil laut dari garis pantai. Ada pun ketersediaan peta dasar
di wilayah laut dan pantai pada skala kecil dan menengah relatif lebih

besar, namun belum termutakhir.

a) Ketersediaan Unsur Peta Dasar di Wilayah Laut dan Pantai Skala Kecil

‘;'» . .= .4".“. » - 20
. - wil
e BT

T 'C‘ ;V

n NF

b) Ketersediaan Unsur Peta Dasar di Wilayah Laut dan Pantai Skala Menengah

Gambar 1.5 . Ketersediaan peta dasar di wilayah laut dan
pantai hingga tahun 2024 pada: a) Skala kecil, b) Skala
menengah, dan c) Skala besar.

Ada pun target pemetaan skala kecil dan menengah untuk wilayah laut
dan pantai mencakup seluruh luasan wilayah laut Indonesia sebesar
6,4 juta km 2 -6 dengan panjang garis pantai Indonesia kurang lebih

108.000 km. Ketersediaan peta dasar di wilayah laut dan pan tai yang
telah diselenggarakan oleh BIG hingga tahun 2024 dapat dilihat pada
Gambar 1.5.

6 Berita Acara Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia Tahun 2018.
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Sementara itu untuk pembakuan nama rupabumi (toponimi),
dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi . Regulasi ini
juga mengatur pengumuman nama rupabumi hasil penelaahan melalui
Sistem Informasi Nama Rupabumi. BIG telah mengembangkan Sistem
Informasi Nama Rupabumi ( SINAR) yang dapat diakses melalui
https://sinar.big.qo.id/ , dimana SINAR merupakan aplikasi untuk
memfasilitasi penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia.

Di sisi lain, dukungan terhadap infrastruktur informasi geospasial (11G)
sebagai enabler dan fondasi untuk mendukung ketersediaan informasi
geospasial, optimalisasi data, serta penyebarluasan informasi
geospasial, menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka
meningkatkan akses terhadap informasi geospasial. Sistem
penyelenggaraan pengelolaan info  rmasi geospasial dalam infrastruktur
informasi geospasial adalah  Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(JIGN). Penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial melalui
JIGN dilakukan secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan
berkesinambungan serta  berdaya guna. JIGN berfungsi sebagai sarana
berbagi pakai informasi geospasial dan penyebarluasan informasi
geospasial 7.

Terkait JIGN tersebut, dapat disampaikan pula bahwa BIG telah
mengembangkan Simpul Jaringan Informasi Geospasial untuk
mendukung penyebarluasan informasi geospasial. Simpul Jaringan
Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan adalah

insti tusi  yang bertanggung jawab dalam  penyelenggaraan
pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan
penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.

Tabel 1. 1. Status simpul jaringan di Indonesia

Status Simpul Kementerian/ Provinsi Kabupaten/ Total

Jaringan Lembaga Kota (NESE)]
Ungaul 5 7 14 26
Optimal 4 6 53 63
Operasional 2 11 53 66
Berkembang 22 11 195 228
Tidak Ada 34 3 204 241

Data

Sumber: BIG (Simojang), 2024

Simpul Jaringan terdiri atas lembaga tinggi negara, Instansi
Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah 8. Hingga 2024 ° telah
terbangun  Simpul Jaringan di tingkat K/L, provinsi, dan
kabupaten/kota de ngan status Simpul Jaringan sebagaimana dapat
dilihat dalam Tabel 1.1.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur
Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial 0 Pasal 2 (sebagaimana telah
disampaikan pula sebelumnya dalam Peraturan Presiden No mor 27 Tahun 2014 ).

Per basis data 2022.


https://sinar.big.go.id/
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Status Simpul Jaringan di Indonesia Berdasarkan Provinsi

Legenda

[ unggul (7 Provinsi)
Optimal (6 Provinsi)

[ Operasional (11 Provinsi)
[0 Berkembang (11 Provinsi)
B Tidak ada data (3 Provinsi)

Sumber data: Simojang, 2024
Disusun oleh:

SADaN 2 ORIMAL
prersern

Gambar 1.6. Status simpul jaringan di tingkat provinsi

Ada pun untuk status Simpul Jaringan di tingkat provinsi serta
kabupaten/kota, dapat dilihat sebarannya pada Gambar 1.6 dan
Gambar 1.7. Sekilas dapat dilihat bahwa sebagian daerah di kawasan

timur Indonesia masih belum memiliki Simpul Jaringan.

Status Simpul Jaringan di Indonesia Berdasarkan Kabupaten/Kota

u Legenda Sumber data: Simojang, 2024
7771 Unggul (14 Kabupaten/Kota) Disusun oleh:
A 7] Optimal (53 Kabupaten/Kota)
[ Operasional (53 Kabupaten/Kota) @
0 250 500 1000 [ Berkembang (195 Kabupaten/Kota)
Esri, FAO, NOAA, USGS # I Tidak Ada Data (204 Kabupaten/Kota) PR EOsPASAL

Gambar 1.7. Status Simpul Jaringan di tingkat kabupaten/kota.

Simpul Jaringan bertugas menyelenggarakan informasi geospasial
berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan. Dalam melaksanakan
tugasnya, Simpul Jaringan harus membangun infrastruktur informasi
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geospasial, yang terdiri atas: a)  kebijakan, b) kelembagaan, c) teknologi,
d) standar data geospasial dan informasi geospasial; serta e) sumber
daya manusia 10. Kinerja Simpul Jaringan dievaluasi secara berkala
untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan infrastruktur informasi
geospasial yang dibangun agar dapat berfungsi sesuai tujuan yang
diharapkan. Ada pun gambaran kondisi beberapa Simpul Jaringan
kementerian /lembaga/pemerintah daerah (K/L/P) dapat dilihat pada
Gambar 1.8 berikut.

SIGAP KLHK
| So

masi Geotpasi

Gambar 1.8. Kondisi Simpul Jaringan di beberapa K/L/P.

Status Simpul Jaringan yang baru akan mengacu pada pedoman
evaluasi kinerja Simpul Jaringan 11, dengan domain -domain penilaian
yang telah ditingkatkan maturitasnya. Hal ini sejalan dengan upaya
penguatan tata kelola Simpul Jaringan yang harus senantiasa
ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat mengaksele rasi mekanisme
berbagi pakai baik antar  K/L/P maupun  pada entitas yang lebih luas
dalam ekosistem infomasi geospasial. Kinerja dan koneksi Simpul
Jaringan nasional tersebut dapat dilihat dengan mengakses
https://simojang.big.go.id/

Salah satu faktor penting yang juga perlu mendapatkan perhatian
dalam penyelenggaraan informasi geospasial adalah ketersediaan
sumber daya manusia (SDM) bidang informasi geospasial, yang perlu
terus ditingkatkan baik dari segi jumlah, kapasitas, maupun
kualitasnya. Hal ini  patut menjadi perhatian, terutama dalam rangka
meningkatkan daya saing dan pelaksanaan transformasi digital,
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional ( RPJPN) 2025i 2045. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, ke giatan penyelenggaraan
informasi geospasial oleh orang perseorangan wajib memenubhi
kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang
informasi geospasial. Pada sektor pemerintahan, penyelenggaraan
informasi geospasial utamanya dilaksanak an oleh pegawai negeri sipil

10 Op.cit. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Pasal 3 dan Pasal 4.

11 Sesuai Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur | nformasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam Pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial.


https://simojang.big.go.id/
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(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta). Pejabat Fungsional
Surveyor Pemetaan yang disebut juga sebagai Surveyor Pemetaan
adalah PNS dan PPPK yang mempu nyai tugas dan ruang lingkup
kegiatan untuk melakukan penyelenggaraan informasi geospasial dan
pembinaan informasi geospasial  12. Di samping itu terdapat pula Tenaga
Professional bidang Informasi Geospasial, yang turut berkontribusi
dalam kegiatan penyeleng garaan informasi geospasial baik di sektor
pemerintah maupun non  -pemerintah.

Berdasarkan sinkronisasi data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
(SIASN) pada tahun 2024, terdapat sebanyak 1.031 JF Surta 13, dengan
distribusi sebagai berikut: 838 JF Surta berada di 9 instansi pusat
(K/L), 56 JF Surta terdistribusi di 20 Pemerintah Provinsi, dan 137 JF

Surta tersebar di 69 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dilihat dari
distribusi jJumlah JF Surta pada instansi pemerintah, sebagian besar

JF Surta berada pada in  stansi pusat (K/L), yakni pada 9 (Sembilan)

K/L yang secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2. Jumlah dan Distribusi JF Surta pada Pemerintah Pusat

Instansi SurveyToerr;’;r;Ietaan Surveyor Pemetaan Ahli
(Kementerian/Lembaga) Total

1. BadanInformasi Geospasial 181 114 71 2

5 Badan Nasional 4 ) ) 5 1 _ : 10
Penanggulangan Bencana

Kementerian Agraria dan Tata

3. Ruang/Badan Pertanahan 29 17 32 28 42 15 - 163
Nasional

4.  Kementerian Dalam Negeri - - - 8 - - - 8

5. Kementgrlan Energi dan Sumber 3 3 3 11 5 3 28
Daya Mineral

6 Kementerlan Kelautan dan 1 10 5 3 19
Perikanan

7. Kementerian Lingkungan Hidup 36 5 a 112 9 3 _ 169
dan Kehutanan

8. Kementerian Pekerjaan Umum 27 5 _ : 32

dan Perumahan Rakyat

Otorita Ibu Kota Nusantara

----ﬂ--

Sumber: BIG 14, 2025 .

Untuk distribusi ketersediaan JF Surta di tingkat pemerintah daerah
(provinsi dan kabupaten/kota) dapat dilihat lebih rinci dalam Tabel 1.3.
Dalam hal ini masih terdapat kesenjangan antara jumlah JF Surta
pada tingkat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Tabel 1. 3. Jumlah dan Distribusi JF Surta pada Pemerintah Daerah

Surveyor Pemetaan .

i . Surveyor Pemetaan Ahli
Pemerintan Terampil Total
4

Daerah - ;
- - 2 2 -

Pemprov. DI
Yogyakarta
12 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
13 Sesuai data terbaru dari Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial per Februari

2025.
14 Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial, data per Febr uari 2025.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pemerintan

Daerah

Pemprov.
Aceh
Pemprov.
Bengkulu
Pemprov.
DKI Jakarta
Pemprov.
Jawa Barat
Pemprov.
Jawa Tengah
Pemprov.
Jawa Timur
Pemprov.
Kalimantan
Barat
Pemprov.
Kalimantan
Tengah
Pemprov.
Kalimantan
Timur
Pemprov.
Kep. Bangka
Belitung
Pemprov.
Kepulauan
Riau
Pemprov.
Lampung
Pemprov.
Maluku
Pemprov.
Maluku
Utara
Pemprov.
Nusa
Tenggara
Barat
Pemprov.
Riau
Pemprov.
Sulawesi
Selatan
Pemprov.
Sulawesi
Utara
Pemprov.
Sumatera
Selatan
Pemkab.
Bangka
Pemkab.
Bangka
Barat
Pemkab.
Bangka
Selatan
Pemkab.
Banjar
Pemkab.
Banyumas
Pemkab.
Barito
Selatan
Pemkab.
Barito Utara
Pemkab.
Bekasi
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SR Pemetaan Surveyor Pemetaan Ahli
Terampil

- - 2 - -

- - 1 - -

- - - 3 -

- - 4 - -

- - 3 2 -

- - - 1 -

- - 1 - -

- - - 4 -

- - 3 - -

- - 2 - -

- - - 3 -

- - - 1 -

- - 2 - -

- - - 1 -

1 1 6 = -

= = 1 2 1

- - 4 - -

- - 1 - -
1 1 -

- - 2 1 -

- - - 2 -

- 1 - - -

- - - 1 -

1 - - - -

- - - 1 -

- - 4 1 1

- - 1 1 -

2



No.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

Pemerintan

Daerah

Pemkab.
Belitung
Pemkab.
Blitar
Pemkab.
Bolaang
Mongondow
Utara
Pemkab.
Dharmasray
a
Pemkab.
Gunung
Kidul
Pemkab.
Halmahera
Selatan
Pemkab.
Halmahera
Tengah
Pemkab.
Halmahera
Utara
Pemkab.
Indramayu
Pemkab.
Katingan
Pemkab.
Kayong
Utara
Pemkab.
Kep.
Mentawai
Pemkab.
Kepahiang
Pemkab.
Ketapang
Pemkab.
Kotawaringin
Timur
Pemkab.
Kubu Raya
Pemkab.
Kulon Progo
Pemkab.
Kutai Timur
Pemkab.
Lamandau
Pemkab.
Luwu
Pemkab.
Magelang
Pemkab.
Malang
Pemkab.
Melawi
Pemkab.
Merangin
Pemkab.
Muaro Jambi
Pemkab.
Murung
Raya
Pemkab.
Musi
Banyuasin
Pemkab.
Natuna

-15-

SR Pemetaan Surveyor Pemetaan Ahli
Terampil

- - 2 - -

- - 1 - -

2

1



Pemerintan
No.

Daerah

Pemkab.
Ogan llir
Pemkab.
Pacitan
Pemkab.
Padang
Lawas
Pemkab.
Padang
Pariaman
Pemkab. Pati
Pemkab.
Penukal
Abab
Lematang llir
Pemkab.
Polewali
Mandar
Pemkab.
Ponorogo
Pemkab.
Pulau
Morotai
Pemkab.
Rokan Hulu
Pemkab.
Sambas
Pemkab.
Sanggau
Pemkab.
Sintang
Pemkab.
Sragen
Pemkab.
Sukabumi
Pemkab.
Tabalong
Pemkab.
Tangerang
Pemkab.
Tapanuli
Selatan
Pemkab.
Timor
Tengah
Utara
Pemkot.
Balikpapan
Pemkot.
Bandung
Pemkot.
Banjarbaru
Pemkot.
Batam
Pemkot.
Cirebon
Pemkot.
Madiun
Pemkot.
Magelang
Pemkot.
Malang
Pemkot.
Palangka
Raya
Pemkot.
Pangkal
Pinang

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

-16-

SR Pemetaan Surveyor Pemetaan Ahli
Terampil

- - 1 - -

- - 1 - -
- - - 1 -
- - - 1 -
- - - 1 -
1 - - - -
- - - 1 -
3 - 1 - -
- - 1 1 -
- - - 2 -
- - 1 - -
- - 1 - -
- - 3 1 -
- - 1 - -
- - 2 - -
- - 1 - -
- - 7 1 -
- - - 2 -
- - 1 - -
- - 3 - -
- - 3 - -
- - 1 - -
- - - 3 -
- - 1 - -
- - - 1 -
- - 3 - -
- - 4 1 -
- - - 2 -
- - - 1 -

1

1
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Surveyor Pemetaan .
i . Surveyor Pemetaan Ahli
No. | Pemerintan Terampil Total
Daerah - X
Terampil Mabhir Pertama Muda Madya
86 - - 4 - -

Pemkot.

Payakumbuh 4
Pemkot.
£ Pontianak ) . 2 . ) 2
8s. Pemkot. ) ) 7 _ : 7
Semarang
Pemkot.

el Tarakan ) .

1 - - 1
>

Sumber: BIG 15, 2025 .

Jumlah pemerintah provinsi yang telah memiliki JF Surta adalah 20

dari 38 provinsi (53%). Sementara pemerintah kabupaten/kota yang

telah memiliki JF Surta sebanyak 69 dari 514 kabupaten/kota (13%).

Tabel 1.3 di atas juga menunjukkan bahwa ketersediaan JF S urta di
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki
komposisi lebih banyak pada kelompok Surveyor Pemetaan Ahli
dibandingkan dengan kelompok Surveyor Pemetaan Terampil.

Secara keseluruhan, Tabel 1.2 dan 1.3 di atas menunjukkan bahwa
distribusi JF Surta masih belum merata, baik dari segi jumlah antara
instansi  pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah daerah
(provinsi/kabupaten/kota), maupun dari aspek komposisi jenjang
jabata n. Ketimpangan ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat
ketersediaan JF Surta yang seimbang dan proporsional merupakan
salah satu prasyarat penting dalam mendukung penyelenggaraan
informasi geospasial yang efektif dan merata di seluruh wilayah
Indones ia pada tahapan pembangunan berikutnya, sehingga selaras
dengan RPJPN Tahun 2025f 2045.

Berikutnya disampaikan kondisi penyelenggaraan informasi geospasial

oleh BIG atas pelaksanaan  Rencana Strategis (Renstra) BIG 2020 &
2024 . Berdasarkan evaluasi atas pelaks anaan Renstra periode yang
lalu, terdapat dinamika kebijakan nasional yang turut memengaruhi

arah pelaksanaan program, salah satunya pencabutan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata
Ruang yang berdampak pada perubahan lingkungan strategis
sebagaimana tercantum dalam Renstra. Terdapat pula Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah  yang perlu dijadikan pertimbangan utama da lam
penyusunan skema penjenjangan kinerja yang sistematis. Selain itu,
dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik
Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
membe rikan indikasi bahwa untuk penyelenggaraan IGD dapat
dilaksanakan dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal
dari kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN (KPBUMN ).
Ada pun capaian utama pembangunan pada bidang Informasi
Geospasial sepanjang tahun 2020 -2024 dilaksanakan untuk
mendukung 4 (empat) program Prioritas Nasional (PN), yaitu PN 1 -
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan; PN - 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pem erataan, PN - 6

15 Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial, data per Februari 2025
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Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,

dan Perubahan Iklim; serta PN 7 - Memperkuat Stabilitas Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan
Transformasi Pelayanan Publik. Target RPJMN 2020 -2024 di bidang
informasi geospasial menjadi bagian dari target pencapaian Renstra

BIG 2020 -2024. Hasil evaluasi terhadap capaian target tersebut
menunjukkan bahwa dari 13 (tiga belas) keluaran ( output) dalam
penyelenggaraan informasi geospasial, terdapat 6 (enam) keluaran
yang capaiannya hingga 2024 melebihi target dengan kategori "Sangat
Bai k" ( O 100%), yaitu:

Stasiun Ina -CORS Dibangun;

Stasiun Pasut Permanen Dibangun;

Titik Pantau Geodinamika (TPG) T  erkelola;

Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan;

Peta Batas Negara; dan

Pemetaan Garis Pantai Prioritas.

ohkwnNE

Selanjutnya terdapat 1 (satu) keluaran yang capaiannya masuk dalam

kategor.i 0 Bai k ¢ ,Datg @enteru Indeks Kumalitas hayanan

Data Center . Sementara itu, terdapat 5 (lima) keluaran yang
capaiannya masuk dalam katedckori oKurangté
Tan da Batas Negara;

Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut;

Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat;

Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000; dan

Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000.

aobhownNE

Rincian capaian tersebut dapat dilihat secara lebih rinci dalam Tabel
1.4 berikut :



Tabel 1. 4. Evaluasi Renstra BIG 2020

Program
Pembangunan IG

Target

2020

Capaian ‘ Target

2021

-19-

-2024 berdasarkan Capaian Target RPJMN 2020 -2024 Bidang Informasi

Capaian

Data

Target

Geospasial
Capalan
2022

‘ Capaian ‘ Target

2023

Capaian ‘

Presentase
Capaian
2020-2024

Target 2020- | Capaian 2020-

2024 2024 2024

Target Capaian

116,66%

100,66%

100,22%

109,30%

58,83%

100,55%

41,02%

20,48%

118,59%

9,01%

17,93%

Keterangan:

1 Konversi target 112 Nomor Lembar Peta (NLP) menjadi 424.440 km
2) Keluaran ini tidak dilaksanakan selama periode RPIJMN -2029.

3 1B= Terabyte

99,66%

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Pewarnaan kolom Persentase Capaian Proyeksidlfddarkan pada
Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/ SESMEN/03/2024 tentang
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah da
Kementerian PPN/Bappenas.
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Hambatan pada pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional Tanda Batas
Negara, Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut, dan
Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat disebabkan oleh
perubahan arah kebijakan dan perbedaan dalam metode pengukuran
capaian. Seba gai upaya preventif dalam rangka meningkatkan
capaian -capaian tersebut, BIG perlu meningkatkan koordinasi dengan

K/L yang terlibat dan lebih berperan aktif dalam memberikan
dukungan teknis.

Sementara itu, untuk pencapaian keluaran Data Geospasial Dasar
skala 1:5.000 dan Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000
mengalami sejumlah hambatan signifikan. Pertama, pada masa
pandemi C ovid-19, terjadi refocusing anggaran nasional untuk
penanganan kesehatan dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,
yang berdampak pada tertundanya pendanaan kegiatan. Kedua , upaya
BIG untuk mengusulkan skema pendanaan kontrak tahun jamak tidak
mendapatkan persetujuan, dan seiring deng an terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 11 tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah

Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan
Informasi Geospasial Dasar, maka BIG mendapatkan alternatif
pendanaan penyediaan Data Geospasial Dasar mela lui  skema
KPBUMN. Keputusan penggunaan skema pendanaan ini menyebabkan
Kementerian PPN/Bappenas mempertimbangkan kembali kelanjutan
proses pendanaan melalui PHLN, sementara Kementerian Keuangan
menunda penggunaan Rupiah Murni karena dalam masa transisi
penanganan pandemi  Covid-19. Namun kemudian , implementasi
skema KPBUMN ini menemui beberapa kendala pada rentang waktu

2021 02023. Ketiga, pelaksanaan kegiatan baru dapat dimulai pada
tahun 2024 setelah BIG memperoleh alokasi pendanaan APBN melalui
Rupiah Murn i sebesar Rp 400 Miliar untuk wilayah Pulau Sulawesi.
Meski demikian, proses pelaksanaan di lapangan tetap menghadapi
hambatan teknis, seperti keterbatasan SDM dan perangkat teknologi,

serta kendala administratif berupa keterlambatan penerbitan dokumen
perizinan pesawat dengan izin khusus (  special permit ), yang
mengakibatkan penyelesaian pekerjaan tidak dapat berjalan sesuai
jadwal, hingga selesai lintas waktu APBN pada tahun selanjutnya. Ke
depan, dibutuhkan strategi pendanaan yang lebih adaptif, dukungan
regulasi yang dapat mempercepat proses perizinan, serta proses market
sounding yang lebih baik agar dapat diperoleh pemenang untuk
penyedia pekerjaan yang sesuai kualifikasi dan mampu secara sumber

daya.
Sementara itu untuk k egiatan Pembangunan Sistem Pen yimpanan
Pendukung Satu Data Indonesia pada periode RPJMN 2020 -2024 ,

tidak menjadi keluaran tersendiri. Akan tetapi peningkatan kapasitas
penyimpanan tersebut tetap dilaksanakan oleh BIG dalam mendukung
Prioritas Nasional Layanan  Data Center . Selama pelaks anaan kegiatan
tersebut, kendala yang dihadapi yaitu alokasi sumber dana yang
tersedia, sehingga peningkatan kapasitas penyimpanan ( storage) tidak
optimal. Sampai dengan tahun 2024, kapasitas penyimpanan dalam
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mendukung peningkatan fasilitas penyimpanan da
pengolahan data sebesar 610 TB.

Evaluasi capaian

N menunjang proses

sebagaimana telah disampaikan

dimaksud , menggunakan penentuan kategori capaian
pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor
tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, dari Kementerian PPN/Bappenas. Sementara itu hasil
evaluasi Renstra BIG untuk setiap sasaran strategis (SS) dapat dilihat

dalam Tabel 1.5 dan 1.6 berikut.

pada Tabel 1.4

yang didasarkan

1/JUKLAK/SESMEN/03/2024

Tabel 1. 5. Hasil evaluasi Rencana Strategis BIG 2020

2020

SASARAN/INDIKATOR/
KOMPONEN PENGUKURAN

-2024 untuk Tahun

TAHUN 2020

Realisasi | Capaian

IKSS.5.1

IKSS.5.2

IKSS.5.3

1KSS.5.4

SATUAN
Target

Meningkatnya kontribusi informasi geospasial i kebutuhan pembangunan I dan
Rasio pemenuhan |G terhadap prioritas pembangunan
nasional dan daerah serta kebutuhan masyarakat e £ o LR
Berk gnya inf i geospasial yang tumpang tindih dengan K/L lain
Rasio jumlah tema IGT yang terintegrasi % 99% 99% 100%
R_asio IG,T tn?n'ntegra_si yang digunakan dalam proses % 100% 100% 100%
sinkronisasi KSP nasional
Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG
Indeks kepuasan dan kesadaran masyarakat terhadap Skala likert
produk dan layanan BIG (1-4) e sl AT
Terwujudnya informasi geospasial yang andal dal dukung pembangunan
Indeks
Indeks Keandalan IG (1-10) 9 ai5 105.56%
Ras_l'u peraturan_penvelenggaran IG yang tersedia dan o% 85% 100% 117.65%
terimplementasikan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
Nilai Reformasi Birokrasi BIG Nilai RB 73 70.2 96.16%
Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK Opini BPK 3 1112 37%
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Nllai SAKIP 65 69.15 106.38%
Nilai capaian maturitas SPIP BIG Nilai SPIP 3 3.76 125.33%

Tahun 2020 merupakan masa transisi di mana pada tahun tersebut
Renstra BIG 2020 -2024 masih dalam proses penyusunan, sehingga

target kinerja BIG masih

mengadopsi Renstra 2015

-2019 (periode

sebelumnya ). Pada akhir semester pertama tahun 2020, Kementerian
Keuangan dan Kementerian
Nasional/Bappenas menerbitkan Surat Edaran Bersama terkait

Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penga

melalui

517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020.

Perencanaan

SEB Nomor S -122/MK.2/2020

Penerbitan

dan
Surat

Pembangunan

Nomor B
Edaran

Bersama ini menjadikan struktur penganggaran yang disusun pada
Renstra BIG 2020 -2024 harus mengikuti kaidah RSPP dimaksud.

Selanjutnya str

uktur anggaran BIG pada Renstra BIG 2020 -2024 yang

disusun sesuai kaidah RSPP tersebut, mulai diimplementasikan pada
tahun 2021.

nggaran (RSPP),
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Selanjutnya, pada tahun 2024 BIG melakukan pembaruan target
kinerja dan kerangka pendanaan melalui Keputusan Kepala BIG
Nomor 2.9 Tahun 2024 tentang Pembaruan Target Kinerja dan
Kerangka Pendanaan Badan Informasi Geospasial Tahun 2020 -2024.
Pembaruan tersebut disusun sebagai upaya penyesuaian target kinerja

pada Renstra 2020 -2024 dengan dinamika yang terjadi selama periode

2020 -2024 dimaksud, termasuk di antaranya pandemi Covid -19 yang
menyebabkan terjadinya refocusing anggaran untuk mengatasi
pandemi.

Tabel 1. 6. Hasil evaluasi Rencana Strategis BIG 2020 -2024 untuk Tahun
2021 -2024

SASARAN/INDIKATOR/
KOMPONEN PENGUKURAN

Target |Realisasi | Capaian | Target

55.1 Meningkatnya | dioan IGD yang berkualitas dan siap pakai sesuai kek
Persentase (%) ketersediaan IGD yang berkualitas dan siap

1k55.1.1 | pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai % 19.51% | 21.10% | 108.15% | 21.31% | 28.44% | 133.46%| 41% | 41.59% | 101.44%| 47% | 4547% | 96,74%
kebutuhan pembangunan nasional

lkss. 2 || Pertumbuhan pengguna IGD untuk memenuhi kebutuhan 0075% | 1083% | 13036% | 7% | 25523 | 36a57% )| 7% | 4002% | 120%
pembangunan nasional

5.2 Meningkatnya | diaan IGT yang berkualitas sesuai keb

Persentase (%) ketersediaan IGT yang berkualitas sesuai
IKS5.2.1 kebutuhan pembangunan nasional % 51.25% | 51.25% | 100% | 73.79% | 74.16% | 100.50% | 83% 86.50% | 104.22% | 83% 84,15% | 101,39%

Persentase (%) IGT strategis yang
IKSS.2.2 | 4o nfaatkan oleh KiL/P % 63.10% | 68.45% | 108.48% | 86% 86% 100% 95% | 95,25% | 100,26%
Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah
1KS5.2.3 memanfaatkan G untuk penyusunan Rencana Tata Ruang % 21.31% | 21.81% | 102.35%| 31% 31% 100% 43% 44,98% | 104,60%
55.3 T ly IG yang berkualitas untuk duk k di akses dan p f inf i geospasial N

1K55.3.1 | Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas (Likfa 6.95 7.62 836 | 109.71%| 84 8.87 | 105.60%| 89 9,38 | 105,39%

25 | 105.76%

$5.4 Terwujudnya birakrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya

§5.4.1 | Nilai Reformasi Birokrasi BIG | Nilai RB | 75 | 722 |96.27%| 76 | 74.02 97.39%' 75.02 | 75.96 |1Gl.25%| 77 | 76,93 | 99.91%

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis (SS) 1 oM

ketersediaan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan siap

pakai sesuai kebutuhan pembuBuncapaareSs nasi on

dimaksud melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS),

yakni:

a. |l KSS 1.1 oOoOPersentase (%) ketersediaan |
yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah
Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional 0 [ deng
realisasi di 2024 sebesar 45,47% dari target 47%]. Ketersediaan
Informasi Geospasial Dasar yang dimaksud meliputi ketersediaan
SRGI dan peta dasar yang berkualitas dan siap pakai. Hingga akhir
periode Renstra, persentase ketersediaan SRGI sebesar 82,17%.

Sedangkan persentase ketersediaan peta dasar sebesar 33,23%.

b. IKSS 1. 2 o0Persentase ( %) pertumbuhan pen
me menuhi kebutuhan pembangunan nasi ona
2024 pada IKSS 1.2 sebesar 40,92% dari target 7%]. Persentase
pertumbuhan penggunaan IGD vyang dimaksud adalah
pertumbuhan penggunaan SRGI secara nasional dan pertumbuhan
penggunaan peta dasar secara nasional. Hingga akhir periode
Renstra, persentase pertumbuhan penggunaan SRGI yang
berkualitas untuk pembangunan nasi onal sebesar 21,59%.
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Sedangkan persentase pertumbuhan penggunaan peta dasar
sebesar 60,26%.

Selanjutnya, d alam rangka mencapai Sasaran Strategis (SS) 2

OMeni ngkatnya ketersediaan I GT yang b
kebut uhan nadslakukan@dng ukur an capaian melalui 3 (tiga)

IKSS, yaitu :

a. | KSS 2.1 oPersentase (%) ketersediaan |

kebutuhan pembangunan nasional o6 [reali:
IKSS 2.1 sebesar 84,15% dari target 83%]. Ketersediaan IGT yang

dimaksud adalah Ketersediaa n Tema IGT yang dibina dan

Ketersediaan Cakupan Wilayah IGT Strategis. Hingga akhir periode

renstra, capaian Ketersediaan Tema IGT yang dibina sebesar 77,8%

dan Ketersediaan Cakupan Wilayah IGT Strategis sebesar 90,5%.

b. 1 KSS 2.2 0Per sent as e yafgWimanfaaikan okhh r at egi
K/I'L/ P6 [realisasi di tahun 2024 pada | K
target 95%]. IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P yang
dimaksud adalah jumlah IGT Strategis yang diselenggarakan BIG

mulai tahun 2020 dan telah dimanfaatkan ol eh stakeholder . IGT
Strategis yang diselenggarakan BIG dibagi ke dalam 2 (dua)
kelompok yaitu IGT Strategis yang diselenggarakan oleh DISIGT 16

dengan capaian hingga akhir periode renstra sebesar 90,5% dan
Pemanfaatan IGT Strategis yang diselenggarakan oleh DAPIG 17
dengan capaian sebesar 100%.

c. | KSS 2.3 oPersentase (%) jumlah Pemer.
memanf aat kan I G unt uk penyusunan Renc
[realisasi di tahun 2024 pada IKSS 2.3 sebesar 44,98% dari target
43%]. Pemerintah D aerah yang dimaksud adalah Kabupaten/Kota
yang difasilitasi dan dibina dalam penyusunan IGT Kemampuan
Lahan dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan IGD.

Ada pun persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dibina
dalam penyusunan IGT Kemampuan Lahan sebesar 28,59% dan
persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan 1IGD
sebesar 61,36%.

Ada pun untuk mencapai SS 3 o0Terselenggaranya inf
informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung

ketersediaan, akses, dan pemanfaatan inf ormasi geospasial

nasi onpehedtuan realisasinya  ditetapkan melalui 1 (satu) IKSS,

yakni | KSS 3.1 ol ndeks I nfrastruktur I
berkualitasdé [realisasi tahun 2024 untuk

dari target 8,9 (berupa indeks)]. Rea lisasi IKSS 3.1 ditentukan melalui
peningkatan penyediaan dan optimalisasi infrastruktur geospasial
dengan penguatan dukungan kebijakan, standar, teknologi,
kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM). Ketercapaian sasaran
strategis ini diukur dengan menggu nakan Indeks Infrastruktur

16 Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik
17 Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial
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Informasi Geospasial yang Berkualitas, yang tersusun dari 2 (dua)
indikator. Indikator pertama yaitu Indeks Kualitas Dukungan
Kebijakan, Kelembagaan, Standar, dan SDM Informasi Geospasial
dengan indeks sebesar 8,98 . Indikator ke dua yaitu Indeks Kualitas
Layanan Teknologi untuk Mendukung Pengelolaan, Penyebarluasan,

dan Pemanfaatan Informasi Geospasial dengan indeks sebesar 9,78.

Berikutnya dalam rangka mencapai SS 4 oO0Terwujudnya
yang bersi h, ef ekt i fditedtakan rdalsasipya meiabiy a 6 ,
1 (satu) |1 KSS, yakni | KSS 4.1 ONil ai

untuk tahun 2024, realisasi untuk IKSS 4.1 sebesar 76,93 dari target
77 (berupa Nilai RB)]. Realisasi IKSS 4.1 diukur melalui indikator
kinerja Nilai Ref ormasi Birokrasi (RB) BIG. Ada pun RB BIG diukur
melalui 2 (dua) dimensi yaitu RB General dengan nilai RB General
Penyesuaian sebesar 75,98; serta RB Tematik dengan nilai 0,95.

Sementaraitu, BIG juga telah melaksanakan Kebijakan Satu Peta (KSP)
sebagai upaya menyediakan peta yang memiliki Satu Standar, Satu
Referensi, Satu Basis Data, dan Satu Geoportal guna mendukung
percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. KSP merupakan
inisiatif pemerin  tah yang bertujuan menyelaraskan, mengintegrasikan,
dan menyinkronkan data geospasial dari berbagai sektor ke dalam satu
referensi peta yang akurat dan seragam. Kebijakan ini diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peratu ran Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala
1:50.000. Dalam pelaksanaannya, Kepala BIG tidak hanya berperan
sebagai anggota Tim Percepatan KSP bersama 14 K/L lainnya, tetapi
juga men jabat sebagai Ketua Tim Pelaksana KSP.

Pelaksanaan KSP dilakukan melalui penetapan Rencana Aksi dan
terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi,

serta Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui JIGN. BIG telah
melaksanakan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Per ekonomian Nomor 3 Tahun 2024 18 | yang
melibatkan 151 peta tematik, 23 kementerian/lembaga, dan 38
provinsi. Peta tematik yang termuat dalam kerangka KSP mencakup
perwujudan dan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT)
status, perencanaan ruang, serta potensi. Hingga saat ini, 151 peta
tematik telah berhasil dikompilasi, 150 peta tematik telah terintegrasi,

dan 145 peta tematik telah dipublikasikan.

18 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dimana pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2) disampaikan terkait perubahan atas rencana
aksi percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden
Nomor 23 Tahun 2021.

bir

Ref o
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Sebagai tindak lanjut tahapan kompilasi dan integrasi, serta untuk
mengidentifikasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang,
maka dilakukan tahapan sinkronisasi dengan menumpangtindihkan

IGT dari kelompok stat us dan perencanaan ruang. Tahapan
sinkronisasi dilakukan oleh Satuan Tugas 2 KSP yang berkedudukan

di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Melalui tahapan ini
KSP berhasil menurunkan tumpang tindih pemanfaatan ruang dari
77,3 juta hektar atau 40,6% (dari luas total daratan nasional) menjadi

57,4 juta hektar atau 30,1% dalam kurun waktu 2019 -2024.
Penurunan tumpang tindih ini merupakan implikasi dari perubahan
regulasi dan kebijakan, seperti Undang -Undang Cipta Kerja 19 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 20, serta permutakhiran
peta tematik berbagai sektor yang digunakan dalam tahapan
sinkronisasi.

KSP mempunyai manfaat yang luas dalam berbagai sektor, di
antaranya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional
berbasis spasial. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000
mempunyai keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2021 tentang Penyele saian Ketidaksesuaian Tata Ruang,
Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah. Berdasarkan
identifikasi dan penyelesaian konflik tumpang tindih lahan, hingga

saat ini telah teridentifikasi (1) PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah,

Tata Ruang, dan Kawasan Hut an seluas 43,5 juta hektar, (2) PITTI
Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan
seluas 4,7 juta hektar, (3) PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan
dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah 21 seluas 1,3 juta
hektar, dan (4) PITT | Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah,
dan Hak Pengelolaan seluas 25,3 juta hektar. Kebijakan pembangunan
nasional lain yang memanfaatkan peta tematik KSP adalah terkait
pemberian perizinan pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang selaras dengan Rencana Tata Ruang
(RTR). Penyusunan RTR, khususnya Rencana De tail Tata Ruang
(RDTR), memerlukan peta dasar skala besar 1:5.000 yang telah
direkomendasikan dan disetujui oleh BIG. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Pasal 12, dinyatakan bahwa IGT
wajib mengacu pada IGD. Apabila IGD termutakhir tela h tersedia,
penyelenggara IGT wajib menyelaraskan IGT yang menjadi tanggung
jawabnya dengan IGD tersebut. Namun jika IGD belum tersedia,
penyelenggara IGT dapat a) menggunakan IGD yang paling sesuai yang
pernah dibuat untuk kepentingan sendiri; atau b) bek erja sama dengan

19 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 202 0 tentang Cipta Kerja Pasal 17 angka 2 yang mengubah
ketentuan Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (8) tentang penataan ruang.

20 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang,
Kawasan Hutan, Izin dan/a  tau Hak Atas Tanah.

21 Pada saat penyusunan (dokumen ini), hanya Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah lengkap
memiliki data Izin Lokasi, l1zin Usaha Perkebunan, dan Hak Guna Usaha.
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BIG dalam membuat IGD untuk kepentingan sendiri, dengan
mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh BIG.

Selanjutnya untuk mendukung implementasi kebijakan Satu Data
Indonesia (SDI), BIG di antaranya telah mengeluarkan P eraturan
Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Informasi Geospasial serta Peraturan Badan
Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Manajemen
Kualitas Informasi Geospasial pada BIG . Hingga saat ini sudah
dir umuskan 104 standar di bidang informasi geospasial, yang diikuti
dengan pemberlakuan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI)
untuk metadata geospasial yang meliputi SNI profil metadata spasial
Indonesia 22, SNI untuk ekstensi akuisisi dan pemrosesan 23 SNI untuk
skema implementasi XML ( extensible markup language ), dan SNI
tentang kualitas data, yang kesemuanya diatur dalam Peraturan BIG
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib. Berbagai aturan turunan
tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan dan panduan dalam
pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data, serta perlindungan
privasi dan keamanan data. Implementasi kebijakan SDI juga
membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem teknolog I yang
memadai, seperti sistem basis data terpusat, standar data yang
seragam, interoperabilitas data, dan sistem keamanan yang kuat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi

Hasil simulasi menunjukkan perkiraan potensi pendapatan ekonomi

dari layanan peta dasar (basemap services ) serta layanan analisis
geospasial dan konsultasi adalah kurang lebih Rp 600 miliar atau
setara dengan US$ 45 juta per tahun. Nilai tersebut merupakan nilai
perkiraan awal dari pendapatan ekonomi yang dapat diperoleh
berdasarkan analisis  yang dilakukan oleh BIG, yang diidentifikasi dari
beberapa sektor yang berpotensi sebagai target pasar dalam
komersialisasi basemap service , di antaranya 24 a) peta dasar untuk
kebutuhan navigasi serta kostumisasi dan analisis; dan b) layanan
komersial berb asis gaya hidup.

Sementara itu pendapatan ekonomi yang dapat diperoleh oleh penyedia
layanan peta dasar diyakini jauh lebih besar dari nilai tersebut,
mengingat analisis yang dilakukan hanya mencakup sebagian
penggunaan informasi geospasial di masyarakat. Di sisi lain, Ordnance
Survey International dalam paparannya 2> pada rapat bersama
Kementerian PPN/BAPPENAS dan BIG menyatakan bahwa perkiraan

22
23

24

25

SNI 8843 -1: 2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia.

SNI ISO 19115 -2:2019 tentang Informasi Geografis -Metadata: Ekstensi untuk akuisisi dan
pemrosesan.

Keputusan Kepala BIG Nomor 110.1 Tahun 2024 tentang Strategi Percepatan Penyediaan Peta
Dasar Skala Besar Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024 -2029, Lampiran .

Ibid .
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manfaat data geospasial dapat menghasilkan US$ 2,9 -5,5 miliar setiap
tahun atau sekitar Rp 42 - 79 triliun per  tahun. Nilai ekonomi tersebut
diperkirakan hasil dari 5 (lima) sektor, yaitu infrastruktur dan
konstruksi, properti dan tanah, penjualan dan pasar, mobilitas, serta
sumber daya alam.

Pola peningkatan pemanfaatan informasi geospasial di berbagai sektor

akan berkorelasi positif dengan peningkatan nilai ekonomi informasi
geospasial. Hal ini tercermin baik dari pendapatan ekonomi ( economic
revenue) dengan tumbuhnya industri informasi geospasial di sektor

hilir maupun dalam bentuk multiplier effect dalam aktiv itas ekonomi di
berbagai bidang (misalnya dengan cost saving dan pengambilan
keputusan yang lebih tepat), terwujudnya efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat lainnya.

Tiga bidang fokus strategis teratas bagi para eksekutif Indonesia dalam
pemanfaatan informasi geospasial:

Meningkatk kualitas produk/layanan

Mendorong efisiensi operasional 49%
I Meningkatkan pengalaman pengguna 45%

Gambar 1.9. Manfaat Penerapan Informasi Geospasial di Dunia Usaha
[Sumber:Oxford Economics and Google Maps Platfo2023]

Hasil studi terbaru lainnya yang dilaksanakan oleh Oxford Economics
dan Google Maps Plattorm di Indonesia pada tahun 2023 26
menunjukkan bahwa layanan geospasial dapat mendukung tujuan

bisnis, terutama untuk para eksekutif yang sudah meraih peluang di
Indonesia. Layanan dan teknologi geospasial sangat menunjang baik

untuk tujuan internal (operasional) maupun dalam rangka
mengan tisipasi (kebutuhan) pelanggan (Gambar 1. 9).

Para eksekutif pada berbagai entitas (bisnis) di Indonesia mengakui
bahwa layanan geospasial juga memberikan keuntungan bisnis yang
bersifat non -finansial 27. Lebih dari setengah responden setuju atas
peningkat an akuisisi pelanggan (56%), serta sekitar setengahnya
mengakui adanya peningkatan visibilitas perilaku pelanggan (50%) dan
efisiensi operasional (49%). Besaran manfaat bervariasi, namun rata -
rata responden Indonesia menerima manfaat atas penerapan informa Si

26

27

Oxford Economics and Google Maps Platform  (2023). Mapping Geospatial Value: How Indonesian
organizations use geospatial services

Yang dimaksud keuntungan bisnis yang bersifat non -finansial adalah keuntungan bisnis yang tidak
terkait langsung dengan profit keuangan, misalnya terkait perilaku pelanggan.
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geospasial. Layanan geospasial telah memberikan peningkatan
kapasitas produktif setidaknya sebesar 10%.

Saat ini perkembangan informasi geospasial sudah berada di Era
Industri 4.0 menuju Era Industri 5.0 28, Era Industri 4.0 di bidang
informasi geospasial saat ini berfokus pada cyber physical systems , di
mana dalam pengembangannya banyak berperan dalam mengubah
ekosistem pengguna jasa dan produk informasi geospasial termasuk

industri, serta sikap dan perilaku masyarakat baik secara nasional
maupun global. Terdapat 9 (sembilan ) kelompok teknologi yang
berkembang dalam Industri 4.0 vyaitu big data and analysis ,

autonomous robots , simulations , augmented reality , horizontal and
vertical software integration , indust rial internet , cyber security , cloud
serta additive manufacturing

United Nations dGlobal Geospatial Information Management (UN-GGIM)
dalam beberapa studi dan forum internasional menyatakan bahwa

dinamika informasi geospasial saat ini sangat dipengaruhi o leh
perkembangan advanced sensor technologies , drones, space and
satellite developments including micro, nano and cube satellites , serta

perkembangan sistem cerdas ( smart system ) dan kecerdasan buatan
(artificial intelligence ). Di samping itu selaras dengan perkembangan
smart city , teknologi spatial digital twin  (SDT) juga berkembang dengan
pesat bersama dengan geospatial -building information modeling
(GeoBIM) 20 .| Selain location intelligence (LI), secara umum
perkembangan tekn ologi dan aplikasi geospasial terkini khususnya di
wilayah Asia -Pasific mencakup Smartcity (termasuk 3D building and
digital twin ), digital and 3D cadastral and tax revenue management :
infrastructure monitoring (internet of things/1oT, artificial intellige nce/Al ,
dan mahadata/ bigdata ), penanggulangan bencana, serta perhitungan

dan pemantauan stok karbon ( carbon stock ).

Salah satu perkembangan teknologi yang paling menonjol adalah Al,

yang dalam bidang informasi geospasial disebut dengan teknologi
geospatial -artificial intelligence (GeoAl). GeoAl merupakan integrasi
antara aspek keruangan (geografi/geospasial) dan artific ial intelligence
yang bertujuan untuk melakukan proses knowledge discovery atau
data mining pada data geospasial untuk mendapatkan pola, informasi,

dan pengetahuan baru. Pemanfaatan GeoAl dapat membantu
pemangku kepentingan seperti regulator, pemerintah, h ingga pelaku
industri untuk proses perencanaan pembangunan, perumusan

28 Siagian, HFAS. (2023). Mengenal Revolusi Industri 5.0. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan.Diakses pada 2 Desember 2024 dari
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl -lahat/baca -artikel/16023/Mengenal -Revolusi -Industri -
50.html ; Makka, SA. (2023). Mengenal Revolusi Industri 5.0: Awal Mula, Manfaat dan
Perbedaannya. Detik.com -detik.edu. Diakdes pada 19 Mei 2025 dari https://www.detik.com/edu/

detikpedia/d -6743894/mengenal -revolusi -industri -5-0-awal -mula -manfaat -dan -perbedaannya ;
Universitas Airlangga. (2024). Industri 5.0: Merangkul Kolaborasi Manusia -Mesin. Diakses pada 20
Mei 2025 dari  https://unair.ac.id/industri -5-0-merangkul -kolaborasi -manusia -mesin/ .

29 World Geospatial Industry Council  (WGIC). (2022). Spatial Digital Twins: Global Status,
Opportunities, and the Way Forward



https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html
https://www.detik.com/edu/%20detikpedia/d-6743894/mengenal-revolusi-industri-5-0-awal-mula-manfaat-dan-perbedaannya
https://www.detik.com/edu/%20detikpedia/d-6743894/mengenal-revolusi-industri-5-0-awal-mula-manfaat-dan-perbedaannya
https://unair.ac.id/industri-5-0-merangkul-kolaborasi-manusia-mesin/
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kebijakan, hingga pengambilan keputusan. GeoAl saat ini terus
dimanfaatkan oleh para praktisi industri untuk mendukung program

Making Indonesia 4.0 30, terutama dalam hal memetakan lokasi atau

wilayah daerah melalui terobosan solusi berbasis data lokasi dan

kecerdasan buatan yang dikombinasikan dengan machine learning

(ML) dan deep learning (DL).

Implementasi GeoAl di Indonesia mencakup antara lain a) Pemetaan
kawasan permukiman secara akurat dan efisien pada proyek

pengembangan pusat kota Jakarta Smart City ; b) Monitoring kasus
gempa bumi di Jawa Barat untuk menentukan titik -titik lokasi skala
prioritas pemberian bantuan langsung oleh K ementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); serta c) Pemetaan lahan

pertanian dan identifikasi daerah potensial untuk pengembangan
pertanian dalam program Pengembangan Pertanian Berkelanjutan
Berbasis Agribisnis dan Teknologi ( SMART Agriculture ) yang didukung
oleh BRIN.

Permasalahan

Dari gambaran kondisi saat ini serta hasil evaluasi atas Renstra BIG
2020 -2024 (Tabel 1.6), masalah utama dalam penyelenggaraan
informasi geospasial di Indonesia adalah masih minimnya ketersediaan

IGD khususnya untuk peta dasar pada skala besar. Hal ini
menyebabkan kesenjangan signifikan terhadap tingginya kebutuhan
peta dasar skala besar di berbagai sektor serta menghambat
pemanfaatan informasi geospasial secara lebih luas di kalangan
pengguna. Perkembangan kebutuhan informasi geospasial di Indonesia

dewasa ini menekankan pada pentingnya percepatan penyediaan peta

dasar skala besar sebagai infrastruktur data utama. Peta dasar
kemudian dapat dijadikan sebagai acuan bagi institusi atau organisasi

lain untuk membuat peta tematik sesuai kebutuhan masing -masing.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi BIG untuk mewujudkan
ketersediaan peta dasar skala besar baik untuk wilayah darat maupun
wilayah laut dan pantai, yang juga perlu diperkuat dengan upaya
pemutakhiran/pembaruan peta dasar pada skala kecil dan menengah.

Hal ini memperkuat pula pernyataan masalah serupa yang
mengemukakan tentang belum tuntasnya ekosistem lunak
pengembangan wilayah 31, di antaranya peta dasar dan informasi
geospasial 32, Pada kondisi business as usual , penyediaan peta dasar
skala besar (secara konvensional) untuk seluruh Indonesia

30

31

32

Making Indonesia 4.0 merupakan program pemerintah dalam menyiapkan Indonesia untuk
menghadapi era industri digital 4.0 yang diperkuat dengan percepatan transformasi digital terutama
di bidang industri, yang di antaranya ditempuh dengan menerapkan teknologi berbasis robotika

dan kecerdas an buatan atau  Atrtificial intelligence  (Al).

mengacu pada basis data dan/atau informasi untuk pengaturan dan pengelolaan dalam rangka
upaya pengembangan wilayah lebih lanjut.

Bappenas. (2023). Paparan atas draft Rancangan Teknokratik RPIMN Tahun 2025 fi 2029 - Agenda

Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan
Bencana.
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diperkirakan baru dapat terpenuhi setelah 136 tahun dengan
perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 41,8 trilliun.  Oleh karena
itu diperlukan suatu terobosan dan strategi dalam mempercepat
pemenuhan kebutuhan IGD, khususnya peta dasar skala besar dalam

kurun waktu 20257 2029 .

RPJPN Tahun 2025/ 2045 menyat akan bahwa oO0Ketersedi
dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial saat ini masih

menjadi permasalahan utama. Secara fundamental, data dan informasi

geospasial dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pengembangan

kewilayahan. Ketersed iaan data informasi geospasial terutama pada

data geospasial dasar skala besar, masih belum merata untuk seluruh

wilayah Indonesia. Data geospasial yang sudah tersedia juga masih

sulit diakses karena Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

yang belum sepenuhnya berfungsi sesuai tata kelola yang diharapkan.

Pada tingkat daerah, pemerintah daerah masih belum dapat

merencanakan dan menyediakan peta daerahnya sendiri, sedangkan

data yang tersedia di tingkat pusat belum seluruhnya sesuai dengan

kebutuhan d an kondisi di daerah. Hal tersebut terutama disebabkan

oleh rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang

i nformasi geospasial baik di ®ingkat pusa

Dalam proses penyusunan Renstra BIG 20251 2029, telah disusun

sejumlah permasal ahan/isu dalam daftar panjang ( longlist ) dan

selanjutnya dipertajam menjadi daftar pendek ( shortlist ) isu. Daftar

permasalahan/isu dimaksud terbagi dalam 5 (lima) klaster/kelompok

isu terkait penyelenggaraan informasi geospasial. Pengelompokkan isu

utama ini diselaraskan pula dengan isu strategis bidang informasi

geospasial dalam RPJPN Tahun 2025 fi 2045 , yaitu mencakup:

a. Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar, khususnya Peta Dasar
Skala Besar yang Masih rendah;

b. Akses terhadap Data/Informasi Geosp asial Masih Terbatas;

c. Pemanfaatan Informasi Geospasial Belum Optimal;

d. Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial Masih Belum
Sesuai Harapan; dan

e. Ketersediaan dan Kapasitas SDM di bidang Informasi Geospasial
Belum Memadai baik di ~ Tingkat Pusat maupun  Daerah.

Tabel 1. 7. Isu Strategis pada Renstra BIG 2025 fi 2029

Isu Strategis Renstra BIG 2025 i 2029

Ketersediaan a. Ketersediaan peta dasar skala  besar baik untuk wilayah darat
Informasi Geospasial maupun wilayah laut dan pantai masih kurang dari 3%;
Dasar, khususnya b. Peta dasar skala kecil dan menengah sudah tersedia, namun
Peta Dasar Skala sebagian besar belum termutakhir;
Besar yang c. Integrasi antara peta dasar wilayah darat dengan peta dasar
Masih Rendah wilayah laut dan pantai belum tersedia.

33 Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025 A 2045, Lampiran halaman 140 -141.
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Isu Strategis Renstra BIG 2025 i 2029

a. Kualitas JIGN termasuk konektivitas jaringan belum
memadai dan merata untuk seluruh Indonesia;
b. Kelembagaan pengelola simpul jaringan di daerah masih

Akses atas perlu diperkuat dan  dikoordinasikan dengan instansi terkait
Data/Informasi baik di pusat maupun di daerabh;
Geospasial c. Simpul jaringan yang dibina oleh BIG belum mampu
Masih Terbatas melakukan pertukaran data yang signifikan antar simpul

jaringan yang telah terkoneksi, serta masih terdapat simpul
jaringan yang belum terkoneksi dengan baik;

d. Portal geospasial dan berbagai aplikasi geospasial terkait
banyak yang belum terintegrasi.

a. Data yang tersedia di tingkat pusat belum seluruhnya sesuai
dengan kebutuhan dan  kondisi di daerabh;

b. Masih banyak terdapat peta tematik yang dibuat oleh K/L/P,
yang belum mengacu kepada peta dasar;

c. Pemenuhan kualitas data dari K/L mengalami kendala antara
lain karena belum tersedianya metadata dan struktur data,
sehingga diperlukan do rongan kepada K/L untuk dapat
memenuhi target integrasi pada IGT yang menjadi tanggung

Pemanfaatan R [ . . . -
: d. Pemanfaatan data dan informasi geospasial masih dianggap
Informasi . .
. belum efektif dan efisien oleh beberapa stakeholders ,
Geospasial Belum . . .
Optimal sehingga beberap_a kebijakan tumpang tln_dlh,

e. Banyak pemerintah daerah masih  belum  dapat
merencanakan dan menyediakan petanya sendiri;

f. IGT dari K/L/P yang menghasilkan/menyelenggarakan IGT
masih dimanfaatkan secara parsial/sektoral oleh instansi
pembuatnya;

Kolaborasi dan  pengembangan hilirisasi  dalam
pemanfaatan informasi geospasial belum terlaksana secara
optimal, inisiasi yang ada masih terbatas dan belum
berkelanjutan.

a. Grand Design atau RencanalInduk Penyelenggaraan Informasi
Geospasial, yang dilengkapi dengan Rencana Aksi terkait

Tata Kelola untuk kurun waktu 25 tahun mendatang belum tersedia;
Penyelenggaraan b. Kelembagaan penyelenggaraan informasi geospasial di daerah
Informasi Geospasial masih belum optimal, beberapa daerah memerlukan struktur
Masih Belum Sesuai kelem bagaan yang lebih pasti;
Harapan g. Regulasi terkait penyelenggaraan informasi geospasial sudah

cukup banyak, namun masih belum optitmal dalam
sosialisasi dan implementasinya.

a. Jumlah dan distribusi SDM bidang Informasi Geospasial,
khususnya Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan masih
minim dan tidak merata baik di tingkat pusat maupun
daerah;

b. Kualitas SDM bidang Informasi Geospasial masih terbatas
dan memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi
secara rutin;

c. Mekanisme rotasi dan mutasi SDM khususnya di daerah
menyebabkan berubahnya peruntukan SDM Informasi
Geospasial yang sudah dibina, serta menimbulkan
ketidakpastian dalam penyelenggaraan informas i geospasial
di daerah;

Ketersediaan dan
Kapasitas SDM
Bidang Informasi
Geospasial Belum
Memadai baik
di Tingkat Pusat
maupun Daerah
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Isu Strategis Renstra BIG 2025 i 2029

c. Standar kompetensi SDM bidang Informasi Geospasial belum
menyesuaikan dengan perkembangan yang ada serta
kebutuhan yang mendesak di sektor pembangunan lainnya.

Sumber: hasil pengolahan data dan analisis pada tahun 2024, yang
selanjutnya disempurnakan pada 2025.

Daftar isu tersebut dikompilasi dari berbagai sumber, yakni 1) Iterasi
permasalahan atau isu dari berbagai dokumen kebijakan,
perencanaan, laporan kinerja, evaluasi, dan kajian strategis terkait
bidang informas i geospasial, khususnya oleh BIG; 2) Hasil penjaringan
aspirasi (daerah) melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
Penyelenggaraan Informasi Geospasial serta Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Bidang Informasi Geospasial; dan 3) Tambahan baik dari
hasil rangkaian diskusi, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), maupun
indepth interview

Marwrsprds on ruieretis Dras ed e
Crpspssad yang ol ti iriegratid jden a
Recoe ananes © S
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Gambar 1.10 . Penjaringan Aspirasi dalam Rapat Koordinasi.

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Regional telah
dilaksanakan untuk wilayah regional Sumatera, Jawa -Bali, Nusa
Tenggara, Kalimantan, Papua -Maluku, dan Sulawesi. Rapat ini
sekaligus menjadi sarana uji petik untuk memperoleh gambaran,
kondisi, dan masukan atas penyelenggaraan informasi geospasial di
daerah. Hasil penting rapat koordinasi tersebut mengangkat beberapa
aspirasi pemerintah daerah, di antaranya terkait belum optimalnya

fungsi (kelembagaan) simpul jaringan dan/atau pengelola informasi
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geospasial di tingkat daerah, kendala teknis terkait ke terbatasan akses
dan konektivitas untuk memperoleh informasi geospasial yang
dibutuhkan, masih lemahnya koordinasi antara unit/satuan kerja di

tingkat daerah yang ditunjuk untuk mengelola informasi geospasial,

serta sangat minimnya SDM yang menguasai penge tahuan dan
teknologi informasi geospasial di daerah.

Di sisi lain, kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam
penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial, serta masih
terbatasnya penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial
khusus nya di tingkat daerah perlu memperoleh perhatian dan
penanganan yang lebih akseleratif. Hal ini menjadi cukup krusial
mengingat sebagian besar kendala dalam penyelenggaraan informasi
geospasial nasional berada di level daerah, sehingga diperlukan pola
pemb inaan dan penguatan JIGN yang lebih terfokus dan sesuai dengan

tata kelola yang baik dan mendukung terwujudnya transformasi dan
kolaborasi dalam penyelenggaraan informasi geospasial.

Permasalahan lainnya adalah tumpang tindih antar IGT 34 dan
perizinan yang mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat dan
berdampak pula terhadap laju perekonomian di daerah seperti
pelaksanaan investasi dan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut

antara lain disebabkan IGT di masing -masing K/L/P yang belum
terstandar dengan format dan struktur yang seragam, di samping

adany a tumpang tindih poligon atau delineasi wilayah peruntukan dan
masalah tumpang tindih lainnya. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor
23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
pada Skala 1:50.000 merupakan komitmen pemerintah dalam
melanjutkan KSP. Percepatan Pelaksanaan KSP dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan satu peta yang mengacu pada satu referensi
geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
Pelaksanaan K SP diperkuat pula dengan diterbitkannya Keputusan
Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses untuk
Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi
Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta, se rta Peraturan Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai

Data dan Informasi Geospasial Kebijakan Satu Peta.

IGT pada KSP dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebijakan dan
penyelesaian isu strategis baik sekt oral atau lintas sektoral serta
memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi.
Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan IGT pada KSP dalam
pemberian perizinan pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencan a pembangunan
nasional dan pemanfaatan ruang eksisting.

34 Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan
DPD dalam Rangka HUT ke -78 Proklamas i Kemerdekaan Republik Indonesia.
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KSP di Indonesia bertujuan untuk menciptakan basis data geospasial
yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Namun , Implementasi
KSP di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan sehingga
menghamba t pencapaian tujuan KSP secara keseluruhan. Tantangan
yang dihadapi KSP tersebut di antaranya banyak dikaitkan dengan
pengembangan infrastruktur teknologi seperti: a) Ketidakseragaman
Data, di mana data geospasial yang berasal dari berbagai instansi
pemeri ntah sering kali memiliki format, skala, dan kualitas yang
berbeda -beda, sehingga menyulitkan integrasi data dan memerlukan
proses standardisasi yang rumit; b) Keterbatasan Infrastruktur
Teknologi, di mana meskipun ada kemajuan dalam pengembangan
infrastru ktur teknologi (khususnya teknologi informasi) di Indonesia,
masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap
teknologi digital, sehingga menghambat adopsi dan integrasi teknologi
untuk pengelolaan data geospasial; dan c) Keberagaman Perangk at
Lunak dan Platftorm, di mana perbedaan yang banyak terjadi
antarinstansi pemerintah dapat menghambat harmonisasi sistem
teknologi yang diperlukan untuk menciptakan basis data geospasial
yang terintegrasi dan konsisten. Tantangan pengembangan
infrastruktur teknologi dalam implementasi KSP tersebut juga
menghadapi tantangan lain yang umum terjadi di sektor
telekomunikasi, yakni belum terpenuhinya kebutuhan jaringan
berbagi pakai yang memadai.

Disadari pula bahwa akses terhadap informasi geospas ial oleh
pengguna - khususnya masyarakat luas - juga masih terbatas. Hal ini
disebabkan antara lain oleh keterbatasan jaringan konektivitas dan
infrastruktur teknologi - khususnya di daerah, sehingga pemanfaatan
informasi geospasial belum optimal. Selain i tu simpul jaringan atau
JIGN belum optimal fungsinya, belum mencapai kualitas yang
diharapkan, dan belum merata untuk seluruh Indonesia (seperti dapat

dilihat sebelumnya pada  status simpul jaringan (JIGN) di Indonesia
dalam G ambar 1.6. Status simpul jaring an di tingkat provinsi dan 1.7
Status simpul jaringan di tingkat kabupaten/kota). Demikian halnya
dengan SDM bidang informasi geospasial yang masih terbatas baik
kuantitas maupun kapasitasnya, serta belum terdistribusi secara
merata khususnya di tingkat da erah. Berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan informasi geospasial tersebut menjadi hambatan
dalam pembangunan yang harus diperhitungkan dan diupayakan
penyelesaiannya melalui pelaksanaan Rencana Strategis BIG 2025 fi
2029.

Berdasarkan berbagai uraian a tas potensi dan permasalahan pada
penjelasan sebelumnya, yang dilengkapi dengan bahasan atas
tantangan di beberapa aspek, dapat dirumuskan pendalaman lebih

lanjut terhadap faktor -faktor lingkungan strategis yang mencakup
kondisi internal dan eksternal yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam penyusunan Renstra BIG 2025 i 2029.
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Selanjutnya pendalaman ini dapat dilengkapi dalam bentuk skema

analisis SWOT ( Strength s, Weakne
dapat dilihat pada Gambar 1.11.

* Indonesia sudah cukup lama memiliki badan yang
manangani penyelenggaraan informasi geospasial
+ Regulasi penyelenggaraan informasi geospasial
sudah cukup tersedia

+ Potensi pemanfaatan informasi geospasial di
Indonesia yang sedemikian besar [sekitar Rp 600
miliar per tahu dari basemap service dan Rp 42:79
triliun per tahun dari 5 sektor]

+ Perkembangan teknologi geospasial sangat pesat
(digital twin, GeoAl, Geo-3D technology, dll)

S3ILINNLYOddO

Gambar 1. 11. Skema SWOT dalam penyusunan

ss es, Opportunit ies, Threat s) seperti

Ketersediaan IGD, khususnya peta dasar skala besar
yang masih rendah

Akses atas datalinformasi geospasial masih terbatas
Pemanfaatan informasi geospasial belum optimal
Tata kelola penyelenggaraan informasi geospasial
masih belum sesuai harapan

Ketersediaan dan kapasitas SDM bidang informasi
geospasial belum memadai baik di tingkat pusat
maupun daerah

Geospatial disruption akibat perkembangan pesat
informasi geospasial secara global

Masuknya SDM asing di bidang informasi geospasial
karena terbatasnya SDM nasional di bidang terkait
Pemanfaatan informasi geospasial di berbagai
bidang belum optimal

Indonesia menjadi sasaran empuk pemain
(korporasi) asing karena belum berkembangnya
industri informasi geospasial nasional

2025 2029.

.

Renstra BIG
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BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN , DAN SASARAN STRATEGIS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

2.1. VisiBIG

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
berorientasi pada pelayanan masyarakat, terdapat beberapa hal yang
perlu dilakukan oleh K/L, di antaranya memiliki visi, misi, tujuan, dan

sasaran yang jelas dan terukur, sehingga dapat memfokuskan sumber
daya, energi dan upaya organisasi pada hal -hal yang penting untuk
mencapai tujuan tersebut. Visi Kementerian/Lembaga yang

selanjutnya disebut Visi adalah penjabaran visi Presiden dan Wakil

Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun
dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga 35.

Sebagai tahapan periode pembangunan yang pertama untuk kurun

waktu pembangunan jangka panjang 202517 2045, RPJMN Tahun
2025 2029 disusun dengan mengikuti garis besar dan arahan umum
dalam RPJPN Tahun 20251 2045 36, Visi RPJIMN TAHUN 2025 i 2029
disusun mengikuti alur yang selaras menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 i 2045
dinyatakan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah ondonesia
sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu,

Berdaul at, Maju, dan Berkelanjutano

Visi Indonesia Emas 2045 ini sekaligus menandai 100 tahun
kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi Indonesia, Visi Indonesia Emas

2045 memberi pandangan optimis tentang masa depan yang cerah,
bersatu padu dalam mencapai impian bersama untuk mencapai
kemajuan d an kesejahteraan bagi seluruh rakyat 37, Visi Indonesia
Emas 2045 tersebut diperkuat dengan 5 (lima) Sasaran Utama Visi
Indonesia 2045 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang -
Undang Nomor 59 Tahun 2024 dimaksud, yaitu 1) Pendapatan per
kapita setara nega ra maju, 2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan
berkurang, 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional
meningkat, 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan 5)
Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju emisi nol
bersih ( net zero emi ssion). Visi Indonesia Emas 2045 tersebut akan

35

36

37

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga 0 Pasal 1, halaman 4

Bappenas. (202 4). Sosialisasi Undang -Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025
2045, 19 November 2024 .

Kementerian PPN/Bappenas dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan

Sosial (LP3ES). (2023). Menuju Indonesia Emas Refleksi dan Visi Pembangunan 20 05-2045,
halaman 158 .
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diwujudkan melalui 8 Misi (Agenda) Pembangunan, 17 Arah (Tujuan)
Pembangunan, dan 45 Indikator Utama Pembangunan.

Sementara itu Visi Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025 -2050
adalah Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Terintegrasi

dan Andal untuk Mewujudkan Ekosistem Geospasial dalam
Mendukung Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan 38, Sesuai dengan Undang -Undang Nomor 59 Tahun
2024, yang dimaksud dengan "rencana induk " adalah dokumen yang
berisikan perencanaan terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan
tertentu yang menjadi pedoman utama bagi seluruh pihak yang terlibat
dalam kegiatan tersebu  t39. Dengan demikian Visi dalam Rencana Induk
Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025 -2050 juga menjadi
pertimbangan dalam penentuan Visi BIG 2025 2029 .

Selanjutnya, sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rencana
Strategis BIG 20251 2029, RPIJMN Tahun 20251 2029 memberikan
sejumlah arahan yang menjadi landasan dalam pembangunan 5 (lima)

tahun pertama jangka menengah di periode 2025 i 2029 . Visi RPJMN
Tahun 2025 2029 mengikuti Visi Presiden 2025 2029, yaitu
oBersama Indonesia Maju , Menuju Indonesia Em as 2045 6 .Visi
tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja
sama seluruh putra -putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad
berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya

untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tah un 2045 dan
mencapai cita -cita Indonesia Emas 2045.  Visi ini akan dicapai melalui
Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita 40,

Penahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara
terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Ada
pun RPJMN (20251 2029) - yang merupakan tahapan pembangunan
pertama menuju Indonesia Emas 2045 0 akan memiliki tema
oPenguatan Tra nsformasi 0 . Penyusunan Re@2%b & 202% Bl G
akan diselaraskan dengan tema tersebut. Dalam hal ini penyusunan

visi Renstra BIG 20251 2029 juga mempertimbangkan prinsip
keberlanjutan, agar selaras dengan tema pembangunan pada tahapan
berikutnya. Ada pun Visi BIG untuk 2025 2029 adalah:

olrerwujudnya Ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang

Inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Penguatan
Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045 0.

Ekosistem Informasi Geospasial merupakan suatu kerangka kerja
sistematis yang bersifat dinamis dan integratif terkait pengelolaan serta

38 Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025 -2050, sebagaimana telah
disampaikan dalam kegiatan Pra  -Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Informasi Geospasial
tanggal 26 Juni 2025.

39 Op.cit. Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tah un 2025 fi 2045, Penjelasan 0 Pasal 14.

40 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025/ 2029, Lampiran 1 halaman 45.



-38-

pemanfaatan dalam penyelenggaraan informasi geospasial, dimana
terjadi perpaduan dinamis antara elemen kebijakan, data, teknologi,
pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, institusi pendidikan,
pihak swasta, dan masyarakat umum), dan kolaborasi di berbagai
tingkatan pemanfaatan informasi geospasial. Komponen pendukung
ekosistem informasi geospasial antara lain mencakup sumber data
geospasial, teknologi geospasial, infrastruktur data spasial, Internet of
Things, dan web of data.  Setiap komponen ini berdiri sebagai system of
system dan/atau sub -sistem yang saling berkolaborasi , terintegrasi
dan berinteraksi dalam sistem lain yang lebih kompleks. Ekosistem ini

akan dapat terwujud saat p  erpaduan komponen -komponen tersebut
dapat berkembang dan bergulir di berbagai komunitas pelaku
(individu/ organi sasi/ mesin opintar/ cerd
berinteraksi melalui informasi dan teknologi geospasial di
lingkungannya 4. Pemaknaan derintegrasi ©&dalam Visi BIG tercermin
dari perwujudan Ekosistem Informasi Geospasial dalam perpaduan
dinamis sebagaimana dimaksud.

RPJMN I

[@ 74 \
\‘/ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIY Ny

2025 - 2029

Penguatan Transformasi

Renstra BIG
2025-2029 ‘

-
‘_‘
™
b
-
=
=~ = k. P
\: o
™
[
{ =

; &
Y
48 1 & R
¥ 7\
Ekosistem IG .
= -4 "y

Gambar 2. 1. Keterkaitan Visi BIG 2025 i 2029 dengan RPJMN Tahun
2025 i 2029 dan Indonesia Emas 2045.

Sement ar a pe mavatih &a nd ddrkelamjutan 6 sangat ter ke
erat dengan prinsip yang perlu diwujudkan pada Ekosistem Informasi
Geospasial dalam perjalanan penguatan transformasi di periode
2025 i 2029 . Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 diperlukan
upaya -upaya cerdas dan inovatif guna mengatasi kete rbatasan
sumber daya, khususnya sumber daya alam (SDA) yang semakin
langka, mengantisipasi degradasi lingkungan dan dampak perubahan

iklim yang semakin luas, serta mewujudkan tujuan global secara lebih

efisien, efektif, dan berkelanjutan . Upaya cerdas dan  inovatif
dimaksud juga ditujukan untuk mengatasi keterbatasan SDM baik dari

sisi jumlah, kapasitas, maupun distribusinya. Berbagai upaya yang

41 Dirangkum dari materi serial diskusi UN -GGl M, 2022 dan WGI Cfutur@ @e@spatial er kai t 0
information ecosystem 0 .
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dilakukan tersebut seyogyanya terintegrasi antar pemangku
kepentingan ( stakeholders ), yang secara inklusif menyent uh semua
aspek dan level masyarakat.  Terkait hal ini maka upaya di bidang

informasi geospasial untuk penguatan transformasi dilakukan
melalui percepatan penyediaan informasi geospasial yang akurat,
mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh wi layah

Indonesia serta mewujudkan kolaborasi, mendorong hilirisasi
informasi geospasial, dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan
informasi geospasial.

Dengan demikian Ekosistem Informasi Geospasial yang diharapkan
merupakan kesatuan sistem penyelenggaraan informasi geospasial

yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi geospasial dan
perkembangan teknologi bidang informasi geospasial secara inovatif
mengintegrasi kan kepentingan dan menyerap aspira si stakeholders
secara inklusif melalui kolaborasi aktif, serta menggulirkan peran dan
manfaat Informasi Geospasial dalam penguatan transformasi secara
berkelanjutan  menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai bentuk perubahan besar dan mendasar di segala aspek,
transformasi  merupakan langkah yang harus ditempuh agar visi, misi,

dan strategi pembangunan dapat ditindaklanjuti ( actionable ) untuk
mencapai tujuan utama bersama. Indonesia Emas 2045 merupakan
cita -cita besar bangsa Indonesia ke depan untuk mewujudkan Ne gara
Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Cita -cita bersama ini
menjadi pengingat dan momentum penting atas 100 (seratus) tahun
Indonesia sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045.

2.2. Misi BIG
Misi pada dasarnya adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menyatakan bahwa Misi
Kementerian/Lembaga yang selanjut nya disebut Misi adalah
penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat
dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum
mengenai upaya -upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan

Visi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/L embaga 2.
Misi juga merupakan agenda atas upaya dan langkah yang ditemp uh
dalam rangka mencapai tujuan utama. Sementara itu dalam RPJPN

Tahun 2025 i 2045 dinyatakan pula bahwa  Misi Pembangunan adalah
agenda Pembangunan Nasional yang merupakan upaya besar yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
RPJMN Tahun 2025 2029 merupakan implementasi tahap pertama
RPJPN Tahun 2025 2045 . Untuk itu di dalam RPJMN Tahu n 2025 i

42 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga , Loc.cit. halaman 4.
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2029 dirumuskan upaya -upaya transformatif sesuai dengan fokus
arah kebijakan dalam Tahap | RPJPN Tahun 2025 2045 43,

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda)
pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan.
Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat
dengan Transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.
Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang
kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan
berkelan jutan. Ada pun 8 (delapan) Misi yang juga merupakan Agenda
Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025 2045 mencakup 3 (tiga)
misi (agenda) Transformasi Indonesia, yaitu: 1) Transformasi Sosial, 2)
Transformasi Ekonomi, dan 3) Transformasi Tata Kelola; yang ditopan g
oleh 2 (dua) Landasan Transformasi, yaitu: 4) Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia serta 5) Ketahanan Sosial
Budaya dan Ekologi; dan yang akan diimplementasikan secara
menyeluruh melalui 3 (tiga) Kerangka Implementasi Transformasi,

yak ni: 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7)
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta

8) Kesinambungan Pembangunan 44, Hal ini dapat dilihat lebih jelas
dalam Gambar 2.1. Selanjutnya kedelapan misi (agenda) pembangunan
tersebut dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai
komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals ) yang secara
internasional berakhir di tahun 2030

43 Op.cit. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 fi 2029 . Lampiran 1 halaman 43.

44 Op.cit. Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025 A 2045 . Lampiran halaman 68 -70.
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- Transformasi Indonesia — . —— = _—

m Transformasi Sosial m Transformasi Ekonomi m Transformasi Tata Kelola

IE1 Kesehatan untuk Semua IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi IE9 Regulasl dan Tata Kelola yang

IE2 Pendidikan Berkualitas IES Penerapan Ekonomi Hijau sl eab i

yang Merata

IE6 Transformasi Digital
IE3 Perlindungan Soslial yang Adaptif A s

IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagal Pusat
Pertumbuhan Ekonomi

— Landasan Transformasi —

m Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi m i‘;g;mﬁ;l:g:"l':&:;:g::'as' dan

IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
dan Demokrasi Substansial

5 1IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender,
IE11 Stabilitas Ekonomi Makro

dan Masyarakat Inklusif

IE12 Ketangguhan Diplomasi dan IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
IE16 Berketahanan Energl, Air, dan Kemandirian Pangan

IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kerangka Implementasi Transformasi

Mewujudkan e Mewujudkan Sarana dan .

m Pembangunan Prasarana yang reesv'v:é':jndbk::gan
Kewilayahan yang Merata Berkualitas dan Ramah Pembangunan
dan Berkeadilan Lingkungan

Keterangan

IE: Indonesia Emas
Gambar 2. 2. Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045.
[Sumber: RPIJMN Tahun 20251/ 2029 ]

Misi atau Agenda Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025 i1 2045
tersebut juga diturunkan dalam Misi Penyelenggaraan Informasi
Geospasial 2025 -2050 45, yakni 1) Mewujudkan Informasi Geospasial
yang Akurat, Mutakhir, Terpercaya, dan Dapat Diakses ; 2) Mendorong
Pemanfaatan dan Hiliri sasi Informasi Geospasial di Berbagai Bidang
dengan SDM Bidang Informasi Geospasial yang Berdaya Saing ;7 3)
Mewujudkan Ekosistem Geospasial yang Andal dan Berkelanjutan
serta 4) Mendukung Transformasi Digital Penyelenggaraan Informasi
Geospasial untuk Pemb angunan Inklusif dan Berkelanjutan

45 Op.cit. Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025 -2050, sebagaimana
telah disampaikan dalam kegiatan P ra-Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Informasi
Geospasial tanggal 26 Juni 2025.
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Sementara itu untuk RPJMN Tahun 2025 i 2029 telah ditetapkan pula
8 (delapan) misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2025 ii
2029, yang disebut dengan Asta Cita. Asta Cita sebagai Misi Presiden
dituangkan menjadi  Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025

2029 (Bappenas, 2024), sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.3.

a\
N
(@
(

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

Lol  Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan

nilai tambah di dalam negeri.

Memperkokoh ideologi Pancasila,
demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

ASTA
CITA

Memantapkan sistem pertahanan keamanan
negara dan mendorong kemandirian bangsa

ASTA
CITA ; L
melalui swasembada pangan, energi, air,

2 ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi

ASTA
CITA

Membangun dari desa dan dari bawah
untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan.

(2]

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan
meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan,

Memperkuat reformasi politik, hukum,

ASTA - -
dan birokrasi, serta memperkuat

CITA

hijau, dan ekonomi biru.
ASTA
CITA

3

mengembangkan industri kreatif serta
mengembangkan agromaritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

q.

pencegahan dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan, alam
dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Memperkuat pembangunan sumber daya
manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
CITA kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan,
4 pemuda (generasi milenial dan generasi Z),
dan penyandang disabilitas.

ASTA
CITA

Gambar 2. 3. Asta Cita dalam RPIJMN  Tahun 2025 2029 .
[Sumber: RPIJMN Tahun 2025 i 2029 ]

Dalam rangka mewujudkan ekosistem informasi geospasial nasional

yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan tersebut, BIG
menetapkan 3 (tiga) misi yaitu:
1. Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat

Mutakhir , dan Dapat Dipertanggungjawabkan ;

2. Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung
Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di
Berbagai Bidang; dan

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam
Memperkuat Transformasi Menuj  u Indonesia Emas
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Misi 1 difokuskan untuk mengatasi isu strategis terkait ketersediaan

informasi geospasial dasar - khususnya peta dasar skala besar yang
masih minim, serta belum optimalnya kualitas infrastruktur informasi
geospasial. Sementara Misi 2 diarahkan untuk mening katkan

pemanfaatan informasi geospasial dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat
lainnya dan mendorong upaya untuk mengatasi keterbatasan akses
berbagi pakai informasi geospasial . Sedangkan Misi 3 difokusk an pada
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi
birokrasi di BIG.

Asta Cita -2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
Asta Cita- 6 syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,

pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Asta Cita - 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,
Asta Cita - 8 dan penyelundupan.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan foleransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

iy g i

Mendorong Hilirisasi Informasi Mewujudkan Tata Kelola
Geospasial untuk Mendukung Perumusan Pemerintahan yang Bersih dalam
Kebijakan, Pengambilan Keputusan, Memperkuat Transformasi Menuju
dan Inovasi di Berbagai Bidang Indonesia Emas

Mempercepat Penyediaan Informasi
Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan
Dapat Dipertanggungjawabkan

Gambar 2. 4. Misi BIG dalam mendukung Prioritas Nasional 2025 2029 .

Dapat disampaikan pula bahwa RPJMN Tahun 2025 2029 memuat 8
(delapan ) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas
Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita

yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional
mencakup langkah -langkah strategis untuk mencapai keberhasilan
pembangunan dalam periode jangka menengah 2025 i 2029 46, Misi
BIG menaungi Tujuan, Sasaran Strategis, serta Program/Kegiatan di
bawahnya. Dengan demikian Misi BIG sudah seharusnya selaras
terhadap Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025f 2029 yang
juga merupakan Asta Cita sekaligus misi dari Presiden (Gambar 2.4).

Misi BIG yang terkait langsung dengan Prioritas Nasional 20257 2029
adalah Prioritas Nasional (PN) ke -2, PN ke-6, PN ke-7, dan PN -8.
Rincian  indikasi  Prioritas Nasional yang terkait d engan
program/kegiatan BIG dalam RPJMN Tahun 20251 2029 akan
dijabarkan dalam bab selanjutnya.

46 Op.cit. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 fi 2029 . Lampiran 1 halaman 46.
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Dalam rangka mendukung PN 2 - Memantapkan sistem pertahanan
keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, air, ekonomi syar iah, ekonomi digital,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru , BIG berkontribusi secara strategis
pada Kegiatan Program (KP) -1: oPercepatan Penyelesaian Perjanjian
Batas Maritim dan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga dan tetap
mengedepankan Prinsip Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
Skema Good Nei ghb aDalamRantekis tengebut, BIG melalui
Misi 1 dan Misi 2 memberikan dukungan teknis dan substantif sebagai
berikut:

T Misi 1. dMempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang
Akurat, Mut akhi r, dan Dapat Di pemgunanggung
memastikan tersedianya data spasial yang valid dan terverifikasi
sebagai dasar dalam proses negosiasi dan penetapan batas wilayah,
baik maritim maupun darat;

T Mi si Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasia | untuk
Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan
|l novasi di B e r ,heanpsuk dipBimasigperlgatasan dan
penguatan pertahanan wilayah melalui pemanfaatan data spasial
tematik dan integratif.

Pelaksanaan peran tersebut dilakukan mela lui sinergi dan koordinasi
dengan instansi terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Pusat Hidro -Oseanografi TNI AL, dan Pemerintah Daerah. Sinergi

tersebut memungkinkan penggunaan data geospasial yang optimal
dalam perundingan batas negara dan memperkuat posisi Indonesia
dalam menjamin kepastian wilayah serta pelaksanaan prinsip
kedaulatan.

Di sisi lain, untuk mendukung PN 6 - Membangun dari desa dan dari
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan, terutama KP -3: OPenguatan Tata Kelola

dan Pemberdayaan Desa Adaptif ¢, diimplementasikan melalui

pel aks anaan MdhpescepatPenyediaan Info rmasi Geospasial

yang Akurat, Mut akhir, dan Dapadn Msi pert ar
2 : Meadorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung

Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di

Ber bagai .Balamahal qié BIG berperan dalam pe metaan batas

administrasi desa, identifikasi potensi lokal, hingga perencanaan

pembangunan berbasis data spasial sebagai bentuk Penguatan
Kelembagaan Desa.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung PN 7 - Memperkuat reformasi

politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan

pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan,

khususnya pada KP -2 : OPenguatan Kapasitas Kel e
Sumber Daya Ma nusi a Pemerintah3:DaePahge miKaénga
Kompet ensi dan Budaya Di g-bt aloPABYHGat ad:
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Ketersedi aan dan Pemanf aat an Dat a

melalui :
T Misi 1: oOoOMempercepat Penyediaan |

penyediaan peta dasar skala besar sebagai referensi bersama dalam
penataan ruang dan pengelolaan wilayah;
T Mi si Rlendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk

Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Kep utusan, dan

l novasi di Be r,biltagzkan ddpat degkontyildusi melalui
peningkatan pemanfaatan data geospasial tematik, penguatan
simpul jaringan informasi geospasial daerah, serta pelatihan

kompetensi ASN di bidang geospasial. Upaya ini akan mend ukung

penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan percepatan
transformasi digital di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Terakhir, pada PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan
toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil

dan makmur, khususnya untuk KP -2: OPeningkatan Layanan
Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana 0, BIG

Pemer

nf or mas
Mutakhir, dan Dapa t Di pertanggungj awabkano,

ant

memberikan upaya atau dukungan aktif melalui Mi s i 1: OoOMemperce

Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat
Di pertanggungdgaa Ma bk k aM@r@orong Hilirisasi Informasi
Geospasial u ntuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan

Keputusan, dan | novasi .Upaya dneaksbdadgpati

menjadi bagian yang akan mendukung pengembangan peta rawan
bencana, integrasi data risiko spasial dengan sistem peringatan dini

BNPB, serta pen yediaan geoportal bencana yang interaktif. Upaya ini

juga menjadi bagian dari penyediaan informasi geospasial yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan, pemanfaatan data spasial untuk
pengambilan keputusan, serta peningkatan tata kelola informasi
kebenca naan secara terbuka dan akuntabel.

Adapun t er kai t NewgudkarBTata Kelola Pemerintahan yang

Ber sih dal am Memper kuat Transfor masi

akan senantiasa melekat ( embeded) dalam setiap langkah
implementasi program dan kegiatan BIG. Hal ini menunjukkan
komitmen BIG untuk mendukung Transformasi Tata Kelola

sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 202517 2045 dan RPJMN

Tahun 2025 i 2029 . Di samping itu hal ini menjadi langkah aktual yang
berarti dalam upaya transformatif serta upaya suportif BIG dalam
mendukung implementasi prioritas -prioritas nasional di atas melalui
penyelenggaraan informasi geospasial dengan tata kelola yang baik
sesuai arah dan sasara n yang telah ditetapkan dan akan diwujudkan
selama periode 2025i 2029 .

Bi dan

Me n
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2.3. TujuanBI G
Tujuan  K/L merupakan penjabaran visi dan misi K/L vyang
bersangkutan , yang diselaraskan pula dengan sasaran nasional pada
RPJMN Tahun 2025 fi 2029 . Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
tentang RPJMN Tahun 2025d 2029 dilengkapi dengan sasaran -
sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan
menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan
kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan a7,

Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian
sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.

Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

Pertumbuhan ekonomi dari 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029)

GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029)
Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9 % (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029)
Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

Global Power Index meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan
peringkat 29 (2029)

I]IJ%‘;D Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0%
(2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026)

Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029)
Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)

$87 - : :
&'m& Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan
0,59 (2029)

@ Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan
45,17% (2029)

Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025)
dan 77,20 (2029)

Gambar 2.5. Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025 2029 .
[Sumber: RPIJMN Tahun 2025 fi 2029 ]

47 Op.cit. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 fi 2029 . Lampiran 1 halaman 50.



47 -

Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran
program prioritas Presiden dan Wakil Presiden 48. Tujuan sebagaimana
dimaksud dilengkapi dengan indikator Tujuan yang ditetapkan dalam

rangka pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM
Nasional 49.

Dengan demikian penyusunan Tujuan BIG akan diselaraskan dengan

rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai

sasaran program prioritas Presiden. Untuk mendukung visi dan misi

dalam Renstra BIG 20251 2029, ditetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai

berikut:

Tujuanl & O Mnjamin ketersediaan informasi geospasial yang akurat,
mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah

Il ndonesi a6, dengan | ndipdsertager(%)Tuj uan
ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir,
dan dapat dipertangqungjawabkan di wilayah Indonesia

Ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir,
dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi aset
informasi potensial dalam mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional;

Tujuan 2 d 0Meni ngkatnya penggunapaans iian féqgr maasn
diukur melalui Indikator Tujuan 2 yakni tingkat
penggunaan informasi_geospasial oleh berbagai pemangku
kepentingan. Tujuan ini  mencerminkan pentingnya
pemanfaatan data geospasial dalam  mendukung
perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayan an
publik. Hal ini dapat terwujud antara lain melalui layanan
informasi geospasial yang memadai bagi seluruh lapisan
pengguna, termasuk juga kemudahan akses terhadap
informasi geospasial,

Tuuan3 00 Terwujudnya tata kel ola pemerintah
yang tercermin dalam Indikator Tujuan 3 berupa nilai
Reformasi _ Birokrasi  BIG . Tujuan ini  mendukung
pelaksanaan Reformasi birokrasi yang merupakan bagian
dari kerangka besar tata kelola penyelenggaraan informasi
geospasial yang perlu dilaksanakan untuk dapat
menggulirkan  transformasi  pembangunan  nasional
sebagaimana ditetapkan dala m RPJMN Tahun 2025 2029 .

48 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga , Loc.cit. halaman 4.

49 |bid . Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 0 Pasal 4 ayat (3), halaman 9.
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Mendorong Hilirisasi Informasi Mewujudkan Tata Kelola
Geospasial untuk Mendukung Perumusan Pemerintahan yang Bersih dalam
Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, Memperkuat Transformasi Menuju

Dapat Dipertanggungjawabkan dan Inovasi di Berbagai Bidang Indonesia Emas

Mempercepat Penyediaan Informasi

" Tujuanl Tujuan 2 Tujuan3

Menjamin ketersediaan
informasi geospasial
yang akurat, mutakhir, dan

dapat dipertanggung-
jawabkan di wilayah
Indonesia

Meningkatnya penggunaan
informasi geospasial

Tata kelola pemerintahan
yang baik di BIG

Gambar 2. 6. Tujuan BIG dalam Rencana Strategis BIG 2025 i 2029

Tujuan 1 dan 2 lebih bersifat substansial atas upaya -upaya
penyelenggaraan informasi geospasial. Sedangkan Tujuan 3
merupakan tujuan yang terkait dengan upaya -upaya untuk menangani

isu strategis terkait tata kelola, yang akan dilaksanakan melalui
reformasi birokrasi di BIG.

2.4. Sasaran Strategis BIG
Sasaran Strategis K/L adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata
oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya
hasil satu atau beberapa Program. Secara ideal, Sasaran Strategis K/L
yang dirumuskan memiliki sebab akibat ( causality ) secara logis - baik
secara keseluruhan maupun sebagian - terhadap sasaran
pemban gunan dalam RPJMN maupun RPJPN. Berdasarkan ketentuan
yang ada, Sasaran
Strategis Kementerian/Lembaga (  outcome/impact ) merupakan kondisi
yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil ( outcome)
dari satu atau beberapa Program yang merupakan penugasan kepada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, yang mencakup arahan
Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib
dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam
RPJM Nasional 30,

Beberapa sasaran strategis dapat pula merupakan kondisi yang akan
dicapai secara nyata oleh K/L di masing -masing bidang yang
diampunya, di mana hal ini dapat mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil atas satu atau beberapa program.
Dengan demikian Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan
hubungan sebab -akibat dengan Sasaran Program, serta harus

50 Op.cit. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 fi 2029 , Lampiran | halaman 17.
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dirumuskan dengan jelas dan terukur. Nantinya Sasaran Strategis ini
harus dilengkapi pula dengan indikator kin erja sasaran strategis
beserta target kinerja.

Penetapan sasaran strategis dalam dokumen Renstra BIG 2025 02029
merupakan penjabaran langsung dari misi dan tujuan yang telah
ditetapkan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas
pembangunan dalam RPJMN 2025 §2029. Terdapat 5 (lima) Sasaran
Strategis (SS) yang diturunkan dari 3 (tiga) misi dan tujuan BIG,
sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.7 dengan penjelasan
sebagai berikut:

1 SS 1 dan SS 2 merupakan penjabaran dari Misi 1 dan Tujuan 1,
yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan informasi
geospasial dasar dan tematik yang akurat, mutakhir, dan dapat
dipertanggungjawabkan. SS 1 mendukung peningkatan
ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi
Geospasial Tematik (IGT) melalui s istem produksi yang
berkelanjutan dan terintegrasi. SS 2 menguatkan peran,
kemampuan, dan kualitas infrastruktur informasi geospasial
dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial, melalui
peningkatan kualitas teknologi, SDM, serta penerapan standar
penyelenggaraan;

1 Selanjutnya pada SS 3 dan SS 4 merupakan penjabaran dari Misi
2 dan Tujuan 2, yang diarahkan untuk memperluas pemanfaatan
informasi geospasial melalui penyediaan akses yang lebih terbuka
dan penguatan peran industri geospasial nasional. SS 3 berfokus
pada peningkatan praktik berbagi pakai informasi geospasial
melalui pemanfaatan JIGN sebagai sarana utama untuk
mendukung ketersediaan dan pertukaran data geospasial yang
akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di berbagai
bidang. Adapun SS4 menduku ng penguatan kapasitas dan peran
pelaku usaha di sektor informasi geospasial. Kedua sasaran
strategis ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap hilirisasi
informasi geospasial yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta
memperkuat ekosistem informasi geo  spasial nasional yang
responsif terhadap perkembangan kebutuhan pembangunan ;

1 SS 5 merupakan penjabaran dari Misi 3 dan Tujuan 3, yang
mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik melalui reformasi birokrasi di lingkungan BIG. SS ini secara
langsung diukur melalui nilai Reformasi Birokrasi BIG, dan
mencerminkan komitmen institusi dalam mengembangkan
organisasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada
pelayanan publik.
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Misi 1 - Tersedianya informasi geospasial yang akurat, mutakhir,
Tujuan 1

dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh wilayah
Indonesia secara berkelanjutan

Misi 1 -

' Meningkatnya kualitas infrastruktur informasi geospasial
Tujuan 1

Misi 2 —
Tujuan 2

Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial

Misi 2 -

x Meningkatnya peran industri geospasial
Tujuan 2

Misi 3 -

NE Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG

Gambar 2. 7. Sasaran Strategis dalam Renstra BIG 2025 i 2029 .

Ada pun untuk masing -masing sasaran strategis tersebut memiliki

indikator dan kondisi ketercapaian masing -masing, yang dapat dilihat

secara rinci dalam Gambar 2.8 dan uraian sebagai berikut:

a. SS100Tersedianya | nformasi Geospasi al y
dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara
berkelanjutand terdiri atas 3 (tiga) i

dapat tercapai melalui peningkatan ketersediaan dan
pemutakhiran data geospasial dasar dan tematik, serta
optimalisasi  sistem  produksi infor masi geospasial yang
terintegrasi dan berkelanjutan. SS 1 menjadi upaya utama dalam
menjawab tantangan keterbatasan informasi geospasial, sekaligus
menjadi elemen pendukung transformasi digital dan kebijakan
berbasis spasial di tingkat nasional maupun daer ah;

b. SS2 0 dMeningkatnya kualitas  infrastruktur i nf or masi geospas
memiliki 1 (satu) indikator. SS 2 menjawab tantangan seperti
keterbatasan SDM, belum meratanya infrastruktur geospasial,
keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta perlunya tata kelola
yang mendukung ekosistem penyelenggaraan informasi geospasial
yang efektif dan efisien. SS 2 ini juga diharapkan mampu
menyentuh aspek pemenuhan standar infrastruktur teknis, serta
pengembangan teknologi dan sistem informasi geospasial yang
adaptif. Sasaran ini turut mendukung transformasi ekonomi dan
tata kelola, khususnya dalam konteks pembangunan berbasis
digital,



Tersedianya informasi geospasial
yang akurat, mutakhir, dan
dapat dipertanggungjawabkan di
wilayah Indonesia secara
berkelanjutan

Meningkatnya kualitas
infrastruktur informasi geospasial

Meningkatnya berbagi pakai
informasi geospasial

Meningkatnya peran
industri geospasial

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang baik di BIG

c. SS 3 d Meningkatnya berbagi pakai i
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Indikator:

1) Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia;

2) Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia; dan

3) Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan
mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional.

Indikator:
1) Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur informasi geospasial.

Indikator:
1) Persentase (%) informasi geospasial yang telah diberbagipakaikan

Indikator:
1) Persentase (%) kapasitas pelaku industri bidang informasi geospasial di
Indonesia.

Indikator:
1) Nilai Reformasi Birokrasi BIG.

Renstra BIG 20251 2029 .

Hal ini dapat terwujud apabila ketersediaan IGD
dan IGT termutakhir meningkat serta optimalisasi
sistem produksi data dan IGD terpadu dapat

terlaksana.

S8 dimaksud dapat terwujud jika kapabilitas SDM
dan kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan

IG meningkat,

serta teknologi penyelenggaraan IG

untuk seluruh pengguna dapat berkembang dan
tata kelola penyelenggaraan |G terlaksana.

Hal ini dapat tercapai jika terjadi peningkatan peran
JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi
geospasial secara elektronik, antara lain dengan
penguatan simpul jaringan dan infrastruktur TIK
serta adanya kemudahan akses.

SS dimaksud dapat terwujud terutama dengan
peningkatan pertumbuhan industri geospasial

nasional.

SS ini dapat terwujud terutama dengan mening-
katnya pelaksanaan reformasi birokrasi secara

umum di BIG,
kolaborasi.

nf or masi

khususnya dalam mendukung

Gambar 2. 8. Rincian Indikator dan Kondisi Ketercapaian Sasaran Strategis

1 (satu) indikator sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.8,
merupakan sasaran strategis yang diharapka
permasalahan terkait masih belum optimalnya akses berbagi
pakai informasi geospasial, dalam hal ini JIGN. Akses berbagi
pakai merupakan salah satu faktor pemampu (
pemanfaatan informasi geospasial di berbagai lini, yang pada
khirnya juga akan mempengaruhi hilirisasi informasi geospasial

ke depan;

d SS40606Meningkatnya

n mampu mengatasi

peran i

enabler ) dalam

ndustri

indikator, menjadi sasaran strategis yang terkait erat dengan

aspek pemanfaatan dan hilirisasi informasi geospasial. S

S 4 ini

juga sekaligus diharapkan dapat menjadi inisiatif, pendorong, dan
inkubator untuk mengeksplorasi potensi dan peluang memperoleh

sumber -sumber

pendapatan dan pendanaan alternatif bagi

penyelenggaraan informasi geospasial di masa yang akan datang,
antara lain melalui kolaborasi dengan kalangan swasta baik dunia
usaha maupun industri;

e. SS5d6Meningkatnya

tat a

k el

ol a

yang memiliki 1 (satu) indikator berupa nilai Reformasi Birokrasi
BIG, merupakan basis upaya penerapan tra
akuntabilitas serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam
penyelenggaraan informasi geospasial di BIG. Sasaran strategis ini
juga mencerminkan komiten BIG untuk melangkah bersama

dalam mendukung

implementasi

transformasi

nsparansi dan

tata kelola

pemer i

geospasi al ¢

geospa

nt a
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sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN Tahun 2025 -2050 dan
RPJMN Tahun 2025 2029 .

Manajemen Risiko

Penyusunan manajemen risiko didahului dengan identifikasi risiko,
yang telah dilaksanakan di BIG pada akhir tahun 2024 hingga awal
tahun 2025. Upaya ini merupakan bentuk penyelarasan awal atas
manajemen risiko pembangunan, dalam rangka melaksanakan
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko
Pembangunan Nasional. Identifikasi risiko perlu dilakukan agar

antisipasi kebijakan dapat dirumu skan dan diimplementasikan secara
tepat 51.
Identifikasi risiko pada tahap awal dilakukan atas faktor -faktor yang

diinventarisasi dan diperkirakan menjadi penghambat dalam

pencapaian target Renstra. Kegiatan identifikasi tersebut dilakukan

melalui analisis atas beberapa unsur yang menjadi sumber risiko

dalam pelaksanaan Renstra, serta memastikan sejauh mana unsur -

unsur penghambat yang ada mempengaruhi upaya pelaksanaan dan

pencapaian target -target dal am Renstra. Unsur -unsur yang menjadi

sumber risiko tersebut dinilai berdasarkan:

1. Frekuensi/peluang terjadinya sumber -sumber risiko dimaksud;

2. Tingkat dampak sumber risiko terhadap pelaksanaan dan/atau
pencapaian target  dalam Renstra ;

3. Seberapa besar pengaruh faktor internal atas sumber risiko
dimaksud;

4. Seberapa besar pengaruh faktor eksternal atas sumber risiko
dimaksud.

Unsur -unsur sumber risiko yang dinilai, telah dikelompokkan dalam 5
(lima) sumber risiko dengan pernyataan masalah terkait 1) Alokasi
Pendanaan, 2) Proses Pengadaan, 3) Koordinasi dan Kolaborasi antar
Pihak, 4) Keterbatasan Sumber Daya (baik SDM, sarana/prasarana,
maupun standar teknis/operasional), serta 5) Tingkat Pemahaman
Renstra.

Hasil identifikasi risiko atas unsur -unsur sumber risiko pada
pelaksanaan Renstra BIG dapat dijabarkan sebagai berikut.

51 |bid . Lampiran | halaman 277.
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Frekuensi Kej

AAl okasii Pendanaan

26 3

E.Ti ngkat Pe ma ha ma/m

R
enstr a 139 131

167
C.Koordin

189
D.Keterbatasan
Daya

Sumber

adi

B.Pr oses

Kol aborasi

Dinilai dari
kejadian
permasalahan yang
selalu terjadi dalam
pelaksanaan dan
pencapaian target -
target Renstra
adalah alokasi
pendanaan, Yyang
selanjutnya disusul
dengan
permasalahan
keterbatasan

frekuensi
an —

Penga

asi dan
antar

Gambar2.9. Anal i si s risi ko

pihak , tingkat pemahaman Renstra

berdas.ar

sumber daya
koordinasi dan
kolaborasi antar
, dan proses pengadaan

Dinilai dari
pengaruh
sumber risiko
terhadap
pelaksanaan
Renstra di
BIG, dapat
disampaikan
bahwa

perma -
salahan
terkait

E.Ti ngkat

Renstra 1,7 1

2,1

Daya

Pe maha

D.Keter batasan

Pengar uh

A Al okasi Pendanaan

2,6 3

B.Pr os es Penga

1,45

205

C.Koordinasi dan
Kol abor asi antar

Sumber

alokasi
pendanaan
menjadi
faktor

Gambar 2.10. A n

yang

alisis risiko berdsce

sangat menghambat pelaksanaan Renstra. Hal ini diikuti oleh faktor
keterbatasan sumber daya, koordinasi dan kolaborasi antar pihak

tingkat pemahaman Renstra
yang menghambat pelaksanaan Renstra.

, dan proses pengadaan

sebagai faktor




-54-

Faktor internal BIG

Faktor Internal berpengaruh Cukup
A Alokasi Pendanaan besar terhadap
permasalahan
sy keterbatasan
E. Tingkat PFemahaman - B. Proses Pengadaan Sumber o daya
Renstra 1,52 g rreses : (dengan nilai 2,02),
yang selanjutnya
disusul untuk
permasalahan
202 1.5 alokasi pendanaan
D. Keterbatas an * C. Koordinasi dan - .
Sumber Daya Kolaborasi antar Pihak koordinasi dan
kolaborasi antar
— — pihak , dan tingkat
Gambar2.11. Anal i sis risiko berdas: pemahaman

internal o Renstra  Selain itu,

faktor internal BIG
juga sedikit berpengaruh terhadap permasalahan proses pengadaan

Faktor Faktor Eksternal
eksternal BIG

cukup
berpengaruh 248
terhadap
permasa -lahan =T s 172 B-Proses Pengadazn
alokasi bl '
pendanan
(dengan nilai 168 b /186
2,45). Dengan '
D. Keterbatasan C. Koordinasi dan

intenSitaS yang Sumber Daya Kolaborasi antar Pihak
semakin

menurun,
faktor
eksternal juga
mempengaruhi
adanya permasalahan  koordinasi dan kolaborasi antar pihak , proses
pengadaan , keterbatasan sumber daya , dan yang terakhir tingkat
pemahaman Renstra

A Alokasi Pendanaan

Gambar2.12. Anal i si s risiko berdas:
eksternal 6

Setelah Per aturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 diterbitkan, BIG
kembali memperdalam aspek manajemen risiko untuk dituangkan
dalam rumusan Renstra BIG 202517 2029, sesuai arahan dan
ketentuan dalam peraturan presiden tersebut. Upaya ini dilakukan
melalui identifikasi da n analisis risiko lebih lanjut dengan
menggunakan data manajemen risiko di lingkungan BIG. Selain
berdasarkan  Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, identifikasi dan analisis
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risiko ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di BIG, serta (rancangan)
Keputusan Kepala BIG tentang Pedoman Mana jemen Risiko di
Lingkungan BIG.

Tabel 2.1. Matriks Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

Indikator

SEECh Sasaran Indikasi Risiko PR P
Strategis . Mitigasi Risiko Perlakuan
Strategis
1. Tersedianya Persentase (%) Keterlambatan 1. Komunikasi akt if DPRWD;

Informasi cakupan Peta proses kepada para DPBWNR,;

Geospasial Dasar akuisisi/pengol pimpinan di Internal DPRWLP.

yang akurat, termutakhir di ahan data BIG dan para

mutakhir dan wilayah geospasial stakeholder terkait

dapat Indonesia untuk menjadi timeline , mekanisme,

dipertanggung - peta dasar dan metode

jawabkan di pelaksanaan

wilayah kegiatan;

Indonesia 2. ldentifikasi sumber

secara daya yang akan

berkelanjutan digunakan dalam

pelaksanaan
kegiatan seperti,
kesiapan SDM,

Penerapan
Teknologi, dan
dukungan
kebi jakan/Regulasi.
Persentase (%) Kuantitas dan 1. Penyempurnaan DSRG.
ketersediaan kualitas data panduan teknis
SRGI di CORS/Pasut/G (SOP, Juknis, dan
wilayah eoid yang sebagainya);
Indonesia dibangun dan 2. Optimalisasi
dikelola tidak program automasi;
sesuai dengan 3. Pemantauan dan
target akibat pemeliharaan secara
kerusakan berkala;
alat/gangguan/ 4. Koordinasi aktif
masalah teknis dengan pihak terkait
lainnya (DSTIG, operator

telekomunikasi,
pemilik lokasi
stasiun, dll);

5. Inovasi teknologi
dalam hal
pengelolaan dan
perawatan stasiun;

6. Pengamanan aset.

Persentase (%) Tidak terpadu 1. Peningkatan DISIGT;
ketersediaan dan tidak ketersedia an peta DAPIG; DPT.
Informasi akuratnya IGT dasar yang menjadi

Geospasial yang dibuat acuan IGT;

Tematik yang oleh K/L/P 2. Penyusunan

akurat dan akibat tidak dokumen

mutakhir di mengacu pada standar/spesifikasi

wilayah peta dasar produk data dari IGT

Indonesia yang

sesuai dengan diselenggarakan.
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kelembagaan, teknologi, standar, dan SDM [Sumber:

Sasaran [ellEtes oo Perlakuan/ PJ
. Sasaran Indikasi Risiko I
Strategis Strateqi Mitigasi Risiko Perlakuan
gis
kebutuhan
nasional
Meningkatnya Persentase (%) Kualitas Penguatan DSDMIG;
kualitas pemenuhan Infrastruktur kelembagaan dalam PPKIG;
infrastruktur kualitas Informasi pengelolaan DSTIG;
Informasi infrastruktur Geospasial, Infrastruktur DKJI G.
Geospasial Informasi terutama informasi
Geospasial kelembagaan geospasial;
dan SDM Penguatan
bidang kapasitas dan
informasi kapabilitas SDM
geospasial bidang informasi
belum geospasial;
memadai, Peningkatan inovasi
terintegrasi, dan pemanfaatan
dan merata teknologi
untuk seluruh Infrastruktur
Indonesia informasi
geospasial;
Penguatan tata
kelola infrastruktur
informasi
geospasial.
Meningkatnya Persentase (%) Lemahnya . Penguatan DKJ IG;
berbagi pakai Informasi kelembagaan kelembagaan DSDMIG;
Informasi Geospasial Simpul Simpul Jaringan DSTIG;
Geospasial yang telah Jaringan serta Informasi DAPIG.
diberbagipakai - keterbatasan Geospasial baik di
kan SDM pengelola K/L dan Pemerintah
Simpul Daerah (Provinsi/
Jaringan 52 - Kabupaten/ Kota),
baik di Pusat antara lain dengan
maupun melibatkan mitra
Daerah 0 dari Kementerian
menyebabkan Dalam Negeri;
peningkatan . Peningkatan
kinerja Simpul kapasitas dan
Jaringan kapabilitas SDM
Informasi pengelola Simpul
Geospasial Jaringan;
cenderung . Pendampingan
stagnan/sulit Peningkatan Kinerja
dicapai Simpul Jaringan
informasi geospasial
melalui kegiatan
sosialisasi,
bimbingan teknis,
dan sejenisnya;
. Penetapan standar
kualitas dan
interoperabilitas
data/informasi
geospasial nasional
52 Pada dasarnya infrastruktur informasi geospasial terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu kebijakan,

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor

1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan
Pasal 3 dan Pasal 4] .

Informasi Geospasial,




Sasaran

Strategis

Indikator
Sasaran
Strategis
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Indikasi Risiko

Perlakuan/
Mitigasi Risiko

serta penerapan uji
kualitas;

. Peningkatan literasi

penggunaan
informasi geospasial
melalui pembinaan
dalam
penyelenggaraan
informasi
geospasial.

PJ
Perlakuan

Meningkatnya
peran industri
geospasial

Persentase (%)
kapasitas
pelaku industri
bidang
informasi
geospasial di
Indonesia

Lambatnya
perkembangan
industri
informasi
geospasial
akibat belum
adanya regulasi
pendukung,
keterbatasan
SDM bidang
informasi
geospasial,
serta
rendahnya
kapasitas dan
kemampuan
pelaku industri
bidang
informasi
geospasial

Penyusunan
regulasi dan
kebijakan terkait
industri bidang
informasi
geospasial;
Pengembangan
business

incubator / startup
bidang informasi
geospasial;
Penyelenggaraan
pelatihan dan
sertifikasi untuk
meningkatkan
kompetensi SDM
industri

Fasilitasi akses
teknologi melalui
inkubator, pameran
teknologi, dan
program transfer
teknologi;
Pembentukan forum
kolaborasi triple
helix dan kegiatan
bersama;
Penetapan kode
etik industri dan
menerapkan
regulasi persaingan
usaha sehat.

DSDMIG;
DSTIG.

Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
yang baik di
BIG

Nilai Reformasi
Birokrasi BIG

Resistensi
Pegawai BIG
terhadap
perubahan

Sosialiasi visi,
manfaat, dan
urgensi perubahan
secara jelas serta
keterlibatan pegawai
pada tahap
perencanaan,
pelaksanaan dan
evaluasi/monitoring;
Bimbingan dan
pendampingan
selama masa
transisi agar
pegawai beradaptasi
terhadap
perubahan.

BUK;
BPSDMO;
BHHMK;
PPKIG;
Inspektorat.
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Untuk Sasaran Strategis 1, dapat disampaikan penjelasan atas
pernyataan atau indikasi risiko sebagai berikut:
a. oKeterl ambatan proses akuisisi/pengol ah
menj adi p e t -a perdyataan/indikasi ri  siko ini termasuk
dalam kategori risiko operasional. Secara garis besar, komunikasi
yang efektif dan tepat sasaran serta penerapan manajemen sumber
daya yang baik dan konsisten diharapkan dapat menjadi langkah
mitigasi yang tepat;
b. dKuantitas dan kualitas data CORS/Pasut/Geoid yang dibangun
dan dikelola tidak sesuai dengan target akibat kerusakan
al at/ gangguan/ masal ah - tpemryataardindikasai nny aé
risiko ini termasuk dalam kategori risiko operasional. Solusi teknis
dan koordinasi sebagaiman a diuraikan dalam Tabel 2.1 pada item
terkait, dapat didorong sebagai perlakukan/mitigasi risiko secara
konsisten;
c. oOTidak terpadu dan tidak akuratnya IGT yang dibuat oleh K/L/P
aki bat tidak mengac upengathan/indikasiasikal a s ar 0
ini menyentuh kategori risiko operasional dan kepatuhan.
Penanggung jawab atas perlakuan/mitigasi risiko dimaksud perlu
berkonsolidasi dengan pihak penanggung jawab atas peningkatan
ketersediaan peta dasar, serta menyusun standar/spesifikasi
terkait sesuai keb utuhan.

Pada Sasaran Strategis 2, dapat dikemukakan bahwa pernyataan atau
i ndi k as i Kualitas Inflastruktar Informasi Geospasial, terutama
kelembagaan dan SDM bidang informasi geospasial belum memadai,
terintegrasi, dan merata untuk seluruh Indonesi ao berkaitan el
dengan kategori risiko:
i) operasional - terkait tata kelola kelembagaan dan SDM bidang
informasi geospasial,
i) kepatuhan - terkait upaya pemenuhan standar; dan
iii) keuangan - terkait dukungan/alokasi pendanaan untuk
Infrastruktur  Informasi Geosp asial dimaksud, khususnya
peningkatan jumlah SDM bidang informasi geospasial.

Sasaran Strategis 3 dengan perlemamyaan at a
kelembagaan Simpul Jaringan serta keterbatasan SDM pengelola

Simpul Jaringan -baik di Pusat maupun Daerah  dmenyebabkan

peningkatan kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial cenderung

stagnan/ sul i td sanpat aepkaiti dengan Kkategori risiko

operasional dan kepatuhan. Unit pengampu terkait perlu

meningkatkan intensitas dukungannya kepada para pengelola Sim pul

Jaringan Informasi Geospasial di seluruh Indonesia, sehingga kinerja

dan kualitas yang diharapkan dapat tercapai.
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Unt uk Sasaran Strategis 4, perlLamgbathya an

perkembangan industri informasi geospasial akibat belum adanya

regulasi pendukung, keterbatasan SDM bidang informasi geospasial,

serta rendahnya kapasitas dan kemampuan pelaku industri bidang

i nformasi geospasial é6 berhubungan erat

berikut:

i) kebijakan & hal ini terkait indikasi risiko belum tersedianya regulasi
termasuk kode etik dalam industri bidang informasi geospasial;

i) operasional & untuk upaya penyelenggaraan serta berbagai fasilitasi
yang diperlukan (sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1); serta

iil) keuangan 0 terkait alokasi untuk menduku ng fasilitasi
pengembangan industri bidang informasi geospasial dimaksud.

a

de

Terakhir untuk Sasaran St Resisteng Pegawd , pern
Bl G terhadap perubahandé menjadi i ndi kasi

kategori risiko kepatuhan, di m ana hal ini akan sangat berkaitan
dengan upaya penguatan tata kelola serta implementasi kebijakan
transformasi tata kelola sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN
Tahun 20251 2029. Tata kelola diperlukan dalam rangka
memampukan pemerintah untuk bekerja dengan k erangka kerja yang
lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan
publik yang berkualitas.
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra
K/L memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra K/L berkedudukan
sebagai penjabaran dari RPIJMN, di mana dalam penyusunannya harus
berpedoman pada RPJMN. Renstra K/L juga digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) K/L.
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional merupakan penjelasan mengenai
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tertuang dalam
Prioritas Nasional pada RPJMN yang ditugaskan kepada dan/atau
terkait dengan tugas dan fungsi K/L. Secara lebih rinci dapat
disampaikan pula bahwa  Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan
Pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan
misi Presiden dan Wakil Presiden yang rumusannya mencerminkan
bidan g urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program
untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dengan Indikator Kinerja yang terukur.

Penyusunan arah ke bijakan dan strategi pembangunan nasional

mengikuti arahan sesuai penahapan pembangunan. Penahapan

pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan

konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Ada pun RPJMN

(20251 2029) - yang merupakan t ahapan pertama 9 akan memiliki

tema oOPenguatan Transformasi 6. Visi terse
pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra -putri terbaik

bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah

dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia

setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita -cita Indonesia

Emas 2045. Penahapan pembangunan dalam jangka panjang
dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi
Indonesia Emas 2045 53. Alur penahapan pembangunan dimaksud
sebagaimana terdapat dalam Gambar 3.1.

53 |bid . Lampiran 1 halaman 45.
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Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

O O S

2030 - 2034 2035 - 2039 2040 - 2045

Akselerasi Transformasi Ekspansi Global Perwujudan Indonesia Emas

2025 - 2029

Penguatan Transformasi

. QO—0— —0

Gambar 3. 1. Tahapan Implementasi RPJPN Tahun 2025 i 2045

Penyusunan dokumen Renstra BIG 2025 2029 seyogyanya juga
diselaraskan dengan tema tersebut. Dalam hal ini arah kebijakan BIG

dapat disusun  dengan koridor/kerangka penguatan transformasi
untuk pengembangan dan penyelenggaraan informasi geospasial.
Dengan demikian upaya penguatan yang akan dilaksa nakan dalam
tahapan pertama ini harus dapat memperkuat landasan yang ada
untuk mendukung transformasi dan implementasi tahapan RPJPN
berikutnya dalam melakukan akselarasi dan ekspansi.

Pemerintah juga menetapkan Trisula Pembangunan sebagai strategi
utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan

dan berkelanjutan. Trisula ini mencakup 3 (tiga) fokus prioritas, yaitu
penurunan kemiskinan, peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas,

serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Sementara itu, d alam rangka melaksanakan transformasi dan
menjamin keterpaduan pembangunan kewilayahan, percepatan
reformasi struktural menjadi kunci untuk mendorong akselerasi
pertumbuhan wilayah. Percepatan pelaksanaan reformasi struktural
dilakukan melalui u paya menghilangkan berbagai hambatan
pembangunan. Ada tiga hambatan utama pembangunan, yakni
terbatasnya ketersediaan SDM ( human capital gap ), terbatasnya
infrastruktur  ( infrastructure gap ), dan kualitas tata kelola
pemerintahan serta sistem regulasi ( institutional gap ). Sementara itu
komponen geospasial pada proses perencanaan pembangunan
merupakan salah satu pertimbangan utama dalam mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi kebutuhan untuk
menjawab berbagai keraguan terhadap rencana pembanguna n yang
tak tepat sasaran, khususnya terkait dengan lokus kegiatan. Dengan
demikian hal ini akan menghindari/mengurangi potensi terjadinya
tumpang -tindih sasaran, ketidaktepatan alokasi anggaran, maupun
ketidaksesuaian perencanaan, hingga jadwal pelaksanaan , serta
monitoring menjadi lebih transparan dan terukur oleh semua pihak.
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Dal am tahap O0Penguat 2085A12028 npsenieontamags i 6
mendorong digitalisasi sektor pemerintahan yang diharapkan dapat
mendorong reformasi struktural serta memperbaiki prosedur dan tata
laksana pada institusi pemerintah sekaligus perilaku dan pola
interaksi dengan masyarakat. Perbaikan prosedur dan tata laksana
institusi pemerintah yang dimaksud didasarkan pada peran informasi
geospasial dalam transformasi digital dan ke wilayahan. Peran
informasi geospasial akan menjadi strategis dalam mendukung
kolaborasi yang diilakukan terhadap 3 (tiga) cakupan interaksi, yaitu

1) interaksi antar institusi pemerintah ( intra government ); 2) interaksi
pemerintah dengan pelaku usaha (  government to business /G2B); dan
3) interaksi pemerintah dengan masyarakat ( government to
citizen /G2C).

RPJMN  Tahun 2025 062029 juga menggunakan 5 (lima)
pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan
pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil
pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan,
sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat
dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan
dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i)
Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii)
Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v)
Pembangunan Berketa hanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan,
program, dan Kkegiatan pemerintah (pusat -daerah), serta inisiatif
pembangunan lainnya yang dilakukan oleh non state actors 54 .
Penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting salah satunya
dalam Transformasi Digi tal. Penyelenggaraan informasi geospasial
akan memainkan peranan penting dalam Transformasi Digital antara

lain melalui:

a. Upaya penyediaan informasi geospasial (baik IGD maupun IGT)
yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di
wilayah Indonesia secara berkelanjutan;

b. Optimalisasi sistem produksi data dan informasi geospasial
dasar/IGD terpadu berbasis cloud secara berkelanjutan;

c. Meningkatkan peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai
informasi geospasial secara elektronik;

d. Mendorong pengembang an teknologi penyelenggaraan informasi
geospasial untuk seluruh pengguna;

e. Meningkatkan peran industri geospasial; serta

Meningkatkan literasi geospasial di berbagai kalangan.

—h

54 |bid . Lampiran 1 halaman 80.
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Gambar 3. 2. Peranan penyelenggaraan informasi geospasial dalam
Transformasi Digital.
[Sumber: RPIJMN Tahun 2025 fi 2029 55, dengan penambahan]

Sebagai landasan arah kebijakan nasional bidang informasi geospasial,
RPJPN Tahun 20257/ 2045 meyat akan bahwa oOpenyediaart
informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, dan
bersinergi dengan bidang -bidang lainnya untuk mewujudkan tujuan
Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Hal tersebut dicapai
melalui arah kebijakan 56 :
a. penguatan JIGN agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh
masyarakat; dan
b. peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi
geospasial yang berkualitas.

Dalam Rancangan Awal RPJMN Tahun 20257 2029 disebutkan pula

pada bagian rincian prioritas nasional 0
dimana BIG terlibat dalam highlight intervensi kebijakan nasional
OPeningkatan | ayanan peringatan dini dan

bencanad ber sama dengainerkhitddineya.a pAdapunn st ans
indikasi lokasi untuk highlight intervensi dimaksud adalah meliputi
seluruh provinsi 57 .

55
56

57

Ibid . Lampiran 1 halaman 82.

Op.cit. Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025 fi 2045 . halaman 232.

Bappenas. (2024). Ringkasan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025 fi 2029 .halaman 94.
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Selanjutnya dalam RPJMN Tahun 20257 2029 disampaikan bahwa

informasi geospasial masuk dalam Highlight Intervensi Pembangunan

Kewilayahan, yakni pada Penguatan Ekosistem Percepatan

Pembangunan Daerah. Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah

akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan

Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi

dan pemerataan pembangunan. Te rkait informasi geospasial
dinyatakan bahwa oO0OPenyediaan data dan in
dan tematik, didukung dengan penguatan tata kelola untuk

meningkatkan akses dan pemanfaatannya serta pengembangan

sumber daya manusia bidangé. i nformasi geos

Ada pun Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada RPIJMN
Tahun 20257 2029 masuk ke dalam PN 2 - Memantapkan sistem
pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi
digital , ekonomi hijau, dan ekonomi biru; PN 6 - Membangun dari desa
dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,

dan pemberantasan kemiskinan; PN 7 - Memperkuat reformasi politik,
hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta PN

8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Di sisi lain, p enyelenggaraan informasi geospasial nasional juga perlu
mempertimbangkan kebijakan dan/atau arahan lain dalam
penyelenggaraan informasi geospasial pada skala nasional. Untuk
penyusunan Renstra BIG 20251 2029, dipertimbangkan pula
penahapan penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang
tertuang dalam Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi
Geospasial (Renduk IG) 2025 -2050.

Akselerasi Peningkatan Akses

dan Pemanfaatan Informasi
Geospasial di Berbagai Ekosistem Geospasial yang
Bidang Menuju Terwujudnya Andal untuk Mewujudkan
Ekosistem Geospasial Indonesia Emas 2045
Tahap |: 2025-2029 Tahap II: 2030-2034 Tahap lIl: 2035-2039 Tahap IV: 2040-2045 Pasca IE *: 2046-2050
Penyediaan Informasi Mewujudkan Ekosistem Ekosistem Geospasial
Geospasial Terintegrasi untuk Geospasial yang Andal yang Andal dan
Mendukung Inisiasi Ekosistem untuk Ekspansi Global Berkelanjutan untuk
Geospasial, Tujuan Mewujudkan
Pembangunan Berkelanjutan, Masyarakat Digital

dan Transformasi

* IE: Indonesia Emas

Gambar 3. 3. Tahapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025 -2050
[Sumber: Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial
2025 -2050, 202 55%9]

58 QOp.cit. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 i 2029 . Lampiran 1 halaman 207.

59 Op.cit. Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025 -2050, sebagaimana
telah disampaikan dalam ke giatan Pra -Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Informasi
Geospasial tanggal 26 Juni 2025
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Penahapan dalam Renduk IG tersebut juga telah diselaraskan dengan
RPJPN Tahun 2025 2045 . Untuk Tahap | pada periode 2025 2029,
penyelenggaraan informasi geospasial nasional akan memiliki tema

oOPenyedi aan Il nf or masi Geospasi al Terint e
Inisiasi Ekosistem Geospasial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,

dan Transformasi 0. Dapat di sampai kan
Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Tahap | periode 2025 fi

2029 i ni adal ah oMenjamin Ketersediaan dan
Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat

Di pertanggundgj.awabkano

Dalam periode 2025 2029 ini, pemerintah juga  menerapkan arahan
berupa Direktif presiden sebagai upaya menjaga fokus prioritas
pembangunan nasional baik secara sektoral maupun regional
(kewilayahan). Sebagai gambaran, untuk tahun 2026 telah ditetapkan

5 (lima) program Direktif Presiden, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi
Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan
Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah 61, Informasi geospasial dapat
berperan penting dalam Direktif Presiden tersebut, antara lain untuk
mengidentifikasi kebutuhan dalam tahap p erencanaan. Pelaksanaan
program -program tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan
spesifik masing -masing wilayah dan pelaksanaan program -program
tersebut akan dijabarkan dalam highlight intervensi pembangunan
wilayah di masing -masing provinsi 62,

3.2. Arah Kebija kan dan Strategi BIG

Arah Kebijakan dan Strategi K/L - dalam hal ini BIG - menjelaskan
mengenai Arah Kebijakan dan Strategi BIG secara lengkap, tidak hanya

yang dilaksanakan langsung oleh BIG tetapi juga mempertimbangkan
keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang
diperlukan  untuk  melaksanakannya. Arah Kebijakan BIG
dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan
kewenangan BIG.

Penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia dilaksanakan
dengan berlandaskan pada Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial 63 sebagai payung hukum utama.
Undang -Undang ini ditujukan untuk i) menjamin ketersediaan dan
akses terhadap informasi geospasial yang dapat
dipertanggungjawabkan; ii) mewujudkan penyelenggaraan informasi
geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama,
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; serta i) mendorong

60

61

62
63

Op.cit. Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025 -2050, sebagaimana
telah disampaikan dalam kegiatan Pra -Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Informasi
Geospasial tanggal 26 Juni 2025.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, halaman 192.

Ibid .
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah PenggantiUndang  -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
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penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Pasal 80
dinyatakan  bahwa  Pemerintah  Pusat wajib  memfasilitasi
pembangunan infrastruktur informasi geospasial untuk memperlancar
penyelenggaraan informasi geospasial. Infrastruktur informasi
geospasial sebagaimana dimaksud terdiri atas kebijaka n,
kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.
Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara
informasi geospasial, dimana penyelenggara utamanya di Indonesia
adalah BIG. Fasilitasi pembangunan infrastruktur informasi geos pasial
dilakukan oleh BIG, dan dapat melibatkan instansi pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan/atau setiap orang.

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perencanaan strategis
pembangunan, BIG harus menyusun kebijakan yang dapat mendorong

dan memfasilitasi pembangunan di bidang informasi geospasial serta
kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di berbagai lini. Hal ini

selaras dengan Penjelasan Pasal 80 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2021, dimana disampaikan pula bahwa kebijaka n
(informasi geospasial) bertujuan untuk mewujudkan integrasi
informasi geospasial dan kemudahan akses data dan informasi terkini

yang akurat bagi pengguna. Sasaran kebijakan informasi geospasial
adalah 1) terintegrasinya data yang dihasilkan antar penyele nggara
informasi geospasial sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan

dan anggaran penyelenggaraan informasi geospasial; dan 2)
terpenuhinya kebutuhan pengguna akan informasi geospasial yang
terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepa t dan
efisien 4 . Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui integrasi
dengan skema KSP dan SDI yang menjadi acuan dan pedoman bagi
pelaksanaan tata kelola data, serta ketersediaan data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses,
dan bagi pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku 65,

Dalam RPJMN Tahun 2025 2029 , BIG menjadi Pengampu Pencapaian
Indikator Kegiatan Prioritas untuk a) Persentase cakupan peta dasar

skala besar untuk wilayah Indonesia, b) Persentase simpul jari ngan
informasi geospasial dengan kinerja unggul, dan c) Persentase IGT yang
termanfaatkan 66 . Di samping itu, sebagaimana disampaikan
sebelumnya bahwa Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
pada RPIJMN Tahun 2025 2029 masuk ke dalam 4 (empat) prioritas
nasional, yaitu PN 2, PN 6, PN 7, dan PN 8. Prioritas Nasional
merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN

Tahun 2025/ 2029, dimana untuk pencapaian sasarannya, setiap PN

64

65

66

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Penjelasan Pasal 80 Ayat (2).
Disarikandari RPJPN 2025 fi 2045 yang diperkuat pula dengan bahan Lampiran Pidato Kenegaraan
HUT ke -78 Proklamasi Kemerdekaan RI.

Op.cit. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 fi 2029 . Lampiran Ill halaman 1.
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diterjemahkan dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP),
dan Proyek Prioritas (PRO -P) yang memiliki sasaran yang terukur
untuk memudahkan pelaksanaannya di K/L, Pemerintah Daerah, dan

Badan Usaha (BUMN, Swasta)

Tabel 3. 1. Garis Besar Indikasi Prioritas Nasional Tahun

2025 2029 yang

diampu oleh BIG
PN 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi

ekonomi hijau, dan ekonomi biru

syariah, ekonomi digital

PROP-P 1: Intensifikasi
Penyelesaian

Perundingan Perjanjian

KP 1: Percepatan
Penyelesaian
Perjanjian Batas

Maritim dan Batas Maritim Negara
Darat Indonesia

dengan Negara - Program

Tetangga dan Penyelenggaraan
tetap Informasi Geospasial
mengedepankan PROP-P 2: Intensifikasi
Prinsip Penyelesaian
Kedaulatan dan  perindingan Perjanjian
Kesejahteraan Batas Darat Negara
Rakyat dalam

Skema Good

- Program
Penyelenggaraan
Informasi Geospasial

Neighbour Policy

Kegiatan/ RO(Proyek):
Penyelenggaraan Informasi Geospasial
untuk penyelesaian Batas Wilayah:

- Dukungan Teknis Penetapan Batas
Maritim
- Titik Dasar dan Titik Referensi

Terverifikasi

Kegiatan/RO(Proyek):

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

untuk penyelesaian Batas Wilayah:

- Dukungan Teknis Perundingan Batas
Darat

- OBP RI-Malaysia

- Pilar Batas Negara Rl -RDTL

- Pilar Batas Negara Rl -PNG

PN 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

KP 3: Penguatan PRO-P 2: Penguatan
Tata Kelola dan  Kelembagaan Desa
Pemberdayaan
Desa Adaptif - Program
Penyelenggaraan

Informasi Geospasial
PN 7 -

Kegiatan/RO(Proyek):

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

untuk penyelesaian Batas Wilayah:

- Dukungan Teknis Percepatan Penegasan
Batas Desa/Kelurahan Pada tingkat
Ketelitian Peta Skala 1:5.000 1)

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

KP 2: Penguatan PRO-P 2: Pengembangan

Kapasitas Kompetensi Sumber
Kelembagaan dan  Daya Manusia
Sumber Daya Pemerintah Daerah
Manusia

Pemerintah - Program

Daerah Penyelenggaraan

Informasi Geospasial
PRO-P 3: Optimalisasi
Tata
Kelembagaan
Pemerintah Daerah

Kelola

Kegiatan/RO(Proyek):

Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur

Penyelenggaraan Informasi Geospasial:

- Pembinaan SDM Bidang Informasi
Geospasial 2)

Kegiatan/RO(Proyek):

Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur

Penyelenggaraan Informasi Geospasial:
- Pendampingan Peningkatan Kinerja
Simpul Jaringan Informasi Geospasial 2)
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- Program
Penyelenggaraan
Informasi Geospasial

PP 10 - Pemerintah Digital

KP 3: PRO-P 3: Peningkatan Kegiatan/RO(Proyek):
Pengembangan Kompetensi ASN  Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur
Kompetensi dan Pengelola Layanan  Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Budaya Digital Digital - Pembinaan SDM Bidang Informasi
ASN Geospasial 2)
- Program - Fasilitasi Formasi Jabatan Fungsional
Penyelenggaraan Surveyor Pemetaan Instansi Pemerintah

Informasi Geospasial

KP 5: Penguatan PRO-P 3: Peningkatan Kegiatan/RO(Proyek):
Ketersediaan dan  Akses dan Pemanfaatan Pembinaan Penyelenggara IGT dan

Pemanfaatan Informasi Geospasial Pengguna Informasi Geospasial:
Data Pemerintah Tematik - Pembinaan Penyelenggaraan IGT
- Kompilasi dan Integrasi Informasi
- Program Geospasial Tematik
Penyelenggaraan - IGT yang Termanfaatkan
Informasi Geospasial - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan

Kapasitas Geospasial
- Pengembangan Kerangka Peningkatan
Kapasitas Geospasial

- Peningkatan Kapasitas Berbagai
Komponen Ekosistem Geospasial
Indonesia

- Pembangunan Indonesia  Geospatial

Business Hu b untuk mewujudkan
hilirisasi Geospasial Indonesia

- Desain Pemanfaatan Data Geospasial
untuk Aksi Iklim

Kegiatan/RO(Proyek):

Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur

Penyelenggaraan Informasi Geospasial:

- Pendampingan Peningkatan Kinerja
Simpul Jaringan Informasi Geospasial  2)

- Kapasitas Penyimpanan Geospasial
Computing Center

- Perangkat Pengolah Data  Geospasial
Computing Center

- Perangkat pendukung kemudahan
akses Informasi Geospasial

- Perangkat penguatan infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi
untuk  mendukung berbagi pakai
Informasi Geospasial melalui JIGN

- Pemeliharaan Prasarana Geospasial
Computing Center

PRO-P 4: Penyediaan Kegiatan/RO(Proyek):

Peta Dasar Skala Besar Penyelenggaraan Peta Dasar:
- Data Geospasial Dasar Skala Besar
- Program 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP)
Penyelenggaraan - Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah
Informasi Geospasial Darat (ILASPP)

- Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi
Skala 1:25.000, 1:50.000, 1:500.000,
1:1.000.000
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- Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai
Skala 1:5.000

Kegiatan/RO(Proyek):

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

untuk penyelesaian Batas Wilayah:

Dukungan Teknis Percepatan Penegasan

Batas Desa/Kelurahan Pada tingkat

Ketelitian Peta Skala 1:5.000 1)

PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

PP 4 - Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna

KP 2. PRO-P 2: Pelayanan Kegiatan/RO(Proyek):

Peningkatan Peringatan Dini Penyelenggaraan  Sistem  Referensi
Layanan Multiancaman Bencana Geospasial Indonesia:

Peringatan  Dini - Perapatan Stasiun Ina -CORS

dan Penanganan - Program - Perapatan Stasiun Pasang Surut
Kedaruratan Penyelenggaraan Permanen

Bencana Informasi Geospasial - Pemantauan Penurunan Muka Air

Tanah (Amblesan Tanah)
- Titik Pantau Geodinamika yang dikelola

1) Menjadi satu KRO/RO di bawah Kegiatan: Penyelenggaraan Informasi
Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah

2) Menjadi satu KRO/RO di bawah Kegiatan: Fasilitasi Pembangunan
Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Indikasi Target dan Pendanaan dapat dimutakhirkan melalui Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan
Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta

c) Keterlibatan Peran pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan
Masyarakat .

RPJMN Tahun 2025@ 2029 juga memuat Indikasi Proyek Strategis
Nasional yang salah satunya terkait penyelenggaraan informasi
geospasial. Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai langkah
konkret untuk mendukung Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN
Tahun 20257 2029 . Ada pun Indikasi Proyek Strategis Nasional yang
diampu oleh BIG adalah Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000)
seluruh Wilayah Indonesia, yang merupakan proyek baru (bukan carry
over) dan masuk dalam kelompo k tema Hilirisasi, Industrialisasi, dan
Transformasi Digital 67.

67 |bid . Lampi ran | halaman 75, nomor 38.
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K informasi geosp asar akuisisi dan terobosan teknologi tersedia dalam berbagai skala untuk

terutama skala besar, masih rendah

Akses atas data/informasi geospasial masih
terbatas

Pemanfaatan informasi geospasial belum
optimal

seluruh wilayah NKRI

Akses data/informasi geospasial dapat
jangkau semua kal pengguna

v Peningkatan status simpul jaringan (JIGN)
dan tata kelola akses informasi geospasial

v Inisiasi hilirisasi pemanfaatan informasi
geospasial yang didukung oleh
pengembangan ekosistem informasi
geospasial, termasuk industri terkait

Iy
P

informasi geosp
sudah beragam, digunakan untuk
berbagai keperluan oleh berbagai
kalangan pengguna

* Tata kelola penyelenggaraan informasi

eospasial sudah cukup efisien dan
v' Peningkatan kuantitas, kompetensi, dan gfek:igf R

kapasitas SDM IG secara merata baik di
Pusat maupun Daerah

geospasial masih belum efisien dan efektif

Ketersediaan SDM bidang informasi
geospasial belum memadai

v Transformasi tata kelola penyelenggaran
informasi geospasial

Kuantitas dan kapasitas SDM bidang
informasi geospasial sudah memadai
baik di Pusat maupun Daerah

Gambar 3. 4. Critical Path dalam Penyusunan Arah Kebijakan Bidang
Informasi Geospasial

Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi bidang informasi

geospasial telah dilakukan pula analisis kesenjangan antara kondisi

saat ini dengan kondisi masa depan yang diharapkan, khususnya

dalam kurun waktu 2025 i 2029 . Dengan mempertimbangkan urgensi

pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan informasi geospasial,
pentingnya akses yang merata dan dapat dijangkau secara luas,
pemanfaatan informasi geospasial di berbagai sektor, pentingnya
kolaborasi dan peran para pemangku kepentingan ( stakeholders )
terkait, serta gambaran ekosistem informasi geospasial yang hendak
dicapai dalam periode Renstra BIG 2025 2029 ini maka garis besar
strategi penyelenggaraan informasi geospasial sesuai critical path

(Gambar 3.4) adalah sebagai berikut:

I. Percepatan pemetaa n dasar dengan akuisisi dan terobosan
teknologi;

ii. Peningkatan status simpul jaringan (JIGN) dan tata kelola akses
informasi geospasial,

iii. Inisiasi hilirisasi pemanfaatan informasi geospasial yang didukung
oleh pengembangan ekosistem informasi geospasial, te rmasuk
industri terkait;

iv. Transformasi tata kelola penyelenggaraan informasi geospasial
berdasarkan Rencana Aksi terkait agar dapat menjamin efisiensi,
efektivitas, penjaminan kualitas dan keberlanjutan;

I. Peningkatan kuantitas, kompetensi, dan kapasitas SDM Informasi
Geospasial secara merata baik di Pusat maupun Daerah.

Terkait percepatan pemetaan dasar, strategi yang dilaksanakan antara

lain meliputi a) Pemetaan secara bertahap dan sistematis antara lain
melalui penerapan kombinasi beberapa metode secara se lektif,
tergantung karakteristik wilayah (seperti melalui foto udara - LIDAR,
airborne Synthetic Aperture Radar (SAR) -citra satelit resolusi tinggi
(CSRT), Automated Feature Extraction (AFE) 0 Al, dan sebagainya) serta
b) Akuisisi bertahap dengan teknolog i akuisisi yang sesuai presisi dan
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karakter wilayah 68 . Penahapan dalam pemetaan peta dasar dan
akuisisi dimaksud dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Akuisisi: 2025-2027

; . Akuisisi: 2025-2026
Peta Dasar: 2025-2028 Peta Dasar: 2025-2027

r-

Akuisisi: 2025-2027
Peta Dasar: 2025-2028

-y “'.w e~V

'I” I Akuisisi: 20252099 ) ’ e

e Peta Dasar: 2025-2028

Gambar 3. 5. Strategi pelaksanaan pemetaan dan akusisi untuk penyediaan
peta dasar.
[Sumber: BIG, 2024]

Sementara untuk pemutakhiran peta dasar dapat dilaksanakan antara

lain melalui a) Penyediaan data indikatif, penggambaran produk
hukum, dan dukungan Teknis Pelaksanaan Penegasan Batas
Desa/Kelurahan (terkait percepatan penyediaan data batas wilayah
administrasi, khususnya data batas desa/kelurahan); b) Penerapan
keunggulan revolusi industri 4.0 di bidang informasi geospasial dalam
proses bisnis penyelenggaraan peta dasar seperti automation
penggunaan artifici al intelligence , machine learning, dan cloud
computing ; serta c) Peningkatan ketersediaan SDM BIG dengan
pendidikan yang sesuai untuk memberikan kemudahan dalam
memanfaatkan keunggulan revolusi industri 4.0 di bidang informasi
geospasial seperti automation , artificial intelligence, machine learning,
cloud computing untuk melaksanakan percepatan penyediaan peta
dasar skala besar seluruh wilayah Indonesia 69, Di sisi lain, Peraturan
BIG Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Informasi Geospasial juga memberikan gambaran menyeluruh tentang
proses pemutakhiran IGD dan penetapannya. Lebih dari itu, peraturan

ini menyoroti aspek penting terkait pemenuhan IGD yang belum
tersedia oleh penyelenggara IGT. Dalam hal ini penyelenggara IGT, yang
melibatkan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, badan
usaha, kelompok orang, dan/atau individu, diberikan arahan untuk
menjalin kerja sama/kolaborasi dalam melaksanakan
penyelenggaraan informasi geospasial secara optimal.

Selanjutnya terkait akse s dan simpul jaringan untuk memfasilitasi
berbagi pakai informasi geospasial, BIG telah menyusun penguatan

68 Dirangkum dari  Keputusan Kepala BIG Nomor 110.1 Tahun 2024 tentang Strategi Percepatan
Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024 -2029, untuk substansi
substansi terkait.

69 |bid .
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simpul jaringan antara lain melalui Peraturan Badan Informasi
Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur
Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
Penentuan status Simpul Jaringan juga diperbarui metode evaluasi
kinerjanya 79, dengan maksud a) penyelenggaraan informasi geospasial

di instansi pusat dan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan

efektif dan efisien s esuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku; b)
meningkatkan kualitas data informasi geospasial untuk perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; serta c) tercapainya

tujuan Satu Data Indonesia dalam kerangka tata kelola pemerintahan

berba sis elektronik yang terpadu  71. Pembaruan dimaksud antara lain
meliputi domain -domain penilaian telah ditingkatkan maturitasnya

serta dititikberatkan pada struktur penilaian Indeks Kinerja Simpul
Jaringan Informasi Geospasial yang telah diselaraskan terhada p 9
(sembilan) alur strategis ( strategic pathway ) pada United Nations -
Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF) 72,

INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL UNITED NATIONS - INTEGRATED

‘ GEOSPATIAL INFORMATION

. Regulasi FRAMEWORK/UN-IGIF
Kebijakan

e

Policy & Legal

Data

Hardware & Software ‘ .
Teknologi ‘ Innovation

Geoportal & Inovasi ‘

Standars

Ketersediaan DG 1G Partnerships

Standar

Kualitas DG IG ‘ Capacity & Education

Communication & Engagement

Sumber Daya

Gambar 3. 6. Keterkaitan infrastruktur IG dengan 9 Strategics Pa thways

UN-IGIF.
[Sumber: BIG, 2024]

Sementara itu terkait media untuk akses informasi geospasial secara

luas, dapat didorong optimalisasi pada geoportal spasial yang saat ini
dikembangkan oleh banyak daerah, yang merupakan bagian dari
simpul jaringan. Unit pengelola informasi geospasial pada simpul
jaringan berfungsi melakukan penyusunan, pengumpulan, penataan

dan pelayanan berbagi pakai data dan informasi geospasial di daerah.

Agar geoportal spasial sebagai unit p  engelola informasi geospasial di

70 Melalui Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam Pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial.

71 Berdasarkan hasil diskusi dan b ahan paparan sosialisasi evaluasi simpul jaringan dari Direktorat
Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial, Februari 2025.

72 UN-IGIF merupakan dasar dan panduan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, memperkuat
dan memaksi -malkan pengelolaan informasi geospasial dan sumber daya terkait di semua negara
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daerah dapat dimanfaatkan dan berfungsi dengan baik, maka harus
memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan tersebut yaitu adanya
kebijakan yang berpihak, serta adanya kelembagaan, standar,
teknologi, dan ketersediaan SDM.

Terkait pengembangan SDM bidang informasi geospasial, dapat
disampaikan bahwa dalam  Roadmap SDM Informasi Geospasial Tahun
2025 i 2029 73 disampaikan bahwa strategi untuk pengembangan SDM
bidang informasi geospasial mencakup 1) Peningkatan kesadaran
pentingny a SDM informasi geospasial; 2) Peningkatan kualitas
pendidikan formal bidang informasi geospasial; 3) Peningkatan kualitas
pelatihan profesional; dan 4) Peningkatan kewirausahaan bidang
informasi geospasial. Terkait hal ini, BIG melalui unit terkait akan
mendorong peningkatan jumlah, distribusi, dan kapasitas JF Surta
antara lain melalui 1) Penguatan regulasi keprofesian bidang informasi
geospasial, 2) Penyusunan standar dan kurikulum pelatihan JF Surta;

3) Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidi kan dan
pelathan SDM informasi geospasial, termasuk lembaga yang
menyelenggarakan penilaian, uji kompetensi, dan sertifikasi SDM
informasi geospasial; 4) Peningkatan literasi geospasial baik kepada
K/L/P maupun kalangan industri; serta 5) Peningkatan pera n
keprofesian bidang informasi geospasial dalam mendukung inkubasi
industri informasi geospasial  74.

Ada pun peningkatan literasi geospasial tidak hanya akan
dilaksanakan kepada kalangan pemerintah (K/L/P terkait) dan
industri bidang informasi geospasial, namun juga kepada kalangan
masyarakat luas dalam berbagai segmen secara bertahap. Pemerintah,
duniausahate rutama industri bidang informasi geospasial, akademisi,
dan masyarakat merupakan pilar para pemangku kepentingan
(stakeholders ) sekaligus pengguna dalam penyelenggaraan informasi
geospasial 7>. Literasi geospasial menjadi salah satu indikator dalam

Kotak 1:

Pemerintah Australia kini mengintegrasikan pendekatapatial reasoningsejak usia dini pada 3 tahun.
Dalam hal ini, penalaran spasial dinilai penting untuk mengasah kemampuan mengolah informasi da
memecahkan masalah serta sebagai prediktor utama keberhasilan seseorang dalam bidang sains,
teknologi, teknik, dan matematikascience, technology, engineering, and mathemati§3 EM). Skor
siswa Indonesia pada penilaian pelajar internasional, yaRnogramme for International Student

AssessmenfPISA) ditargetkan pemerintah bisa menyamai skor araiak di negara Organisasi untuk
Kerja samaEkonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2045.-Réganilai PISA menjadi salah sat
sasaran dan indikator dalam RPJMN Tal625t 2029

Sumber:University of Canberrdlan RPJMN Tahu2025t 2029

73 BIG, (2024). Buku Penyusunan Roadmap Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial Tahun
2025/ 2029, Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial 0 BIG, halaman 74 -76.

74 Dirang kum dari Buku Penyusunan Roadmap Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial Tahun
2025 2029 .

75 Menggunakan lingkup interpretasi atas beberapa bagian dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, de ngan substansi yang
terkait keterlibatan berbagai aktor dalam penyelenggaraan informasi geospasial.
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Renstra BIG 2025 i 2029 pada sasaran program di bawah Misi 3. Lebih
rinci substansi dan letak indikator ini dapat dilihat dalam Bab 4.

Dalam tatanan yang lebih maju, keseluruhan komponen sistem

penyelenggaraan informasi geospasial beserta para pemangku

kepentingan ( stakeholder ) termasuk aktor/pelaku, unit penyelenggara,

dan walidata merupakan kesatuan ekosistem informasi geospasial

yang utuh sekaligus bersifat kompleks. Saat ekosistem semakin

kompleks maka sesungguhnya 80% informasi yang ada di dunia

memiliki komponen spasial, dimana hal ini tentunya akan

meni ngkat kan rel evansi t er hea dPervujudand i ma n a
ekosistem informasi geospasial ini juga menjadi visi yang hendak

dicapai BIG melalui Renstra BIG 20251 2029.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa ekosistem
informasi geospasial merupakan suatu kerangka sistematis yang
bersifat dinamis dan integratif terkait pengelolaan  dan
penyelenggaraan informasi geospasial, dimana terjadi perpaduan
dinamis antara elemen kebijakan, data, teknolog i, SDM, dan kolaborasi
di berbagai tingkatan pemanfaatan informasi geospasial. Ekosistem
dimaksud dapat melingkupi berbagai sistem dan/atau sub -sistem di
dalamnya ( system of system atau SoS), yang saling berkolaborasi dan
terintegrasi. Ekosistem ini akan d apat terwujud saat perpaduan
elemen -elemen tersebut dapat berkembang dan bergulir di berbagai
komunitas pelaku (individu/organisasi/ mes
saling berinteraksi melalui informasi dan teknologi geospasial di
lingkungannya masing -masing. Mirip dengan ekosistem alam,
ekosistem geospasial bersifat dinamis; keseimbangan dapat terganggu
setiap saat dan memerlukan waktu lama untuk pulih dari gangguan
(disruption ) yang terjadi sebelumnya.

Secara global, ekosistem informasi geospasial saat ini telah
berkembang lebih jauh dari tataran Geopasial 2.0, yang nampaknya

akan terus bergulir pesat dengan perkembangan GeoAl, 3D technology ,
dan metaverse menuju tataran/era perkembangan geospasial
selanjutnya (Geospasial 3.0 atau 4.0.). Geospasial 2.0 memf okuskan
pada peny oaeisizedfits-ad | 6 p lasd-derwice nfPaaS) dalam
melakukan berbagai analisa (geo-analytics ). Dari sisi pengambilan

keputusan, per kembangan geo-awaren decisiomb u h k a n
making 0 , sement ar pengguna imenwmcslkan k al an ggeor 0O
awareusers 6. Sementara itu terkait perkembang
fenomena dimaksud juga mendorong berkembangnya model bisnis X-
as-a-service yang di sebut j uga s e blyghng asmo d e | b i
Serviceo , yakni i stil ah kol ektif yang me n

geospasial semakin menyadari nilai yang diberikan oleh produk, alat,
dan teknologi sebagai layanan, yang disediakan melalui jaringan dan

76 UN-GGIM. (2020). Future Trends in Geospatial Information Management: The Five to Ten Year Vision
0 ThirdEdition .
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sesuai dengan permintaan konsumen 77, Hal ini dapat dilihat lebih jauh
pada Gambar 3.7.

"

Fokus pada penyediaan “one-size-fits-all
platform-as-a-service (Paas)

Infrastruktur data dan knowledge menjadi tempat

dimana geo-data dan non geo-data diperoleh, @
diubah, dan dikirimkan ke pengguna J

Informasi geospasial akan bersifat near real-time menuju
real-time (baik dari sisi kebutuhan, konten/muatan

substantif maupun penyelenggaraan dan penyediaannya)

Keamanan dan perlindungan terhadap data dan pengguna
IG, serta hak kekayaan intelektual bersifat absolut

prosesnya bersifat lintas-multi disiplin, dimana SDM
tidak lagi didominasi bidang geospasial/geomatika

Dari sisi pengguna, pesatnya perkembangan informasi
geospasial memunculkan “geo-aware users”

Berkembangnya “geo-aware decision-making” yang

Q

Sumber: Penyusun (2024), dirangkum dari beberapa referensi.

Gambar 3. 7. Ekosistem Geospasial dalam era Geospasial 2.0.
[Sumber: dirangkum dari UN  -GGIM, 2022; WGIC,2021; GWF, 2020 dan
2022 dengan penyesuaian]

Namun demikian terdapat beberapa faktor prediktif lain yang bersifat
asosiatif -strategis, yang juga akan menjadi p  ertimbangan sebagai
rasionalitas dalam penyusunan Renstra BIG 2025d 2029, di
antaranya:

i. Kebutuhan pemetaan dan analisis geospasial dalam rangka
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
Sustainable Development Goals (SDGs), yang di level global
diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030;

ii. Peningkatan kebutuhan penggunaan informasi geospasial pada
sektor -sektor strategis yang saat ini dinamikanya sangat tinggi dan
bersifat kritis seperti sektor pangan, energi, dan air yaitu melalui
pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air atau Food-Energy -Water
Nexus (FEW Nexus) sebagaimana disampaik an dalam RPJPN Tahun
2025/ 2045 dan RPJMN Tahun 2025 2029 ;

iii. Permintaan yang tinggi pada sektor infrastruktur, khususnya
architecture -engineering -construction (AEC) di kawasan Asia
(termasuk Indonesia) serta sektor perhubungan terkait efisiensi
moda transport asi menuju kendaraan ramah lingkungan dan

kendaraan otonom (beserta integrasinya) atau connected and
autonomous vehicles (CAVS);

iv. Adanya/tumbuhnya kebutuhan digital twin  antara lain untuk
akselerasi smart city nasional menuju digital twin dan

77 UN-GGIM: Private Sector Network, and Geospatial World (2021), Geospatial Industry Advancing
Sustainable Development Goals
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pengembangan | bu Kota Nusantara (IKN) yang baru di Kalimantan
Timur.

Pola peningkatan pemanfaatan informasi geospasial di berbagai sektor

akan berkorelasi positif dengan peningkatan nilai ekonomi informasi
geospasial baik berupa pendapatan ekonomi ( economic revenue ) dengan
tumbuhnya industri informasi geospasial di sektor hilir, maupun

dalam bentuk multiplier effect dalam aktivitas ekonomi di berbagai
bidang (misalnya dengan  cost saving dan pengambilan keputusan yang
lebih  tepat), terwujudnya efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,

dan lain sebagainya. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan
apabila dilakukan studi menyeluruh tentang kontribusi informasi
geospasial terhadap ekonomi nasional di Indonesia, maka manfaat
ekonomi dan manfaat sosial yang diperoleh akan jauh lebih besar
dibandingkan dengan nilai investasi yang ditanamkan pada
penyediaan peta dasar skala besar di seluruh wilayah Indonesia,
peningkatan kualitas simpul jaringan, dan pengembangan SDM bidang
informasi geospasial.

Sementara itu untuk menjamin penyelenggaraan informasi geospasial
sesuai dengan tata kelola yang diharapkan, salah satu cara yang dapat
ditempuh adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung
pengelolaan data geospasial. UN-ESCAP, 2024 mengungkapkanb ahwa
kunci terwujudnya hal ini adalah melalui 4As: to make geospatial data
available , accessible , affordable and actionable . Di samping itu
pemerintah juga harus membangun lingkungan yang kondusif bagi
pelibatan para pengguna (khususnya pengguna akhir), se rta dapat
mendorong kolaborasi dan kemitraan. Hal ini dapat dilakukan melalui
inovasi, peningkatan kapasitas, dan pelaksanaan tata kelola data
melalui serangkaian kegiatan sebagaimana dapat dicermati dalam
Gambar 3.8 78, Salah satu masukan terhadap strategi BIG pada Renstra
Tahun 20257 2029 yang dapat ditindaklanjuti adalah pembuatan
forum penyelenggara informasi geospasial 9,

78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2024). Geospatial
Practices for Sustainable Development in  East and North -East Asia 2024: A Compendium. United
Nations publication . Bab 4, halaman 130 dengan penyesuaian.

79 Masukan Bappenas kepada tim penyusun Renstra BIG Tahun 2025 2029 pada forum konsultasi
Renstra di Bogor, 18 Desember 2024.
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« Ensure data is available

+ Streamline data
accessibility

« Making data affordable

« Turning data actionable

» Geospatial literacy

+ Supporting innovation

« National and regional
cooperation

« Enable users of « Regulatory
digital innovation frameworks
+ Engaging end
users
« Improve
collaboration and

public-private « Infrastructure
partnerships development

Gambar 3. 8. Creating a geospatial enabling environment.
[Sumber: UN -ESCAP, 2024]

Dengan berbagai basis bukti, referensi, kebijakan, dan strategi yang

telah diuraikan di atas maka rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, akan menjadi
landasan bagi BIG untuk memenuhi tuntutan kebutuhan s ekaligus
perkembangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial selama
kurun waktu 20257 2029 . Di samping itu, diharapkan dengan
rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut BIG mampu
menjembatani kesenjangan antara kondisi penyelenggaraan in formasi
geospasial saat ini dengan harapan yang ingin dicapai selama periode
20257 2029 sebagai Tahap | dari pembangunan jangka panjang
menuju Indonesia Emas 2045. Berikut ini disampaikan gambaran
skema keseluruhan atas visi, misi, tujuan dan sasaran strate gis dalam
Renstra BIG 2025 A 2029 (Gambar 3.9).
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Visi BIG: “Terwujudnya Ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang
Inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Penguatan Transformasi
Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi 1 Misi 2 Misi 3
Mempercepat Penyediaan Mendorong Hilirisasi Informasi Mewujudkan Tata Kelola
Informasi Geospasial yang Geospasial untuk Mendukung Pemerintahan yang Bersih

Akurat, Mutakhir, dan Dapat Perumusan Kebijakan, dalam Memperkuat
Dipertanggungjawabkan Pengambilan Keputusan, dan Transformasi Menuju
Inovasi di Berbagai Bidang Indonesia Emas

Tujuan 1 Tujuan 2 Tujuan 3

Menjamin ketersediaan informasi Meningkatnya penggunaan Tata kelola pemerintahan yang baik
geospasial yang akurat, mutakhir, dan informasi geospasial diBIG
dapat dipertanggungjawabkan di
wilayah Indonesia

Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 2 Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 4 Sasaran Strategis 5

‘ Tersedianya informasi || Meningkatnya kualitas Meningkatnya berbagi Meningkatnya peran Meningkatnya tata

geospasial yang akurat, Infrastruktur informasi pakai informasi industri geospasial kelola pemerintahan

mutakhir, dan dapat geospasial geospasial yang baik di BIG
dipertanggungjawabkan

di wilayah Indonesia
secara berkelanjutan

N —

Gambar 3. 9. Bagan Kerangka Visi -Misi -Tujuan -Sasaran Strategis dalam

3.3.

Renstra BIG 2025 2029 melalui Pendekatan Penjenjangan Kinerja.

Kerangka Regulasi

Peraturan Presiden  Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 0 Pasal 1
mengemukakan bahwa oKerangka Regulasi adalah perencanaan
pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga

dalam rangka memfasilitasi, mend  orong, dan mengatur perilaku
masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan

ber negarKarangka Regulasi disusun  sebagai bentuk
operasionalisasi dari Arah Kebijakan K/L. Kerangka Regulasi pada
Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antar alain Undang -Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Menteri/Lembaga. Kerangka Regulasi tersebut diperlukan untuk
melaksanakan Strategi K/L guna mencapai Sasaran Strategis KI/L.
Selain itu, Kerangka Regulasi K/L Tahun 2025 2029 juga diarahkan
untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada
RPJMN. Tidak hanya itu, Kerangka Regulasi dapat pula disusun
sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting,
mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional.
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RPJPN 2025-2045;
RPJMN 2025-2029;
Arahan Presiden/Menteri;
*  Amanat peraturan perundang-undangan;
> +  SDGs;
*  Kekosongan hukum atau kebutuhan hukum masyarakat;
Hasil evaluasi kerangka regulasi dalam RPJMN.

Legalitas;

Kebutuhan;

Beban yang ditimbulkan;
Perencanaan regulasi.

Kerangka

Kerangka regulasi jangka menengah;

UUD 1945, RPJPN, dan RPJMN;

Diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau
mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan
penyelenggara negara;

Hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang
ada;

Disusun berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011.

Fasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
Mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat;
Mempertimbangkan asas-asas pembentukan regulasi;
Kebutuhan regulasi dalam RKP dan Renja untuk mendukung
kebijakan dalam RPJMN dan arah pembangunan;

Pelibatan pemangku kepentingan.

Gambar 3. 10. Logical Framework dalam Penyusunan Kerangka Regulasi.

Selain mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025 i 2029, penyusunan
kerangka regulasi didasarkan pada 1) RPJPN Tahun 2025 2045 ; 2)
Arahan Presiden/Menteri; 3) Amanat peraturan perundang -undangan;
4) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development

Goals); 5) Kekosongan hukum atau kebutuhan hukum masyarakat;
dan 6) Hasil evaluasi kerangka regulasi dalam RPJMN. Sementara itu,
khusus untuk Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan

Lembaga/Peraturan Badan, kriterianya adalah 1) Sudah memiliki draf

Rancangan Pera turan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan
dimaksud dan 2) Dapat dipastikan selesai pada tahun pelaksanaan.

Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2011 memberikan mandat kepada
BIG sebagai penyelenggara informasi geospasial. Hal ini dipertegas pula
dengan tugas pokok BIG sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial
-di mana dinyatakan pada Pasal 3
tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi
geospasi aluthya ddlaenl Pasal 4 dinyatakan bahwa dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIG

ayat

menyelenggarakan fungsi -fungsi di antaranya a) Perumusan,

penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi
geospasial; b) Pelaksanaan keb ijakan teknis di bidang informasi
geospasial; dan c¢) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang informasi geospasial. Di samping itu, BIG juga mendukung

(1)
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upaya -upaya para pihak dalam penyediaan informasi rencana tata
ruang secara digital da n perizinan usaha (termasuk izin lokasi)
berbasis risiko di berbagai bidang yang didukung sistem terintegrasi
secara elektronik 80,

Terkait tata kelola regulasi, konsep kolaborasi menjadi penting di
tengah perlunya intensitas tinggi koordinasi dalam setia p lembaga,
baik pemerintah, dunia usaha/pasar maupun masyarakat sipil itu

sendiri. Dengan adanya keselarasan dalam regulasi, lembaga -lembaga
dapat saling berkoordinasi, berbagi informasi, dan bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama. Sinergi ini memungki nkan peningkatan
efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, serta
mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan antarlembaga.
Sinkronisasi regulasi juga memberikan kepastian konsistensi dan
prediktabilitas dalam peraturan yang berlaku 81,

Secara garis besar usulan kerangka regulasi untuk Renstra BIG 2025 i
2029 terdiri atas:

1. Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) vang berlaku pada BIG (Revisi)

Penyusunan kerangka regulasi ini merupakan penyesuaian

terhadap:

i. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, di mana terdapat penyesuaian terhadap
jenis PNBP yang baru dan perubahan tarif sehingga perlu
mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP;

ii. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak;

iii. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara
Bukan Pajak;

iv. Keputusan Kepala BIG Nomor 11.1 Tahun 2025 tentang
Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di
Badan Informasi Geospasial

Penyusunan kerangka regulasi ini juga dilakukan untuk
penyesuaian jenis layanan informasi geospasial (yang dikenakan
tarif) sesuai perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan,
termasuk formulasi perhitungan tarif layanan. Selain itu
penyusunan kerangka regulasi ini dilaksanakan  untuk
mengakomodasi mekanisme kemitraan dalam mengelola PNBP di
BIG, termasuk K erja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan
Usaha Milik Negara (KPBUMN). Dalam hal ini mitra instansi
pengelola PNBP dapat dilakukan melalui kerja sama antara
pemerintah pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam
penyelenggaraan informasi geospasial dasar (KP  BUMN) dan/atau

80 Bappenas. (2022). Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023 -2045.

81 Bappenas dan LP3ES. (2023). Menuju Indonesia Emas Refleksi Dan Visi Pembangunan 2005 -2045.
Halaman Xxvi.
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kerja sama penggunaan informasi geospasial dasar secara
komersial.

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Rencana Induk
Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Penyusunan kerangka regulasi ini merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomo r 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Informasi  Geospasial khususnya Pasal 15, di mana
penyelenggaraan informasi geospasial mengacu pada Rencana
Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial . Rencana Induk
Penyelenggaraan Informasi Geospasial dimaksud disus un dengan
memperhatikan paling sedikit a) ketersediaan | nformasi Geospasial
yang mutakhir;  b) kebutuhan pembangunan nasional; c) kebijakan
prioritas nasional; dan d) perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial
sudah bersifat mendesak karena baik kalangan pemerintah
(K/L/P), dunia usaha (khususnya kalangan industri informasi
geospasial), serta kelompok masyarakat terkait sangat
membutuhkan acuan dan pegangan dala m penyelenggaraan
informasi geospasial secara lebih terarah, baik untuk i)
pengumpulan data geospasial, ii) pengolahan data geospasial dan
informasi geospasial, iii) penyimpanan dan pemeliharaan data
geospasial dan informasi geospasial, iv) penyebarluasan data
geospasial dan informasi geospasial, maupun untuk  v) penggunaan
informasi geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pembentukan

Standar Data Geospasial

Sesuai dengan amanat Standar Data pada Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi

Geospasial , khususnya Pasal 119, di mana pembinaan kepada

penyelenggara IGT dilakukan melalui pengaturan dalam bentuk

penerbitan peraturan perundang -undangan, pedoman, standar,
dan spesifikasi teknis serta sosialisasi nya.

Secara eksplisit penyusunan kerangka regulasi ini juga sesuai

amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019

tentang Satu Data Indonesia 0 pasal 6:

(1) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau
Instansi Daerah ditetapkan oleh Pemb ina Data tingkat pusat.

(2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar
Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenuhi  kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan
fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data
yang telah ditetapkan oleh Pembina  Data tingkat pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai
dengan kewenangan selaku  Pembina Data tingkat pusat.
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Pembentukan standar data terdiri atas 3 (tiga) tahapan vyaitu
pengusulan, harmonisasi dan penetapan. Pengusulan dilakukan
instansi pusat kepada pembina data (BIG). BIG bertugas
melakukan telaah dan bertindak selaku koordinator d alam
harmonisasi dengan melibatkan instansi pengusul, akademik
maupun pengguna. Standar data yang dibentuk kemudian
dilakukan reviu dan evaluasi setiap 5 tahun sekali atau jika
diperlukan.

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Teknis

Pelak sanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Penyusunan kerangka regulasi ini merupakan turunan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan 0 Pasal 18 ayat (2) hur uf c: Instansi pembina mempunyai
tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Penyusunan kerangka
regulasi ini diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan
jabatan fungsional Surveyor Pemetaan pada inst ansi pemerintah
baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bersifat standar dan
transparan. Badan Informasi Geospasial selaku instansi pembina
jabatan fungsional Surveyor Pemetaan diberikan tugas untuk
menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabat an
fungsional Surveyor Pemetaan.

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang 1) Tata cara
pelaksanaan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha (PB) di
sektor informasi geospasial, kompetensi, dan peningkatan
kapasitas pengawas pada sektor informasi geospasial, serta 2)
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif,
mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang
berwenang.

Penyusunan regulasi ini merupakan tindak lanjut atas amanat
dalam Peraturan Pemerintah No mor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya
pada ketentuan:

i. Pasal 5 0 ayat (2), di mana penyelenggaraan Perizinan
Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) meliputi pula sektor
(di antaranya) informasi geospasial;

ii. Pasal 182 - dPB sektor informasi geospasial meliputi kegiatan
usaha:

a. perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan informasi
geospasial,

b. pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode
terestris, metode fotogram etri dan pengindraan jauh, atau
hidrografi; dan

c. pengolahan dan pengelolaan data dan informasi
geospasial o.
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iii. Pasal 334 - dPengawasan terhadap PB pada sektor informasi
geospasial dilakukan oleh badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang informasi geospasial berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini  dan ketentuan peraturan
perundang -undangano.

iv. Pasal 335 0 OKetentuan mengenai tata cara pelaksanaan
pengawasan terhadap PB di sektor informasi geospasial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, kompete nsi, dan
peningkatan kapasitas pengawas pada sektor informasi
geospasial diatur dalam peraturan kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi
geospasial 6.

v. Pasal 518 & OSetiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan  ketidaksesuaian atau pelanggaran
terhadap PB pada sektor informasi geospasial, dikenai sanksi
administrative berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara;

c. pengenaan denda administratif; dan/atau

d pencabutan PB6.

vi. Pasal 519:

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 518 diberikan oleh kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi
geospasial berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administra tif, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam
peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Rangkaian kebutuhan kerangka regulasi tersebut sesuai dengan

amanat dan ketentuan peraturan perundang -undangan serta tugas
dan fungsi BIG sebagai regulator di bidang informasi geospasial.
Dengan demikian untuk Renstra BIG 20251 2029 dapat

disampaikan kebutuhan kerangka regulasi sebagaimana terlampir
dalam Lampiran Il |I.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan seperangkat aturan i baik formal
maupun informal A yang mencakup standar, norma, serta prosedur
untuk mengatur, membatasi, dan memberikan insentif atau disinsentif
terhadap perilaku para aktor yang berint eraksi dalam suatu sistem.
Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Informasi
Geospasial (BIG), penyusunan kerangka kelembagaan dilakukan
dengan memperhatikan prinsip ~ -prinsip strategis sebagai berikut:

1. Kelembagaan yang dibentuk harus memperti mbangkan
keterkaitan, kontribusi dan perannya dalam mencapai tujuan
pengembangan jangka panjang, prioritas pembangunan, dan visi
dan misi Presiden;
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2. Penataan kelembagaan di setiap K/L mengacu pada kebijakan
pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
peraturan perundangan -undangan, dan memperhatikan prinsip
efektif, efisien, dan transparan;

3. Kerangka kelembagaan yang disusun mampu mendukung dan
mewujudkan rencana kerja yang diamanatkan dalam dokumen
perencanaan dengan mempertimbangkan visi dan misi KI/L,
struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya disesuaikan
dengan kapasitas pengelolaan sumb  er daya K/L; dan

4. Kerangka kelembagaan disusun berdasarkan hasil evaluasi
kelembagaan dan mengedepankan pada kerja sama para pihak
yang terlibat dengan memperhatikan pembagian
kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dan daerah
sehingga membatasi pembentu  kan lembaga baru.

Selain prinsip -prinsip tersebut, penyusunan kerangka kelembagaan
juga merujuk pada sejumlah dokumen dan arahan strategis yaitu 1)

Visi dan misi Presiden; 2) RPJPN Tahun 2025 i1 2045 ; 3) RPIJMN Tahun
20251 2029 ; 4) Arahan Presiden/Menteri; 5) Amanat peraturan
perundang -undangan; dan 6) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals ). Secara teknis, kerangka kelembagaan
disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, vyaitu:
kesesuaian, urgensi, dan kelayakan.

Kerangka kelemb agaan disusun untuk mendukung pelaksanaan

rencana kerja secara nyata, dengan memperhatikan:

1. keselarasan dengan visi dan misi kementerian/lembaga;

2. penyesuaian struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya
dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia; dan

3. ketersediaan anggaran yang memadai.
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Visi dan Misi Presiden;
RPJPN 2025-2045;

RPJMN 2025-2029;

Arahan Presiden/Menteri;
Amanat perundang-undangan.

/ +  Kesesuaian;

+  Urgensi;
+  Kelayakan.

«  Selektif berdasarkan kebutuhan;

*  Mengutamakan penguatan kelembagaan,
penguatan tusi, proses bisnis, dan koordinasi;

*  Kelembagaan ad-hoc perlu fokus ke penguatan
fungsi lembaga dari segi kapabilitas, cara kerja,
pengelolaan kinerja, dan berdasarkan kerangka
regulasi.

Kerangka
Kelembagaan

+  Mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi dan
peran dalam mencapai tujuan;

+ Mengacu pada kebijakan pembangunan,
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
peraturan perundang-undangan;

+  Efektif, efisien, dan transparan;
* Mendukung dan mewujudkan rencana kerja;
+ Disusun berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan.

Y

Gambar 3. 11. Logical Framework dalam Penyusunan Kerangka
Kelembagaan

Selain sebagai landasan perencanaan, penyusunan kerangka
kelembagaan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap struktur
organisasi yang telah ada, guna memastikan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaannya. Sebagai bagian dari kerangka tersebut, berikut
disampaikan struktur organisasi Badan Informasi Geospasial
berdasarkan Peraturan BIG Nomor 7 Tahu n 2023 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial.
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Gambar 3. 12. Struktur Organisasi BIG.

Dalam rangka mencapai visi BIG

informasi

geospasial

nasional

2025 fi 2029, struktur organisasi dan
kelembagaan BIG harus disesuaikan dengan arah kebijakan lembaga
2025 i 2029 serta kondisi dan tuntutan kebutuhan di bidang informasi
geospasial yang terus berkembang. Untuk mewujudkan ekosistem

yang inovatif,

terintegrasi,

berkelanjutan untuk penguatan transformasi (sesuai Visi BIG
2029 0 Terwujudnya

Inovatif,

Terintegrasi,

dan

Ekosi
Berkelanjutan

stem |

untuk

dan
2025

nf or masi
Penguatan
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Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045 6) , s t orgatkishsidan
penguatan aspek kelembagaan lainnya di BIG diharapkan mampu
menjawab tuntutan misi yang akan diemban BIG selama periode
2025 i 2029.

Terkait Misi 1  BIG, vyaitu OMempercepat Penyediaan Informasi

Geospasial yang Akurat Mutakhir , dan Dapat

Dipert anggungj awabkanoé s éeMewupdkdiTaaKelBlg yakni
Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi menuju

I ndonesia Emaso6 pada dasarnya sudah cukup
organisasi BIG saat ini. Namun demikian perlu penambahan fungsi

terkait pengembangan inovasi teknologi penyelenggaraan informasi

geospasial sesuai bidangnya masing -masing. Inovasi tersebut dapat

terkait dengan inovasi teknologi, tata kelola, layanan, serta subtansi

tematik dalam pemanfaatan informasi geospasial untuk tem a-tema

prioritas pembangunan seperti Food-Energy -Water Nexus (FEW Nexus)

dan blue economy sebagaimana disampaikan dalam RPJPN Tahun

2025 i 2045 dan RPJMN Tahun 2025 2029 .

Pengembangan inovasi dimaksud dapat disinergikan dengan
pelaksanaan Misi 2:  dMendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk
Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan
Inovasi di Berbagai Bidang 6, yang memer | ukan pengua
struktur organisasi BIG beserta aspek kelembagaan terkait. Penguatan
dimaksud antara lain:

a. Perlunya dibentuk unit kerja yang khusus menangani industri
bidang informasi geospasial. Keberadaan unit kerja ini menjadi
semakin urgent dan imperatif dengan telah terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam peraturan pemerintah
ini BIG diberikan amanat untuk melaksanakan penyelenggaraan
perijinan berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) di sektor informasi
geospasial, termasuk di dalamn ya kegiatan pengawasan.
Tuntutan regulasi dan kebutuhan ini memerlukan unit kerja yang
dedicated untuk penyelenggaraan PB dan PB UMKU dimaksud,
terlebih lagi karena hal ini akan berhubungan dengan mitra kerja
di tingkat pusat dan daerah serta pelaku usaha.

Selain itu, unit kerja ini akan melakukan inisiasi dan
pengembangan inkubasi industri bidang informasi geospasial,
sebagai bagian dari upaya hilirisasi pemanfaatan informasi
geospasial sekaligus kolaborasi bersama pilar kalangan swasta
(pelaku usaha dan industri). Di samping itu 0 sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 0 unit dimaksud
akan menjadi wadah pembinaan dan pengembangan bagi sektor
informasi geospasial, khususnya terkait kegiatan usaha a)
perencanaan dan pengawasan penyelengga raan informasi
geospasial; b) pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis
metode terestris, metode fotogrametri dan pengindraan jauh, atau
hidrografi; dan c) pengolahan dan pengelolaan data dan informasi
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geospasial, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemer intah Nomor
28 Tahun 2025 dimaksud

Dapat disampaikan pula bahwa penyelenggaraan PB dan/atau PB
UMKU akan menjadi salah satu faktor penentu dalam pencapaian
(peringkat) tingkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing
Business (EoDB) Indonesia di mata dunia, pada beberapa tahun
ke belakang. EoDB saat ini sudah berubah menjadi Laporan
oBusiness Ready 6 -Ré&ady)82. Laporan ini secara transparan
mengevaluasi iklim bisnis dan investasi suatu negara, antara lain

melalui prosedur perijinan dan kemudahan berusaha pad a tahap
busines entry (untuk berinvestasi atau memulai usaha di suatu
lokasi).

b. Perlunya peningkatan kewenangan Balai Layanan Jasa dan
Produk Geospasial, hal ini dikarenakan balai merupakan ujung
tombak penyelenggaraan layanan PB dan/atau PB UMKU di
sektor informasi geospasial. Balai berfungsi sebagai user
support/helpdesk  dalam penyelenggaraan layanan PB dan/atau
PBUMKU, yang nantinya akan bermuara pada sejauh mana BIG
dapat mendukung tingkat kemudahan berusaha atau B-Ready di
Indonesia.

82 Laporan B-Ready dikeluarkan oleh Bank Dunia ( World Bank ) sebagai pengganti EoDB, yang
sebelumnya telah secara rutin diterbitkan. B-Ready menilai iklim usaha berdasarkan 3 (tiga) pilar
utama, yaitu kerangka regulasi ( regulatory framework ), layanan publik ( public services), dan
efisiensi operasional ( operational effiency ). B-Ready juga memberikan penilaian atas 10 (sepuluh)
aspek perekonomian terkait.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam mewujudkan visi dan misi BIG, telah ditetapkan 3 (tiga ) Tujuan

dan 5 (lima ) Sasaran Strategis atas program yang diampu. Ada pun

terkait program, dapat dikelompokkan berdasarkan penerima manfaat,

yakni:

1) Program Generik - Program generik merupakan program yang
didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
menjalankan pemerintahan (birokrasi) internal K/L. Dalam hal ini

program generik untuk Renstra BIG 20257 2029 adalah
oDukungan Manaj emeno,;
2) Program Teknis - Program teknis merupakan program yang

didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan yang telah
ditetapkan dalam RPJMN dan RKP. Program Teknis memuat
Kegiatan dan Keluaran (Output) terkait tugas dan fungsi teknis K/L
termasuk Keluaran (output) yang mendukung pencapaian Prioritas
Nasional. Penerima manfaat program teknis merupakan eksternal

K/L. Program teknis dalam Renstra BIG 2025 2029 adalah
oOPenyelenggamasain Gedspasial 0.

BIG menyusun program dan kegiatan dengan rincian dan indikator
sebagaimana disampaikan dalam beberapa tabel berikut. Program dan
kegiatan ini juga mempertimbangkan berbagai elemen konsideran

sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan
untuk memastikan bahwa sasaran yang ingin dicapai dapat lebih
terfokus dan terukur. Dengan demikian, pelaksanaan program

diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tabel 4. 1. Renstra BIG 2025 fi 2029 : Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 1.
Program Kegiatan

Sasaran Strategis 1 (SS -1):
Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di
wilayah Indonesia secara berkelanjutan

Indikator SS -1:

1.1 Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia

1.2 Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia

1.3 Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di
wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional

Program  2: Penyelenggaraan Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial
Informasi Geospasial Indonesia

Sasaran Program 2.1 : Sasaran Kegiatan 1.1: Terselenggaranya SRGI yang mutakhir
Meningkatnya ketersediaan di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan
Informasi  Geospasial  Dasar Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:

termutakhir di wilayah Indonesia 1. Persentase (%) pemenuhan kebutuhan stasiun Ina -CORS
sebagai acuan penyelenggaraan untuk Sistem Referensi Geospasial Horizontal di wilayah
Informasi Geospasial, dengan Indonesia

indikator sebagai berikut: 2. Persentase (%) pemenuhan kebutuhan stasiun pasang

surut untuk Sistem Referensi Geospasial Vertikal di
wilayah Indonesia




Program

Persentase (%) ketersediaan
SRGI Hori zontal di wilayah
Indonesia

Persentase (%) ketersediaan
SRGI Vertikal di wilayah
Indonesia

Persentase cakupan Peta
Dasar Skala Besar untuk
Wilayah Indonesia
Persentase (%) cakupan Peta

Dasar skala  menengah
termutakhir di  wilayah
Indonesia

Persentase (%) cakupan Peta
Dasar skala kecil
termutakhir di wilayah
Indonesia

Persentase (%) dukungan
teknis BIG dalam

penyelesaian batas wilayah
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Kegiatan

3. Persentase (%) cakupan model geoid Indonesia dengan
ketelitan 10cm untuk Sistem Referensi Geospasial
Vertikal di wilayah Indonesia

4. Persentase (%) ketersediaan data koordinat horizontal
yang dihasilkan stasiun Ina  -CORS

5. Persentase (%) ketersediaan data pasang surut yang
dihasilkan stasiun pasang surut

Kegiatan 2: Penyelenggaraan Peta Dasar

Sasaran Kegiatan 2.1:  Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar

termutakhir di wilayah darat Indonesia sebagai acuan

penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator

sebagai berikut:

1. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala besar
termutakhir di wilayah darat Indonesia

2. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala
menengah termutakhir di wilayah darat Indonesia

3. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala kecil
termutakhir di wilayah darat Indonesia

Sasaran Kegiatan 2.2:  Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar

termutakhir di  wilayah laut dan pantai Indonesia sebagai

acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan

indikator sebagai berikut:

1. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala besar
termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia

2. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala
menengah termutakhir di wilayah laut dan pantai
Indonesia

3. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala kecil
termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia

Sasaran Kegiatan 2.3:  Tersedianya nama rupabumi baku di

wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi

Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase (%) nama rupabumi baku di wilayah darat
Indonesia

2. Persentase (%) nama rupabumi baku di wilayah laut dan
pantai Indonesia

Kegiatan 3: Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk
Penyelesaian Batas Wilayah

Sasaran Kegiatan 3.1:  Meningkatnya dukungan teknis BIG

dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah, dengan

indikator sebagai berikut:

1. Persentase (%) batas desa/kelurahan yang telah
diverifikasi pada skala  1:5.000

2. Persentase (%) segmen batas daerah provinsi dan
kabupaten/kota yang telah diverifikasi pada skala
1:5.000

3. Indeks kemajuan penyelesaian penegasan batas negara
wilayah darat

4. Indeks kemajuan penyelesaian penegasan batas negara
wilayah maritim

5. Persentase (%) pemenuhan tanda

batas negara

Program  2:
Informasi Geospasial

Penyelenggaraan

Kegiatan 4: Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik
(IGT)




Program Kegiatan

Sasaran Program 2.2
Meningkatnya

ketersediaan

Informasi Geospasial Tematik

termutakhir  untuk seluruh

wilayah Indonesia, dengan

indikator sebagai berikut:

1. Persentase (%) cakupan
Informasi Geospasial
Tematik  penugasan dari

Pemerintah Pusat

2. Persentase (%) rekomendasi
penyelesaian tumpang
tindih Informasi Geospasial

Tematik
3. Tingkat efekti vitas
penyelenggaraan Informasi
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Sasaran Kegiatan 4.1: Meningkatnya  ketersediaan IGT

termutakhir yang ditugaskan kepada BIG, dengan indikator

sebagai berikut:

1. Persentase (%) cakupan wilayah IGT

2. Persentase (%) cakupan wilayah IGT
ditugaskan kepada BIG

3. Persentase (%) cakupan wilayah a
Informasi Geospasial

hasil integrasi
tertentu yang

tlas dan t erapan

Kegiatan 5: Pembinaan Penyelenggara Informasi Geospasial
Tematik (IGT) dan Pengguna Informasi Geospasial (IG)

Sasaran Kegiatan 5.1 : Meningkatnya tema IGT yang telah
dibina, dengan indikator sebagai berikut:
1. Persentase (%) IGT terbina yang diselenggarakan oleh

Informasi Geospasial

Sasaran Program 2.3

Meningkatnya optimalisasi
sistem produksi Data dan
Informasi Geospasial  Dasar

terpadu berbasis cloud secara
berkelanjutan, dengan indikator
sebagai berikut:

1. Persentase (%) optimalisasi

sistem produksi terpadu
untuk mendukung
penyelenggaraan  Informasi

Geospasial Dasar

Geospasial Nasional melalui Pemerintah  Pusat sesuai dengan tugas dan
koordinasi, integrasi, dan kewenangannya
sinkronisasi program 2. Persentase (%) IGT terintegrasi yang diselenggarakan
penyelenggaraan Informasi oleh Wali Data IGT sesuai dengan tugas dan
Geospasial kewenangannya
Sasaran Kegiatan 5.2:  Terselenggaranya koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi program penyelenggaraan Informasi
Geospasial nasional, dengan indikator sebagai berikut:
1. Persentase (%) realisasi rekomendasi kebijakan
pelaksanaan Rencana Aksi  Penyelenggaraan Informasi
Geospasial
Program 2: Penyelenggaraan Kegiatan  7: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan 7.1:  Terselenggaranya layanan  Geospatial
Computing Center untuk memfasilitasi operasionalisasi sistem
produksi data dan informasi geospasial dasar terpadu, dengan
indikator sebagai  berikut:
1. Persentase (%) pemenuhan kapasitas Geospatial
Computing Center untuk memfasilitasi produksi data dan
informasi geospasial dasar

Sasaran Kegiatan 7.5:  Meningkatnya kapasitas penyimpanan
Geospatial Computing  Center untuk  penyelenggaraan
Informasi G eospasial, dengan indikator sebagai berikut:
1. Persentase (%) kapasitas penyimpanan Geospatial
Computing Center yang dapat dipenuhi dibanding total
kapasitas yang diperlukan

Sasaran Strategis 1 (SS -1) terkait

0 &rsedianya Informasi Geospasial

yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah

Indonesia secara berkelanjutan 6
dan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan. Ketiga

mencakup 3 (tiga)
Sasaran Program dimaksud

pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelenggarakan produksi
IGD dan IGT beserta pemutakhirannya, dalam rangka menjamin

ketersediaan informasi geospasial di wilayah

Indonesia. Sasaran

Program ini juga menjadi upaya menjawab beberapa isu strategis

dalam kelompok isu 1)
khususny a Peta Dasar Skala Besar yang
masalah yang berkontribusi

Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar,
Masih Rendah;
pada kelompok isu 2)

serta masalah -
Akses atas

Sasar



Data/Informasi

Geospasial
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Masih Terbatas

Informasi Geospasial Belum Optimal.

Pada SS-1 kegiatan meliputi
Indonesia

Geospasial
Penyelenggaraan

Penyelenggaraan
(SRGI), Penyelenggaraan Peta
Informasi Geospasial untuk Penyelesaian Batas

dan 3) Pemanfaatan

Sistem Referensi
Dasar,

Wilayah, Penyelenggaraan IGT, Pembinaan Penyelenggara IGT dan

Pengguna Informasi Geospasial, serta Fasilitasi Pembangun an
Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
Tabel 4. 2. Renstra BIG 2025 fi 2029 : Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 2.
Program Kegiatan
Sasaran Strategis 2 (SS -2):
Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial
Indikator SS -2:
2.1 Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial
Program 2: Penyelenggaraan Kegiatan  7: Fasilitasi Pembangunan  Infrastruktur
Informasi Geospasial Penyelenggaraan Informasi  Geospasial
Sasaran Program 2.4 Sasaran Kegiatan 7.2:  Tersedianya standar kompetensi SDM
Meningkatnya kapabilitas SDM Informasi Geospasial sesuai perkembangan teknologi dan
Bidang Informasi Geospasial, kebutuhan, dengan indikator sebagai berikut:
dengan indikator sebagai berikut: 1. Persentase (%) pemenuhan standar kompetensi SDM
1. Persentase (%) pemenuhan Informasi Geospasial
infrastruktur pembinaan
SDM Informasi Geospasial Sasaran __ Kegiatan 7.3: Terjaminnya kualitas tenaga
2. Persentase (%) SDM profesional bidang Informasi Geospasial, dengan indikator
Informasi Geospasial sebagai berikut:
Nasional yang kompeten 1. Presentase (%) pemenuhan kualitas lembaga sertifikasi
kompetensi bidang Informasi Geospasial
2. Persentase (%) SDM Informasi Geospasial yang
meningkat kualitasnya melalui sertifikasi bidang
Informasi Geospasial
3. Persentase (%) formasi Jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan yang diusulkan oleh instansi pemerintah
4, Persentase (%) SDM Informasi Geospasial yang

meningkat kualitasnya melalui uji kompetensi Jabatan
Fungsional Surveyor Pemetaan

Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan 6.1:
kompetensi SDM Informasi Geospasial, dengan
sebagai berikut:

1. Tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi

Terselenggaranya pengembangan
indikator

2. Persentase (%) pemenuhan kapasitas pusat
pengembangan kompetensi Informasi Geospasial
Program 2: Penyelenggaraan Kegiatan  7: Fasilitasi Pembangu nan Infrastruktur

Informasi Geospasial

Sasaran Program 2.5

Meningkatnya kepatuhan

penyelenggaraan Informasi

Geospasial pada standar

penyelenggaraan Informasi

Geospasial, dengan indikator

sebagai berikut:

1. Persentase (%) Informasi

Geospasial yang
diselenggarakan sesuai

dengan standar

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan 7.4: Tersedianya standar yang dapat

dimplementasikan  dalam  penyelenggaraan  Informasi

Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase (%) pemenuhan standar
Informasi Geospasial

2. Persentase (%) implementasi standar penyelenggaraan
Informasi Geospasial

penyelenggaraan
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Program Kegiatan

Informasi Geospasial

Sasaran Program 2.7

Terselenggaranya tata kelola
penyelenggaraan Informasi
Geospasial, dengan indikator

sebagai berikut:

1. Persentase (%) pemenuhan
tata kelola dalam
penyelenggaraan Informasi
Geospasial

Program 2: Penyelenggaraan Kegiatan  7: Fasilitasi Pembangunan  Infrastruktur
Informasi Geospasial Penyelenggaraan Informasi  Geospasial
Sasaran Program 2.6 Sasaran _Kegiatan 7.6: Meningkatnya inovasi teknologi
Berkembangnya teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator
penyelenggaraan Informasi sebagai berikut:
Geospasial untuk seluruh 1. Persentase (%) pemenuhan inovasi  teknologi
pengguna Informasi Geospasial, penyelenggaraan Informasi Geospasial
dengan indikator sebagai berikut:
1. Persentase (%) implementasi

inovasi  teknologi  dalam

penyelenggaraan Informasi

Geospasial
Program 2: Penyelenggaraan Kegiatan  7: Fa silitasi Pembangunan Infrastruktur

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan 7.7:
yang diperlukan dalam  penyelenggaraan
Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase (%) pemenuhan kebija kan penyelenggaraan
Informasi Geospasial Nasional
2. Persentase (%) peningkatan kualitas penyelenggara

Informasi Geospasial K/L/P

Penguatan kebijakan dan kelembagaan
Informasi

Sasaran Strategis 2 (SS -2)
Informasi Geospasial
(enam) Sasaran Kegiatan.

dimaksudkan untuk
geospasial, yakni

memperlancar penyelenggaraan inform

informasi geospasial

kelembagaan, teknologi, standar, dan SDM

t e Mkningkatnya kualitas infrastruktur

6 mencakup 4 (empat) SaG ar an
Keempat Sasaran Program tersebut
menjamin kualitas infrastruktur informasi

sarana dan prasarana yang digunakan untuk

sebagaimana dimaksud terdiri atas kebijakan,
83

asi geospasial. Infrastruktur

Kegiatan p ada SS-2

meliputi Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan
Informasi Geospasial dan Penyelengg araan Layanan Informasi
Geospasial.

Sasaran Program ini

isu strategis terkait 1) Tata Kelola Penyelenggaraan

juga menjadi upaya untuk menjawab utamanya
Informasi

Geospasial Masih Belum Sesuai Harapan; serta 2) Ketersediaan dan

Kapasitas SDM Bidang Inform

Tingkat Pusat maupu

n Daerah.

Tabel 4. 3. Renstra BIG 2025 fi 2029 : Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 3.

Kegiatan

asi Geospasial Belum Memadai baik di

Program

Sasaran Strategis 3 (SS -3):
Meningkatnya berbagi pakai

Indikator SS -3:

Informasi Geospasial

3.1 Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan

83 Op.Cit. Peraturan Pemerintah
Geospasial , Pasal 80.

Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi



Program

Program 2: Penyelenggaraan
Informasi Geospasial

Sasaran Program 2.8
Meningkatnya peran JIGN untuk

memfasilitasi  berbagi  pakai
Informasi Geospasial  secara
elektronik, dengan indikator

sebagai berikut:

1. Persentase (%) penguatan
penghubung Simpul
Jaringan Nasional

2. Persentase (%) penguatan
Simpul Jaringan BIG

3. Tingkat kemudahan akses

4. Persentase Simpul Jaringan
Informasi Geospasial
dengan Kinerja Unggul
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Kegiatan

Kegiatan  7: Fasilitasi Pembangunan  Infrastruktur

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan 7.8:  Pengembangan dan pengelolaan sistem

akses penghubung Simpul Jaringan, dengan indikator sebagai
berikut:
1. Persentase (%)  Simpul
kemampuan pertukaran data
2. Persentase (%) Simpul Jaringan eksisting yang mampu
melakukan pertukaran data

Jaringan baru dengan

Sasaran Kegiatan 7.9: Meningkatnya kemudahan akses

terhadap Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai

berikut:

1. Kecepatan akses terhadap portal berbagi pakai Informasi
Geospasial

2. Persentase (%) penguatan
informasi dan komunikasi

infrastruktur  teknologi

Program  2: Penyelenggaraan
Informasi Geospasial

Sasaran Program 2.9:
Meningkatnya kualitas layanan
informasi geospasial bagi seluruh
pengguna informasi geospasial,
dengan indikator sebagai berikut:
1. Indeks pelayanan publik

Kegiatan 6: Penyelenggaraan layanan informasi geospasial

Sasaran Kegiatan 6.2 : Meningkatnya kualitas layanan jasa

dan produk Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai

berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi
Geospasial

2. Persentase (%) Realisasi Layanan Penjualan Produk dan
Layanan Jasa PNBP dibandingkan dengan target
Layanan Penjualan Produk dan Layanan Jasa PNBP

Program 2: Penyelenggaraan
informasi geospasial

Sasaran Program 2.10:
Meningkatnya kapasitas
pengguna informasi  geospasial,
dengan indikator sebagai berikut:
1. Persentase (%) pengguna
informasi geospasial
2. Indeks literasi geospasial

Kegiatan 5. Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna
Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan 5.3: Meningkatnya Kapabilitas K/L/P

Pengguna Informasi geospasial, dengan indikator sebagai

berikut:

1. Persentase (%) pemenuhan naskah kebijakan untuk
peningkatan penggunaan IG

2. Persentase (%) instansi Pemerintah Pusat (K/L) dan
Pemerintah Daerah yang memiliki Kapabilitas dalam
Menggunakan IG untuk Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran Kegiatan 5.4: Meningkatnya penggunaan Informasi
Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:
1. Persentase (%) Komunitas/Kelompok Masyarakat yang
telah memenuhi kriteria literasi geospasial
2. Persenta se (%) Atlas yang dimanfaatkan
3. Persentase IGT yang termanfaatkan

Sasaran Kegiatan 5.5:  Meningkatnya pengguna Informasi

Geospasial pada industri, dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase (%) industri yang memanfaatkan Informasi
Geospasial

Strategis 3 (SS -3)
geospasial 0

mencakup 3

t e r Meaingkatny® berbagi pakai informasi
(tiga) Sasaran

Kegiatan. Terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi fokus dalam Sasaran

Strategis 3 ini yaitu, aspek berbagipakai, layanan,

pembinaan kepada

Program
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pengguna informasi geospasial. Di samping itu, terdapat upaya
peningkatan literasi geospasial yang perlu dilaksanakan secara
sistematis dengan muatan dan segmentasi literasi geospasial yang
tepat sasaran. Literasi merupakan salah satu bagi an dari rekaman
pengetahuan ( tacit and explicit knowledge ). Selain itu terdapat rekaman
pengetahuan lainnya antara lain, pengalaman, keterampilan, dan
database 84.

Kotak 2:

Literasi geospasial adalah kemampuan untuk menafsirkan, menggunakan, dan menykéin informasi
dan data geospasial. Memiliki literasi geospasial berarti mampu mengekstrak informasi dari sumber
daya geospasial visual atau tekstual dan menempatkan informasi tersebut dalam konteks dan
penggunaan. Literasi geospasial mencakup pemahamantsisy manusia dan alam, penalaran
geografis, dan pengambilan keputusan sistematis berdasarkan aspek keruangan. Literasi geospasial
seringkali dianggap sebagasebagiandari kemampuan untuk membaca peta.

Sementara itu, terdapat 5 (lima) tingkatanliterasi yang bersifat umum dan mendasar. Kelima
tingkatan ini dibagi dalam tingkat kedalaman dan kemampuan dasar, yaitu 1) Kemampuan baca,

tulis, hitung, dan pembentukan karakter; 2) Kemampuan untuk mengumpulkan sumber referensi
atau bahan bacaan yang tgangkau, akurat, terkini, terlengkap, terpercaya; 3) Kemampuan untuk
memahami yang tersirat dan tersurat; 4) Kemampuan berinovasi dalam kreativitas, di mana hal ini
dapat menjadi antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi; serta 5) Memiliki ilmu
pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang atau jasa
yang dapat digunakan dalam kompetensi global.

Sumber: dirangkum darsiyanbola (2019); Moorman, (2019); Moraest al, (2021);Sebastiaret al, (2023).

Ketiga sasaran program di atas akan menjadi upaya untuk menjawab
permasalahan dalam kelompok isu 1) Akses atas Data/Informasi
Geospasial Masih Terbatas; 2) Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi
Geospasial Masih Belum Sesuai Harapan; dan 3) Pema nfaatan
Informasi Geospasial Belum Optimal. Kegiatan pada SS -5 meliputi
Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi
Geospasial, Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial, serta
Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik da n
Pengguna Informasi Geospasial.

Tabel 4. 4. Renstra BIG 2025 i 2029 : Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 4.

Program Kegiatan

Sasaran Strategis 4 (SS -4):
Meningkatnya peran industri geospasial

Indikator SS -4:
4.1 Persentase (%) kapasitas pelaku industri bidang Informasi Geospasial di Indonesia

Program 2: Penyelenggaraan Kegiatan 7: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur
Informasi Geospasial Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Sasaran Program 2.11 : Sasaran Kegiatan 7.10:  Tersedianya regulasi dan kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan terkait industri geospasial, dengan indikator sebagai berikut:
industri  geospasial, dengan 1. Persentase (%) pemenuhan regulasi dan kebijakan terkait
indikator sebagai berikut: industri Informasi Geospasial

84 Sekretariat Nasional SDGs, Mei 2024.


https://typeset.io/authors/raimi-abidemi-asiyanbola-50449jc4t4
https://typeset.io/authors/jerusa-vilhena-de-moraes-dpl8y9v4lt
https://typeset.io/authors/jaume-binimelis-sebastian-1c2tekqu
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Program ‘ Kegiatan
1. Persentase (%) pemenuhan
industri geospasial nasional Sasaran Kegiatan 7.11:  Terselenggaranya fasilitasi inkubasi
bisnis bidang informasi geospasial, dengan indikator sebagai
berikut:

1. Persentase (%) pemenuhan fasilitasi inkubasi bisnis
informasi geospasial

2. Persentase (%) pemenuhan industri Informasi Geospasial
hilir

Sasaran Stra tegis 4 (SS-4) terkait OMeni ngkatnya
geospasial o, mencakup 1 (satu) Sasaran

Kegiatan. Sasaran Strategis 4 berikut ini beserta turunannya berperan
penting untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam
penyelenggar aan informasi geospasial. Secara lebih spesifik melalui
Sasaran Program 2.9 di atas, kolaborasi dimaksud merupakan upaya
untuk meningkatkan peran industri informasi geospasial sebagai salah

satu bagian dari kelompok pemangku kepentingan (yaitu dari kalanga n
pelaku usaha -sektor industri), agar dapat tumbuh dan berkembang
guna mendukung penyelenggaraan informasi geospasial. Untuk
periode 2025i 2029, BIG akan menyusun regulasi dan kebijakan
terkait industri geospasial (Sasaran Kegiatan 7.10) dan memfasilitasi
inkubasi bisnis bidang informasi geospasial (Sasaran Kegiatan 7.11),
yang akan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pembangunan
Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Tabel 4.4 di atas juga
akan terkait dengan hilirisasi informasi geospasial (terdapat pada Misi

3). Selanjutnya Sasaran Program 2. 11 dimaksud akan menjadi upaya
untuk menjawab permasalahan pada kelompok isu strategis -
Pemanfaatan Informasi Geospasial Belum Opti mal.

Tabel 4. 5. Renstra BIG 2025 fi 2029 : Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 5

Program Kegiatan

Sasaran Strategis 5 (SS -5):
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG

Indikator SS -5:
5.1 Nilai reformasi birokrasi BIG

Program 1: Dukungan Kegiatan 8: Penyelenggaraan Kesekretariatan
Manajemen
Sasaran _ Kegiatan 8.1: Terselenggaranya tata kelola

Sasaran Program 1.1: perencanaan yang efektif dan efisien, dengan indikator
Meningkatnya pelaksanaan sebagai berikut:
Reformasi Birokasi General BIG 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dalam mendukung kolaborasi, (SAKIP)
dengan indikator sebagai berikut: 2. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
1. Nilai Reformasi Birokrasi 3. Nilai kinerja perencanaan anggaran
2. Persentase (%) Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi General Sasaran Kegiatan 8.2:  Terwujudnya budaya birokrasi

yang dilaksanakan BerAKHLAK dengan ASN profesional, dengan indikator

sebagai berikut:
1. Indeks sistem merit
2. Indeks BerAKHLAK
3. Persentase (%) pegawai BIG meningkat kompetensinya

Sasaran __ Kegiatan _8.3: Terselenggaranya tata kelola
pemerintahan akuntabel, dengan indikator sebagai berikut:

1. Tingkat digitalisasi arsip
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Program ‘ Kegiatan

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran
Indeks pengelolaan aset

Indeks tata kelola pengadaan

Opini BPK

Indeks kepuasan layanan umum

ourwN

Sasaran __ Kegiatan _ 8.4: Terselenggaranya hubungan

masyarakat dan kerja sama di bidang Informasi Geospasial,

dengan indikator sebagai berikut:

1. Brand Awareness Index

2. Persentase (%) kerja sama yang dilaksanakan dibanding
dokumen kerja samayang ditandatangani

3. Jumlah kolaborasi lintas sektor antar pemangku
kepentingan

4. Persentase (%) peningkatan pengguna Layanan Informasi
Geospasial

Sasaran Kegiatan 8.5: Terselenggaranya layanan hukum,
dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks reformasi hukum

2. Indek s kualitas kebijakan

Sasaran Kegiatan 8.6: Meningkatnya pengendalian internal
BIG, dengan indikator sebagai berikut:

1. Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas
Indeks Survei penilaian integritas

Persentase (%) penyampaian LHKPN

Persentase (%) penyampaian SPT tahunan

abrwn

4.2.

Sasaran Strategis 5 (SS-5 ) Medingkatnya tata kelola pemerintahan

yang baik di Bl Go6 , mencakup 1 (satu) Sasaran
Sasaran Kegiatan. Ada pun kegiatan pada SS -5 ini adalah
penyelenggaraan kesekretariatan.

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada SS -5 merupakan upaya
untuk menjawab langsung permasalahan yang terdapa t dalam
kelompok isu - Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Masih Belum Sesuai Harapan. Terkait hal ini, di samping aspek
integritas dan akuntabilitas yang ditekankan untuk mewujudkan good
governance, tata Kkelola yang diharapkan dapat memperkua t
transformasi dan juga dapat mendorong serta mengakselerasi
kolaborasi lintar sektor antar pemangku kepentingan. Sebagaimana

telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa kolaborasi lintas

sektor (melalui berbagi pakai dan inovasi di bidang informasi
geospasial) juga menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai BIG

dalam periode 2025 2029 .

Kerangka Pendanaan

Kompleksitas yang dihadapi dalam mewujudkan ekosistem informasi
geospasial harus diimbangi dengan kapasitas pendanaan yang
kerangkanya disusun jelas terkait sumber pendanaan dan
mekanismenya. Investasi untuk penyelenggaraan informasi geospasial
sampai saat ini masih bergantung kepada anggaran Pemerintah
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(termasuk pinjaman/hibah luar negeri). Pelibatan swasta dalam
penyelenggaraan informasi geospasial masih terbatas pada
pemanfaatan, belum dalam bentuk kerja sama .

Investasi Pemerintah untuk penyelenggaraan informasi geospasial
belum dapat mengimbangi kebutuhan pendanaan yang sebenarnya
dibutuhkan. Diperlukan pengelolaan secara cermat terkait
ketersediaan pendanaan yang terbatas dan tidak memiliki kepastian
tinggi (sangat tergantung dari penda patan negara), sehingga sasaran
strategis yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan yang
cermat dilakukan dengan menyusun skala prioritas anggaran, dalam

hal ini alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada program dan
kegiatan yang memegang peran  penting dalam pencapaian prioritas
penyelenggaraan informasi geospasial untuk mendorong terwujudnya
ekosistem informasi geospasial. Sebagaimana diketahui bersama
bahwa prioritas penting dalam penyelenggaraan informasi geospasial

di periode 2025 2029 adalah penyediaan informasi geospasial dasar,
khususnya peta dasar skala besar di wilayah Indonesia.

Selain itu diperlukan efisiensi atas penggunaan alokasi dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk
belanja terkait operasional aga r alokasi yang terbatas menjadi lebih
berdaya guna. Terlebih dengan diterbitkannya Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Ang  garan 2025.

Untuk itu, kerangka pendanaan untuk mewujudkan ekosistem

informasi geospasial diarahkan sebagai berikut:

1. Total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sebagaimana
tercantum pada Lampiran | adalah Rp8.108.226.712.000,00;

2. Sumber pendanaan ada lah APBN yang terdiri atas Rupiah Murni
(RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerja sama Pemerintah
dan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN), serta Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP);

3. Sumber pendanaan melalui Rupiah Murni (RM) difokuskan untuk
mendanai program dan kegiatan yang memiliki urgensi tinggi
(harus segera dilaksanakan), kompleksitas rendah, persyaratan
relatif mudah, dan biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu 1 -2
tahun;

4. Sumber pendanaan melalui Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
dif okuskan untuk proyek -proyek yang memiliki urgensi tinggi,
kompleksitas tinggi (membutuhkan teknologi atau pendekatan
tertentu yang belum pernah dilaksanakan sendiri), persyaratan
relatif kompleks, dan biasanya dapat dilaksanakan dalam kurun
waktu lebih pan jang. Pendanaan melalui Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang
menghasilkan alih teknologi baru yang belum ada di Indonesia;
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5. Sumber pendanaan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan
Usaha Milik Negara (KPBUMN) di fokuskan untuk proyek -proyek
yang memiliki urgensi relatif rendah, berjangka panjang, serta
dapat memberikan value for money bagi Pemerintah dan perbaikan
layanan kepada masyarakat;

6. Sumber pendanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada
dasarnya akan d igunakan untuk mendanai penyediaan dan
peningkatan layanan informasi geospasial yang berkualitas dan
terukur dan mendorong peningkatan PNBP pada BIG.
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BAB V
PENUTUP
Perlahan tapi pasti, i nformasi geospasial yang andal menjadi bagian
tidak terpisahkan dari kebutuhan di  era informasi dan ekosistem

digital secara global. Hal ini menguat tidak hanya di kalangan
pemerintah, namun juga menyentuh kalangan pelaku usaha,
akademisi, dan masyarakat luas, khususnya terk ait dengan pelayanan
publik, akses dan mobilitas, serta teknologi informasi. The United
Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information
Management (UN-GGIM) telah menyatakan bahwa data/informasi
geospasial merupakan bagian dari obyek yang men jadi hak bagi
masyarakat/publik. Selanjutnya UN -GGIM juga mempublikasikan
serangkaian jenis informasi yang bersifat sangat mendasar bagi akses
masyarakat atas informasi geospasial, di antaranya (kerangka)
referensi untuk penentuan posisi, jaringan transpor tasi, tutupan lahan
dan penggunaan lahan, serta wilayah administratif dan fungsional
lainnya. Dengan demikian fungsi  -fungsi informasi geospasial menjadi
target strategis yang tak terhindarkan, dimana hal ini akan menyentuh
banyak lini dan membutuhkan kolab orasi dengan para pemangku
kepentingan ( stakeholders ) terkait.

Di tingkat nasional, RPJPN Tahun 20251 2045 telah memberikan
sinyal kuat bahwa informasi geospasial merupakan bagian penting
dalam perencanaan pembangunan nasional dan pengembangan
wilayah menuju Indonesia Emas 2045. RPJPN Tahun 2025 2045
menyatakan bahwa o0OKetersediaan, a&ses, da
dan informasi geospasial saat ini masih menjadi permasalahan utama.
Secara fundamental, data dan informasi geospasial dibutuhkan untuk
menyusun perencanaan pengembangan kewilayahan. Ketersediaan
data informasi geospasial terutama pada data geospasial dasar skala
besar, masih belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia. Data
geospasial yang sudah tersedia juga masih sulit diakses karena
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) vyang belum
sepenuhnya berfungsi sesuai tata kelola yang diharapkan. Pad a tingkat
daerah, pemerintah daerah masih belum dapat merencanakan dan
menyediakan petanya sendiri, sedangkan data yang tersedia di tingkat
pusat belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di

daerah. Hal tersebut terutama disebabkan oleh rendahny a
ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang informasi geospasial
bai k di tingkat pusat maupun daer aho.

Penyusunan Ren cana Strategis BIG 2025 A 2029 ini merupakan siklus
lima tahunan perencanaan pembangunan nasional yang penting bagi
implementasi  kebijak an nasional dan pencapaian sasaran
pembangunan baik secara sektoral maupun kewilayahan. Dokumen ini
diharapkan dapat memberikan perspektif yang visioner atas
penyelenggaraan informasi geospasial dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Rencana Strategis BIG 2025 i 2029 menjadi titik awal
untuk memperkuat transformasi, khususnya di bidang informasi



-101 -

geospasial agar dapat menopang upaya -upaya pembangunan nasional

menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, pelaksanaan

Rencana Strategis BIG 20251/ 2029 tidak lepas dari manajemen

pemantauan dan pengendalian pembangunan nasional sebagaimana

telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025 2029 . Sebagai bagian

dari upaya memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional,

pengendalian pela ksanaan RPJMN Tahun 2025 2029 dirancang

dengan pendekatan yang lebih terarah dan terstruktur dalam
mendukung keberhasilan Program Prioritas Presiden secara efektif dan
efisien. Pengendalian Program Prioritas Presiden menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari alur pemantauan dan evaluasi RPJMN Tahun
2025 2029 yang dil aksanakan secara tahunan 85,

Diharapkan Rencana Strategis BIG 20251 2029 dapat mendukung

terlaksana dan suksesnya pelaksanaan Program Prioritas Presiden

sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 2029 .
Pelaksanaan Rencana Strategis BIG 2025 2029 juga diha rapkan

dapat memperkuat transformasi dalam rangka mengawali periode baru
pada penyelenggaraan informasi geospasial jangka panjang, serta
menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem informasi

geospasial nasional yang didukung oleh komitmen, strategi yang  efektif

untuk mewujudkannya, serta kolaborasi aktif bersama para pemangku
kepentingan.

85 Op.cit. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 fi 2029 . Lampiran | halaman 281.
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

s P Out /S Target Anggaran (dalam juta rupiah) Unit
PROGRAM/KEGIATAN T PN ( ClimeN () LOKASI Satuan Organisasi
Kegiatan ( Output )/ Indikator
2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelaksana
BADAN INFORMAS| GEOSPASIAL 952.025 2.271.253 2.700.540 1.435.417 748.992
Deputi
Bidang IGD
Program Penyelenggaraan Informasi ~ Geospasial 775.253 2118731 | 2.453208 | 1.170.511 | 457.989 8i (?ai%”r'GT
Deputi
Bidang IIG
6445 Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 59.455 30.178 92.246 86.506 77.463
6446 Penyelenggaraan Peta Dasar 573.862 1.753.438 2.008.151 752.988 66.528
6447 Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial 11.500 13.727 36.978 45.384 44.739
6448 Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial 100.260 299.711 243.603 219.497 226.696
6449 Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial 6.815 13.950 21.715 15.187 5.672
7063 Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik 6.200 7.727 28.540 26.777 10.300
7064 Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah 17.161 0 21.975 24.173 26.590
. Sekretariat
Program Dukungan Manajemen Utama
6450 Penyelenggaraan Kesekretariatan 176.772 152.522 247.331 264.905 291.004
Tersedianya Informasi Geospasial ~ yang
. akurat. mutakhir dan dapat
Sasaran Strategis 1 dipertanggungjawabkan di wilayah 713.696 1.823.428 2.337.478 1.056.485 355.275
Indonesia secara berkelanjutan
Persentase (%) cakupan Peta Dasar
IKSS 1.1 termutakhir di wilayah Indonesia % 7 8 44 59 62
Persentase (%) ketersediaan SRGI di
IKSS 1.2 wilayah Indonesia % 62 71 84 86 87
Persentase (%) ketersediaan Informasi
IKSS 1.3 Geospasial Tematik yang akurat dan % 25 43 57 68 77
mutakhir di wilayah Indonesia sesuai
dengan kebutuhan nasional
Deputi
Bidang IGD
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial 713.696 1.823428 | 2.337.478 | 1.056.485 | 355.275 BidDaen‘;“r'GT
Deputi

Bidang IIG
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s 5 Gt . Target Anggaran (dalam juta rupiah) Unit
PROGRAM/KEGIATAN vl Pegrn (| Quiseme)/SesaeEn LOKASI Satuan Organisasi
Kegiatan ( Output )/ Indikator
2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelaksana
Meningkatnya ketersediaan Informasi
Sasaran Program 2.1 Geospasial Dasar termutakhir di 647.978 1783616 | 2.091.955 840.622 | 152.005
wilayah Indonesia sebagai acuan
penyelenggaraan Informasi Geospasial
IKP 1 Persentase (%) ketersediaan lSRGI % 77 87 947 95.3 959
Horizontal di wilayah Indonesia
Persentase (%) ketersediaan SRGI o
IKP 2 Vertikal di wilayah Indonesia % 48 55 7 w & i
Deputi
IKP 3 Persentase cakupan Peta Dasar Skala % 87 8.9 62,8 835 836 Bidang IGD

Besar untuk Wilayah Indonesia

Persentase (%) cakupan Peta Dasar
IKP 4 skala menengah termutakhir di % 9 14 30 86,2 88,9
wilayah Indonesia

Persentase (%) cakupan Peta Dasar
IKP 5 skala kecil termutakhir di wilayah % 0,1 1 6,8 62 100
Indonesia

Persentase (%) dukungan teknis BIG

IKP 6 dalam penyelesaian batas wilayah

% 38 41 45 48 50

Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 59.455 30.178 92.246 86.506 77.463 DSRG

Terselenggaranya SRGI yang mutakhir
di wilayah Indonesia sebagai acuan 59.455 30.178 70.259 71.891 67.317 DSRG
penyelenggaraan Informasi Geospasial

Sasaran
Kegiatan 1.1

Persentase (%) pemenuhan kebutuhan
stasiun Ina -CORS untuk Sistem
Referensi Geospasial Horizontal di
wilayah Indonesia
Persentase (%) pemenuhan kebutuhan
stasiun pasang surut untuk Sistem
Referensi Geospasial Vertikal di
wilayah Indonesia
Persentase (%) cakupan model  geoid
KK 3 Indonesia dengan ketelitian 10 cm
untuk Sistem Referensi Geospasial
6445 Vertikal di wilayah Indonesia
Persentase (%) ketersediaan data
IKK 4 koordinat horizontal yang dihasilkan % 72 87 95 95 95
stasiun Ina_-CORS
Persentase (%) ketersediaan data
IKK 5 pasang surut yang dihasilkan stasiun % 68 89 95 95 95
pasang surut

IKK 1 % 89 89 94 96 98

IKK 2 % 90 87 94 96 97

DSRG
% 22 22 55 60 63

Bali. Nusa
Tenggara.
Kalimantan.
Sumatera.
Maluku. Papua.
Sulawesi. Jawa
Bali. Jawa.
Sumatera.
. . Kalimantan. .
CCl 001 -Stasiun Ina -Cors yang dikelola A Unit 185 185 221 226 231 12.845 2.240 17.934 18.459 18.746
Sulawesi. Nusa
Tenggara.
Papua. Maluku

BMA 001 -Ina-Geoid yang Dimutakhirkan km 2 110.012 0 489.909 132.592 186.277 12.242 0 21.988 14.615 10.146

DSRG







